
WALI KOTA BALIKPAPAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR   2   TAHUN2025

TENTANG

pErwELENGGARAAN KOTA LA¥AK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

MerLimbang    :   bahwa  untuk  melaksanakan   ketentuan   Pasal   8   ayat   (3)
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan
Kabupaten/Kota  Layak  Anak,  perlu  menetapkan  Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

Mengingat       :    1.     Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.     Undang-Undang    Nomor    27    Tahun     1959    tentang
Penetapan  Undang-Undang Darurat  No.  3 Tahun  1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 11 di
Kalimantan   (Lembaran   Negara   Tahun   1953   No.   9),
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun  1959
Nomor  72,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  1820)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang     Nomor     8     Tahun     1965     tentang
Pembentukan  Daerah  Tingkat  11  Tanah  Laut,  Daerah
Tingkat 11 Tapin dan Daerah Tingkat 11 Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun  1959, tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No.  3 Tahun  1953,
tentang Pembentukan  Daerah Tingkat  11  di  Kalimantan

(Lembaran  Negara  Tahun   1965  Nomor  51,  Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2756);
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3.     Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang
Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)  sebagaimana
telah  beberapa  kali  diubah  teralchir  dengari  Undang-
Undang   Nomor   6   Tahun   2023   tentang   Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kelja  Menjadi  Undang-
Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2023  Nomor 41, Talnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4.     Peraturan   Presiden   Nomor   25   Tahun   2021   tentang
Kebijakan    Kabupaten/Kota   Layak   Anak    Qrembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RARTAT DAERAII KOTA BALIKPAPAN

dan
WAII KOTA BAIIKPAPAN

MEMUTUSEN:

Menetapkan :            PERATURAN DAERAII TENTANG PENYELENGGARAAN

KOTA LAYAK ANAK.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.     Daerah adaJ.ah Kota Balilapapan.

2.    Wali Kota adalah wall Kota Balikpapan.
3.    Pemerintah   Daerah   adalah   Wali   Kota   sebagai  unsur   penyelenggara

pemerintahan      Daerah     yang     memimpin      pelaksanaan      unisan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bali]apapan.

4.    Perangkat   Daerah   adalah   unsur   pembantu   Wali   Kota   dan   Dewan
Perwakilan  Raky-at  Daerah  dalam  penyelenggaraan  urusan  pemerintah

yang menjadi kewenangan Daerah.
5.    Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)  tahun -dan

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal
tersebut adalah demi kepentingannya.



6.

7.

8.
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Kota  Layak Anak yang  selanjutnya  disingkat  KLA  adalah  kota  dengari
sistem   pembangunan   yang   menjalnin   pemenuhan   hak   Anak   dan

perlindungan    khusus    Anak    yang    dflakukan    secara    terencana,
menyeluruh, dan berkelanjutan.
Penyelenggaraan  KLA  adalah  seran9kaian  kegiatan  pembangunan  dan

pelayanan  publik  untuk  pemenuhan  hak Anak yang  wajib  disediakan
Pemerintah    Daerah    secara    terintegrasi    di    dalam    merencanakan,
menganggarkan,   melaksanakan,   dan   mengevaluasi   setiap   kebijakan,

program, kegiatan untuk mencapai indikator ETA.
Hak  Anak  adalah  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  wajib  dijamin
dilindun8i, dihormati, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,
negara, pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9.    Ramah Anak adalah kondisi yang aman,  bersih  dan  sehat,  peduli dan
berbudaya lin8[anigan hidup, mampu menjamin memenuhi, men9hargai
Hak  Anak  dan  perlindungan  Anak  dari  kekerasan,  diskriminasi  dan

perlakuan  salah  lainnya  serta  mendukung  partisipasi  Anak  terutama
dalam    perencanaan,    kebijakan,    pembelajaran,    pengawasan,    dan
mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak.

10.  Pengarusutamaan    Hak    Anak    adalah    strategi    sistematis    dalam
menwujudkan perlindungan dan untuk tumbuh kembang Anak melalui

pemenuhan Hak Anak dalaln penyusunan kebijakan, program, ke9iatan
dan anggaran.

11.  Indikator  KLA  adalah  variabel  yang  dipilih  untuk  membantu  dalam
mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.

12.  Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima
Anak  dalam  situasi  dan  kondisi  tertentu untuk mendapatkan jaminan
rasa aman terhadap ancalnan yang membahayakan diri dan jiwa dalam
tumbuh kembangnya.

13.  Orang Tua adalah ayah dan/ata.u ibu kandung, atau a.yah dan/atau ibu
tiri, atau ayah dan/atau ibu an9kat.

14.  Wadi adalah  orang atau  badan yang dalam kenyataannya menjalankan
kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.

15.  Masyarakat  adalah  perseorangan,  kehaarga,  kelompok,  dan  organisasi
sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan di Daerah.

16.  Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri atas suami
istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan
anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah
sampai dengan derajat ketiga.

17.  Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan
mengawal Penyelenggaraan KIA di Daerah.
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18.  Rencana Aksi Daerah  KLA yang selanjutnya disingkat RAD  KLA  adalah
dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk

pelaksanaan  berbagai  aksi  yalig  secara  langsung  dan  tidak  langsung
mendukung perwujudan KLA.

19.  Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonforlnal,  dan
inforlnal yang Ramah Anak.

20.  Forum Anak adalah organisasi Anak yang dibina oleh Pemerintah, untuk
menjembatahi   komunikasi   dan   interaksi   antara  Pemerintah   Daerah
dengan Anak sebagai upaya pemenuhan hak partisipasi Anak.

21.  Anak yang  Berhadapan  dengan  Hukum yang  selanjutnya  disebut ABH
adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban
tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.

22.  Kekerasan   adalah   setiap   perbuatan   terhadap   Anak  yang   berakibat
timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara fisik,  psikis,  seksual,
dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

23.  Unit Pelaksana Telmis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang
selanjutnya  disingkat  UPTD  PPA  adalah  unit  pelaksana  teknis  Daerah

yang  dibentuk  Pemerintah  Daerah  dalam  memberikan  layanan  dan
Perlindungan   Khusus   bagi   perempuan   dan   Anak   yang   mengalami
Kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.

24.  Penelantaran adalah tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar
dan pengasuhan,  perawatan,  serta pemeliharaan  sehingga mengganggu
atau men9hambat tumbuh-kembang Anak, termasuk membiarkan Anak
dalam situasi bahaya.

25.  Keadilan  Restoratif adalah  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang
terkait  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan
menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula,   dan  bukan

pembalasan.
26.  Anak   Penyandang   Disabilitas    adalah   setiap   Anak   yang   memili]ri

keterbatasan fisik,  intelektual,  mental  dan/atau  sensorik dalam jan8ka
walrful lama yang dalam berinteraksi dengan ha9kungan dapat mengalami
hambatan  atau kesulitan untuk berpartipasi  secara  penuh  dan  efektif
dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

27.  Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang
selanjutnya disingkat PPATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau
kelompok    warga    pada    tingkat    Masyarakat    yang    bekeH.a    secara
terkoordinasi untuk mencapal tujuan perlindungan perempuan dan Anak.
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28.  Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Seksi
PPA  adalah  sebuah  seksi  bagian  dari  pengurus  m]stm  tetangga,  yang
mempunyal peran dalam memfasilitasi terselenggaranya pemenuhan Hak
Anak dan memfasilitasi penanganan kasus di wilayah rukun tetangga.

Pasal 2
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:
a.    menjamin    terpenuhinya   Hak   Anak    agar    dapat    hidup,    tumbuh,

berkembang secara layak dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat  martabat  kemanusiaan,  demi  terwujudnya  Anak  yang  sehat,
cerdas, berkualitas, beralchlak mulia dan sejahtera;

b.    melindungi  Anak  dari  ancaman  diskriminasi,   eksploitasi,   kekerasan,
Penelantaran,  pengabaian,  perlakuan  salah,  dan  semua  ancaman  dari
dalam   maupun  luar  yang  dapat   mengganggu   kelangsungan   hidup,
tumbuh dan berkembangnya Anak secara wajar;

c.     mengoptimalkan  dan  memperkuat  peran  dan  fungsi  Keluarga  sebagai
basis pendidikari pertama bagi Anak; dan

d.    membangun  sarana  dan  prasarana  Daerah  yang  mampu  memenuhi
kebutuhali dasar Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pasal 3

(1)   Peraturan   Daerah  ini  bertujuan  umum  untuk  membangun  inisiatif
Pemerintah Daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep Hak
Anak  ke  dalam  kebijakan,   program,   dan  kegiatan  untuk  menjamin
terpenuhinya Hak Anak.

{2)   Peraturan Daerah ini bertujuan khusus untuk:
a.    mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan

Oraflg  Tua,  Keluarga,  Masyarakat,  organisasi  Masyarakat,  durria
usaha dan   media massa dalam upa.ya mewujudkan pembangunan

yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi
Anak,  sehingga Anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa  kepada  'ninan  Yang  Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara yang
demokratis serta bertanggung jawab;

b.    mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana,

prasarana, metode dan telmologi yang ada pada Pemelintah Daerah,
Masyarakat,   organisasi   Masyarakat,    dan   dunia   usaha   dalam
memenuhi Hak Anak;

c.     mengimplementasikan    KLA    melalui    perumusan    strategi    dan

perencanaan    pembangunan    Daerah    secara    menyeluruh    dan
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berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA; dan
d.    sebagai  dasar  bagi  Pemerintah  Daerah  dalam  menentukan  dan

melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Anak.

BAB   11

PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 4
Prinsip Penyelenggaraan KIA meliputi:
a.    tata pemerintahan yang baik;
b,    kepentingan terbaik untuk Anak;
c.     hak untuk hidup, kelangsurigan hidup, dan perkembangan Anak;
d.    non-diskriminatif; dan
e.     penghargaari terhadap pendapat Anak.

Pasal 5
Implementasi KLA didasarkan pada strate8i:
a.    Pengarusutamaan Hak Anak;
b.    mendorong  gerakan  Masyarakat  untuk  menciptakan  lingkungan  yalig

layak bagi Anak dari tingkat Keluarga, rukun tetangga, kelurahan sampai
dengan tingkat kecamatan; dan

c.     mendorong   berbagai   pihak   terkait   secara   langsung   maupuri   tidak
langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak.

Pasal 6
Strategi  KLA  sebagaimana  dimaksud  dalaln  Pasal  5  dilaksanakan  dengan
mengintegrasikan Pengamsutamaan Hak Anak dalam:
a.    setiap     proses     penyusunari     kebijakan,     program,     dan     kegiatan

pembangunan;
b.    setiap  tahapan  pembangunan,  mulai  dari  perencanaan,  penganggaran,

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
c.     mendorong    peran    sumber    daya   manusia    dan    penguatan    peran

kelembagaan    pemerintah    pusat    dan    Pemerintah    Daerah    dalani

pencegahan dan penyediaan layanan yang meliputi orang perseorangan,
1embaga  Perlindungan  Anak,  1embaga  kesejahteraan  sosial,  organisasi
kemasyarakatan,  lembaga  Pendidikan,  media  massa,  dunia usaha  dan
Anak melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi; dan

d.     peningkatan  sarana  dan  prasarana yang mendukung  pemenuhan  Hak
Anak dan perlindungan khusus Anak.
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Pasal 7

Kehijakan KLA diarahkan pada pemenuhan Hak Anak melalui:
a.    sistem pembangunan dan pelayanan publik yang berperspektif Anak;
b.    identitas linak;
c.     kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
d.    pengasuhan Ramah Anak;
e.     pelayanan kesehatan ramah anak;
f.     Keluarga Ramah Anak;

9.     Sekolah Ramah Anak; dan
h.    1ingkungan Ramah Anak.

BAB Ill

pEr\rvELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1)   Pemerintah Daerah menyelenggarakan KIA.
(2)   Wall Kota bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan KLA di Daerah.
(3)   Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak.

(4)    Penyelenggaraan  KLA  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan
melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
Daerah.

Bagian Kedua
Hak Anak

Pasal 9

(1)    Setiap  Anak  meniiliki  hak yang  terdiri  atas  5  (lima)  klaster  Hak Anak
meliputi:
a.    hak sipil dan kebebasan;
b.    hak lin9kungan Keluarga dan pengasuhan altematif;
c.     hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d.    hak  pendidikan,  pemanfaatan walchi  luang,  dan  kegiatari  budaya;

dan
e.     hak perlindungan Khusus.

{2)   Hak  sipil  dan  kebebasan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi:
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a.     hak atas identitas;
b.    hak perlindungan identitas;
c.     hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
d.    hak berpikir, berhati nurani, beragama, dan berkepercayaan;
e.     hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
f.     hak atas perlindungan kehidupan pribadi;

9.     hak akses informasi yang layak; dan
h.    hak  bebas  dari  penyiksaan  dan  pen8hulfliman  lain  yarig  kejam,

tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

(3)   Hak   lingrfungan   Keluarga   dan   pengasuhan   altematif   sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hunrf b meliputi:
a.    bimbingan dan tanggungjawab orang Tua;
b.    Anak yang terpisah dari orang 'Itra;
c.     reunifikasi;
d.    pemindahan Anak secara ilegal;
e.     dukungan kesejahteraan;
f.     Anak yang terpaksa dipisahkan dari ling]mngan Keluar.ga;

9.     pengangkatan/adopsi Anak;
h.    tinja.uan penempatan secara berkala; dari
i.     Kekerasan dan penelantaran.

{4)   Hak   kesehatan   dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hunrf c meliputi:
a.     Anak penyandang Disabilitas;
b.    kesehatan dasar dan layanan kesehatan;
c.    jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
d.    standar hidup.

(5)   Hak  Anak  dalam  pendidikan,  pemanfaatan  waktu  luang  dan  kegiatan
budaya sebagainana dimaksud pada ayat (1) humf d meliputi:
a.     pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi;
b.    pelatihari dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri sesuai

tingkat kecerdasan dan minat bakatnya; dan
c.     kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olahraga.

{6)   Hak Perlindungan Khusus sebagaimana dinaksud pa.da ayat (1) huruf e
meliputi:
a.    Anak dalam situasi dan]rat;
b.     ABH;

c.     Anak yang dieksploitasi secara ekonomi;
d.    Anak  yang  menjadi  korban   penyalahgunaan  narkotika,   alkohol,

psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
e.     Anak korban pornografii;



-9-

f.      Anak dengan HIV/AIDS;

9.    Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
h.    Anak korban Kekerasan;
i.     Anak korban kejahatan seksual;

j.     Anak korbanjaringan terorisme;
k.    Anak penyandang Disabilitas;
I.     Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
in.   Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
n.    Anak  yang  menjadi  korban   stigmastisasi   dari  pelabelan   terkait

dengan   kondisi Orang Tuanya; dan
o.     Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 10

(1)    Setiap  Anak  dalam   pengasuhan   Orang  Tua,   Wali,   atau  pihak  lain
manapun yang bertanggung jawab  atas pengasuhan,  berhak mendapat

perlindungan dari perlakuan:
a.     diskriminasi;
b.    ckspolitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c.     Penelantaran;
d.    kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; dan
e.     ketidakadilan.

(2)   Pelaksanaan    perlindungan    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikator KLA

Pasal 1 1

(1)   Indikator    KLA    dikembangkan    berdasarkan    peraturan    perundang-
undangan yang terkait dengan pemenuhan Hak Anak.

(2)    Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.     penguatan kelembagaan; dan
b.    klaster HakAnak.

Pasal 12
Penguatan kelembagaan sebagainana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf
a meliputi:
a.    adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan

Hak Anak;
b.    penganggaran untuk pemenuhan Hak Anak,  termasuk anggaran untuk

penguatan kelembagaan;
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c.    jumlah  kebijakan,  program  dan  kegiatan  yang  mendapatkan  masukan
dari Forum Anak dan kelompok Anak lainnya;

d.    tersedia sumber daya manusia terlatih konvensi Hak Anak dan mampu
menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kestatan;

e.     tersedia data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
dan

f.     keterlibatan   lembaga   Masyarakat,   dunia   usaha,   media   massa   dan
kelompok Anak dalaln pemenuhan Hak Anak.

Pasal 13

Indika±or KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan sebagainana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
a.    persentase   Anak  yang   teregistrasi   dan   mendapatkan   futipan   akta

kelahiran;
b.    tersedia fasilitas informasi layak Anak; dan
c.    jumlah  kelompok  Anak,  termasuk  Forum  Anak,  yang  ada  di  Daerah,

kecamatan dan kelurahan.

Pasal 14

Indikator KIA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan altematif
sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
a.     persentase usia. perkawinan Anak;
b.    tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan

dan perawatan Anak;
c.     persentase lembaga pengasuhan altematif terstandarisasi;
d.    persentase pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif; dan
e.     tersedia infrastm]ctur (sarana dan prasana) di ruang publik yang Ramah

Anak.

Pasal 15

Indikator KIA untuk klaster keseha.tari dasar dan kesejahteraari sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:
a.    persentase persalinan di fasilitas kesehatan;
b.     prevalensi status gizi balita;
c.     persentase cakupan pemberian makan pada bayi dan Anak;
d.    persentase fasilitas kesehatan dengan pelayanan Ramah Anak;
e.     persentase  rumah  tangga  dengan  akses  air  minum  dan  sanitasi  yang

layak; dan
f.     tersedia kawasan tanpa rokok.
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Pasal 16

Indikator  KLA  untuk  klaster  pendidikan,  pemanfaatan  waktu  luang,  dan
kegiatan  budaya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  d
meliputi:
a.     persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
b.    persentase sekolah Ranah Anak; dan
c.     tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya,  kreativitas  dan rekreatif yang

Ramah Anak yang dapat diakses semua Anak.

Pasal 17

Indikator KLA untuk   klaster Perlindungan Khusus  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e meliputi:
a.    Anak korban Kekerasan dan penelantaran yang terlayani;
b.    persentase Anak yang dibebaskan dari pekelja Anak dan bentuk-bentuk

pekerjaan terburuk untuk Anak;
c.     Anak korban pomografii,  narkotika,  psikotropika dan zat adiktif lainnya

dan teri]hicksi ha:rran i:in:in:unodef icieney vi:rus / acq:ulred i:"Turne clef roieney
sgnczrome yang terlayani;

d.    Anak korban bencana dan konflik yang terlayani;
e.     Anak  Penyandang  Disabilitas,  kelompok  minoritas  dan  terisolasi  yang

terlayani;
f.     kasus  ABH   (khusus   pelaku)   yang  terselesaikan  melalui  pendekatan

Keadilan Restoratif dan diversi;

9.     Anak korban jaringan terorisme yang terlayani; dan
h.    Anak korban  stigmatisasi  akibat  dari  pelabelan  terkait  dengan  kondisi

Orang Tuanya yang terlayani.

Bagian Keempat
PPATBM

Pasal 18

(1)    Tujuan PPATBM meliputi:
a.    mencegah  kekerasan  terhadap   perempuan  dan  Anak,   termasuk

segala tindakan yang dila]mkan untuk mencegah kekerasan terhadap
perempuan dan Anak;_ dan

b.    menangga.pi kekerasan, yang mengacu pada lan9kah yallg dilakukan
untuk mengidentifikasi,  menolong,  dan melindungi perempuan dan
Anak  yang  menjadi  korban  Kekerasan  termasuk  akses  terhadap
keadilan bagi korban dan pelaJm Anak.
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{2)    Sasaran  PPATBM  yaitu  perempuan,  Anak,  Orang  Tua,  Keluarga  dan
Masyarakat yang ada di wilayah PPATBM.

{3)    Prinsip PPATBM:
a.     peduli terhadap kepentingan Anak;
b.    bertanggung  jawab,   tulus   dan   bekelja   secara   sukarela   dalam

mendukung perlindungan perempuan dan Anak;
c.     memastikan   hak   hidup   Anak   dihargai   dan   dilindungi   dalam

perkembangan dan kehidupan bermasyarakat;
d.    kelangsungan hidup dan perkembangan Anak;
e.     nondiskriminasi;
f.     bisa bekeljasama dengan Anak  dan mendukung partisipasi Anak;

9.     membangun  sinergitas  dengan  kelurahan7  dan  mitra  masyarakat
lainnya; dan

h.    memperkuat   stmlrfur   perlindungan   Anak   yang   telah   ada   di
masyarakat.

(4)    Komponen utama dalam pelaksanaan gerakan PPATBM meliputi:
a.    perubahan  yang  diharapkan  pada  tingkat  Masyarakat,  Keluarga,

Orang Tua dan Anak dengari adanya gerakan PPATBM; dan
b.    pengorganisasian gerakan PPATBM di tingkat kelurahan dan Daerah.

(5)   Perubahan yang diharapkan pada tingkat Masyarakat,  Keluarga,  Orang
Tua dan Anak dengan adanya gerakan PPATBM sebagainana dimaksud

pada ayat (4) huruf a, meliputi:                                                                        ,
a.    menguatnya  norma  masyarakat  tentang  anti  Kekerasan  terhadap

perempuan dan Anak;
b.    meningkatnya keterampilan dalam menghindari Kekerasan terhadap

perempuan dan Anak; dan
c.     menin9katnya    kemampuan    untuk    menanggapi    dan    fasilitasi

penanganan Kekerasan terhada.p perempuan dan Anak.
(6)    Pengorganisasian  gerakan  PPATBM  di  tingkat  kelurahan  dan  Daerah

sebagainana dimaksud pada ayat (4) hunrf b, meliputi:
a.     regulasi dan tata kelola organisasi;
b.     pendanaan;
c.     informasi;
d.    sumber daya manusia;
e.     perlengkapan/1ogistik; dan
f.     mobilisasi partisipasi Masyarakat.
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BAB IV

TAIIAPAN PENYELENGGARAAN KIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

(1)   Tahapan penyelenggaraan KLA di  Daerah meliputi:
a.     Perencanaan KLA;
b.     pra-KLA;

c.     pelaksanaan KLA;
d.     evaluasi KLA; dan
e.     penetapan perin8kat KLA.

{2)    Dalam   setiap   tahapan   KLA   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi
Anak.

Bagian Kedua
Perencanaan KLA

Pasal 20
Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 19 ayat ('1) hunif a,
terdiri atas:
a.     penyusunan, penetapan kehijakan dasar dan deklarasi KLA;
b.     pembentukan Gugus 'Iligas KLA; dan
c.     pengumpulan data dasar dan profil KLA.

Paragraf 1
Penyusunan, Penetapan Kebijakan Dasar dan Deklarasi KLA

Pasal 2 1

(1)   Kebijakan  dasar  KIA  sebagainana  dinaksud  dalam  Pasal  20  huruf a
merupakan  pengaturan  kebijakan  dan   pengaturan  dalam  Peraturan
Daerah  ini  dan  peraturan  lain yang ada sepanjang tidak bertentangan
serta peraturan pelaksana lainnya, yang terbagi dalam klaster:
a.     hak sipil dan kebebasan;
b.    1ingkungan Keluarga dan pengasuhan alternative;
c.     kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d.    pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e.     perlindungan khusus.
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(2)   Kebijakan dasar KIA dalam klaster hak sipil dan kebebasan sebagainana
dimaksud pada ayat (1) hunif a mdiputi:
a.    peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari

petugas dan pemberian akta kurang dari 30  (tiga puluh) hari sejak
permohonan   sebagaimana   diatur   dalam   peraturan   perundang-
undangan;

b.    penyediaan  bantuan  layanan  pencatatan  kelahiran  di  rumah  sakit
Daerah,  rumah  sakit  swasta,  pusat  kesehatan  Masyarakat,  dan
klinik/ rumah bersalin;

c.     penyediaan fasilitas informasi layak Anak; dan
d.    mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok Anak.

(3)   Kebijakan dasar KIA dalam klaster lin8kungan Keluarga dan pengasuhan
altematif sebagainana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b meliputi:
a.    kehijakan   dan   program   dalam   rangka   penurunan   presentase

perkawhan iinak;
b.    mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang Tua/Keluarga

tentang pengasuhan dan perawatan Anak;
c.     menyediakan dan mendorong adanya lembaga kesejahteraan  sosial

Anak diluar asuhan keluarga;
d.    menyelenggarakan   dan  memfasilitasi  prasarana  dan   sarana  pos

pelayanan terpadu dan pendidikan Anak usia dini di setiap rukun
tetan88a;

e.     kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan
Anak usia dini; dan

f.     menyediakan  infrastrLrfuur  ruang  bermain  Ralnah  Anak  di  ruang

publik.
{4)   Kebijakan dasar KLA dalaln klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan

sebagainana dimaksud pada ayat (1) humf c meliputi:
a.    kebijakan dalan rangka menurunkan angka kematian bayi;
b.    upaya peningkatan persalinan di fasilitas kesehatan;
c.     kebijakan pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2

tahun;
d.    kebijakan  dalam  rangka  menurunkan  prevalensi  kekurangan  gizi

pada balita;
e.     kehijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu

ibu eksklusif;
f.     kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitasi laktasi;

9.     kebijakan   dalam   rangka  penyediaan   fasilitas   kesehatan   dengan
pelayanan Ramah Anak;

h.    kehijakan dalam ran9ka     peningkatan     keikutsertaan     imunisasi
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dasar len8kap;
i.     mendorong   keberadaan    lembaga   yang   memberikan   pela.yanan

kesehatan reproduksi dan mental;

j.     kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;
k.    upaya peningkatan rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak;
1.     upaya  peningkatan  persentase  rumah  tangga  yang  mendapatkan

akses air bersih; dan
in.   kebijakan   larangan   iklan,   promosi,   pengaturan,   dan   penetapan

kawasan sehat tanpa asap rokok.

(5)   Kebijakan  dasar  KIA  dalam  klaster  pendidikan,  pemanfaatari  waktu
luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
meliputi:
a.    kebijakan   dalam  rangka  menin8katkan  partisipasi  wajib   belajar

pendidikan 12 (dua belas) tahun;
b.     penyediaan sekolah inklusi;
c.     kebijakan yang mengatur tentang Anak luar sekolah;
d.    kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke

sekolah,  zona  aman  dan  selamat,  dan  mendorong  semua  sekolah
memillihi program,  sarana,  dan prasarana peljalanan Anak ke dan
dari sekolah;

e.     mengupayakan  ketersediaan  fasilitas  untuk  kegiatan  kreatif    dan
rekreatif yang  ramah  Anak,  di  luar  sekolah,  yang  dapat  diakses
semua Anak; dan

f.     membentuk sekolah Ramah Anak.

(6)   Kebijakan  dasar  KLA  dalam  klaster perlindungan  khusus  sebagajmana
dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a.    kebijakan pelayanan Anak yang membutuhkan perlindurigan khusus;
b.    kebijakan   penyelesaian   kasus   ABH   yang   diselesaikan   dengan

pendekatan Keadilan Restoratif;
c.     mekanisme      penanggulangan     bencana     yang     memperhatikan

kepentingan Anak; dan
d.    menetapkan  pengaturan  tentang  pembebasan  Anak  dari  bentuk-

bentuk pekeljaan terburuk Anak.

Pasal 22

(1)    Wa]i Kota selakLi pemrakarsa deklarasi KLA mempersiapkan pelaksanaan
deklarasi KIA dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas
sebagal komitmen pelaksanaan KLA.

(2)    Deklarasi  KLA  sebagainana  dimaksud  pada ayat  (1)  dilakukan  melalui
tahapan:
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a.     identifikasi; dan
b.    pengesahan.

(3)    Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hunif a dilakukan untuk
memetakan    kondisi    awal    Daerah    dan    kesiapan    Daerah    dalaln

penyelenggaraan  KLA  dengan  cara  mengadakan  pertemuan  persiapan
bersama    pemangku    kepentingan    terkait    atau    perwakilan    unsur
pemerintah,  Masyarakat,  media  massa,  dunia  usaha,  dan  perwaldlan
Anak untuk memperoleh dukungan dalam deklarasi KLA.

(4)    Pengesahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  b  dilakukan
dengan   cara   mengukuhkan   komitmen   penyelenggaraan   KLA   dalam
bentuk  dokumen  deklarasi  KLA  oleh  Wali  Kota,  dan  dapat  diperbarui
setiap tahun.

Paragraf 2
Pembentul±an Gugus Tugas KIA

Pasal 23

(1)   Pemerintah    Daerah    membentuk    Gugus    Tugas    KIA    sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dan ditetapkan dengan Keputusan WaJi
Kota.

(2)    Gugus  'nigas  KLA  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan
lembaga koordinatif yang anggotaflya terdiri atas:
a.     ketua: Sekretaris Daerah;
b.    wakil   ketua:   Kepala   Perangkat   Daerah  yang   menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
c.     sekretaris: Kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan
Anak; dan

d.    sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima)  klaster KLA yang terdiri
atas:
1.  koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
2.  koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
3.  koordinator  sub  gugus  tugas  klaster  lin8lflmgan  keluarga  dan

pengasuhan altematif;
4.  koordinator   sub   gugus   tugas   klaster   kesehatan   dasar   dan

kesejahteraan;
5.  koordinator  sub  gugus  tugas  klaster  pendidikan,  pemanfaatan

waktu luang, dan kegiatan budaya;
6.  koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan Khusus Anak;

dan
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7.  koordinator     sub     gugus     tugas     tingkat     kecamatan     dan
desa/kelurahan.

(3)   Koordinator  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf d  terdiri  atas
pejabat dari Perangkat Daerah, kecamatan, dan kelurahan sesuai dengan
kewenangannya.

(4)   Keanggotaan sub gugus tugas KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d terdiri atas unsur:
a.     Peran8kat Daerah yang terkalt dengan 5 (lima) klaster KLA;
b.     Masyarakat;
c.     mediamassa;
d.    duniausaha; dan
e.     perwakflan Anak.

Paragraf 3
Pengumpulan Data Dasar dan Proffl KLA

Pasal 24

(1)   Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c
merupakan pengumpulan data berkaitan dengari situasi dan kondisi Anak
di Daerah, paling sedikit dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.

(2)    Data sebagaimana dimaksud pada a.yat (1) dapat diperoleh dari Perangkat
Daerah  dan  instansi  terkait  dan  hasil  penelitian  valid  lainnya  yang
disusun secara berkala dan berkesinambungan.

{3)   Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
untuk:
a.    menentukan fokus program;
b.    menyusun kegiatan prioritas;
c.     melihat  sebaran  program/kegiatan  Anak  lintas  Perangkat  Daerah

terkait; dan
d.    menentukan lokasi percontohan.

Pasal 25

{1)    Profiil KLA sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 20 huruf c disusun oleh
Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.

{2)    Proffl KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a.    data  terpilah  Anak  di  Daerah  terlnasuk  Anak  yang  memerlukan

Perlindungan Khusus;
b.    informasi   kondisi   pelaksanaan   indikator   dari   kelembagaan   dan

klaster KIA serta capaiannya; dan
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informasi  kondisi  penyelenggaraan  KLA  di  tingkat  kecamatan  dan
kelurahan.

(3)    Profil KLA disahkan oleh wali Kota.
{4)    Profil  KLA  dipublikasikan  setiap  tahun  paling  lambat  bulan  Maret  di

taliun berikutnya melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.

{5)    Profil KIA disusun sesuai dengan kerangka proffl KLA yang diatur dalam
ketentuan peraturan p erundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pra-KLA

Paragraf 1
Penilaian Mandiri KLA

Pasal 26

(1)   Pra-KIA   sebagainana  dimaksud   dalam   Pasal   19   ayat   (1)   huruf  b,
merupakan tahapari penting untuk mewujudkan KIA dengan melakukan
penilaian mandiri terhadap profil KLA.

(2)    Penilaian  mandiri KLA  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dilakukan
untuk mengetahui status KLA sebelum memulai penyelenggaraan KLA.

(3)    Periilaian mandiri didasarkan pada Indikator KLA meliputi:
a.    adanya   peraturan   perundang-undangan   dan   kebijakan   untuk

pemenuhan Hak Anak;
b.    penganggaran  untuk  pemenuhan  Hak  Anak,  termasuk  anggaran

untuk peguatan kelembagaan;
c.    jumlah   kebijakan,    program   dan   kegiatan   yang   mendapatkan

masukan dari Forum Anak dan kelompok Anak lairmya;
d.    tersedia  sumber  daya  manusia  terlatih  konvensi  Hak  Anak  dan

malnpu menerapkan Hak Anak ke  dalam kehijakan,  prograln,  dan
kegiatan;

e.     tersedia  data  Anak  terpilah  menurut  I.enis  kelamin,  umur,   dan
kecanatan;

f.     keterlibatan  lembaga  Masyarakat,  dunia  usaha,  media  massa  dan
kelompok Anak dalam pemenuhan Hak Anak;

9.     persentase  Anak yang  teregistrasi  dan  mendapatkan  kutipan  akta
kelahiran;

h.    tersedia fasilitas informasi la.yak Anak; dan
i.     jumlah kelompok Anak, termasuk Forum Anak, yang ada di Daerah,

kecamatan dan kelurahan;
j.     persentase usia perkawinan Anak;
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tersedia   lembaga   konsultasi   bagi   orang   tua/keluarga   tentang

pengasuhan dan perawatan Anak;
1.     persentase lembaga pengasuhan altematif terstandarisasi;
in.   persentase pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif;
n.    tersedia  infrastrulrfur  (sarana  dan  prasana)  di  ruang  pub]ik  yang

Ramah Anak;
o.     persentase persalinan di fasilitas kesehatan;

p.     prevalensi status gizi balita;
q.    persentase cakupan pemberian makan pada bayi dan Anak;
r.     persentase fasilitas kesehatan dengan pelayanan Ramah Anak;
s.     persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang

layak;
t.     tersedia kawasan tanpa rokok;
u.    persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
v.     persentase sekolah Ramah Anak;
w.    tersedia  fasilitas  untuk  kegiatan  budaya,  kreativitas  dan  rekreatif

yang Ramah Anak yang dapat diakses semua Anak;
x.    Anak korban Kekerasan dan penelantaran yang terlayani;

y.     persentase  Anak  yang  dibebaskan  dari  pekelja Anak  dan  bentuk-
bentuk pekeljaan terburuk untuk Anak;

z.     Anak  korban  pornografl,  narkotika,  psikotropika  dan  zat  adiktif
Lainrya   darL   t!erin:ScksL   haman   irrimunodeficieney    vi:rus| acquired
i:mmune clef idervey sgridroTne yang teflayarir,

aa.  Anak korban bencana dan konflik yang terlayani;
bb.  Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang

terlayani;
cc.   kasus ABH  (khusus pelaku) yang terselesaikan melalul pendekatan

Keadilan Restoratif dan diversi;
dd.  Anak korban jaringan terorisme yang terlayani; dan
ee.   Anak   korban   stigmatisasi   akibat   dari   pelabelan   terkait   dengan

kondisi Orang Tua]iya yang terlayani.

(4)    Pra-KLA   mencakup   kelembagaan   dan   5   (lima)   klaster   Hak   Anak
sebagainana dimaksud dalaln Pasal 9 ayat (1).

Paragraf 2
Fun KLA

Pasal 27

(1)    Penyusunan BAD KLA mengacu pada:
a.    Peraturan Hesiden tentang Kebijakan KLA;
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b.     dokumen nasional kebijakan KLA;
c.     rencana aksi nasional penyelenggaraan KLA; dan
d.    do]annen perencanaan pembangunan Daerah.

{2)  Penyusunan     RAD     KIA     mengacu     pada     dokunen     perencanaan
Pembangunan  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf    d
meliputi:
a.   pengintegrasian  RAD  KLA  ke  dalam  rencana  pembangunan  jangka

menengah  Daerah,  rencana  keria  Pemerintah  Daerah  dan  rencana
kelja Peran8kat Daerah;

b.   pemasukan  dokumen  RAD  KIA  ke  dalaln  rencana  kelja  anggaran
Peran8kat Daerah dan rencana strategis peran8kat Daerah.

(3)  RAD KLA disusun berdasarkan jangka waktu 5  {1ima)  tahun atau sesuai
dengari kebutuhan Daerah.

{4)  RAD  KLA  berisi  pendahuluan,  kebijakan  pencapaian  KLA,  pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan, penutup, dan matriks RAD KIA.

(5)  Matriks RAD KLA sebagaimana dinaksud pada ayat (4) memuat:
a.   Indikator KLA/program/kegiatan/sub kegia.tan;
b.   rencana aksi;
c.   ukuran;
d.   satuan;
e.   data dasar;
f.    target;

9.   alokasi pendanaan; dan
h.   instansi penanggung jawab.

(6)  BAD KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan KLA

Pasal 28
Pelaksanaan  KIA  sebagaimana  dinaksud  dalam  Pasal  19  ayat  (1)  hunrf c
didasarkan pada RAD KIA.

Pasal 29

(1)   Pemantauan pelaksanaan KIA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk:
a.     mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun beljalan;
b.     memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
c.     mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
d.    mengantisipasi permasalahan yang timbul.
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{2)   Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan dengan cara:
a.    pengamatan;
b.    pengidentifikasian; dan
c.    pencatatan.

(3)   Pemantauan  sebagaimana  dimaksud  pada  aya.t  (1)  dilakukan  sewaktu-
waktu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima
Evaluasi KIA

Pasal 30

{1)   Wall Kota melakukan evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat
Daerah, kecamatari, dan kelurahan.

(2)   Evaluasi KLA sebagainana dimaksud pada ayat (1) dilakukari untuk:
a.     mengukur  capaian  target  penyelenggaraan  KLA  berdasarkan  BAD

KLA yang telah ditetapkan; dan
b.    melaku]ran      identifikasi      kendala      dan      hambatan      dalam

penyelenggaraan  KLA  serta  mengalnbil  langkah  untuk  mengatasi
kendala dan hambatan tersebut.

(3,)   Hasil evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan
dasar  Wali  Kota  dalam  memberikan  penghargaan  kepada  kecamatan
dan/ atau kelurahan yang telah menyelenggarakan KIA di whayahnya.

(4)    Ketentuan    lebih    lanjut    mengenai    evaluasi    KLA    dan    pemberian
penghargaan di tingkat kecamatan dan kelurahan sebagaimana dimaksud
pada ayat {3) diatur dengan Peraturan Wall Kota.

Bagian Keenam
Penetapan Peringkat KLA

Pasal 3 1

(1)    Penetapan perin8kat KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
huruf e, dilakukan melalui penilaian pencapaian Indikator KLA di Daerah
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perlindungan  Anak   sesual   dengan   ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

(2)    Perin8ka.t KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a.    pratana;
b.     madya;
c.     nindya;
d.    utama;dan
e.      KLA.
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BABV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 32

(1)   Masyarakat,   media   Inassa,   dan   dunia   usaha   belpartisipasi   dalam
Penyelenggaraan KIA.

(2)   Partisipasi  Masyarakat  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan
oleh:

a.     orang perseorangan;
b.     1embaga perlindungan Anak;
c.     1embaga kesejahteraan sosial;
d.    organisasi kemasyarakatan; dan
e.     1embaga pendidikan.

(3)   Partisipasi  Masyarakat  sebagainana dimaksud pada  ayat  (1)  dilakukari
dengan cara:
a.    memberikan        masukan        dalaln        pellyusunan        kebijakan

Penyelenggaraan KIA;
b.    memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak

Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
c.     membantu   memberikan   pembinaan,   pendampingan,   rehabilitasi,

reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial;
d.    menciptakan   suasana   kondusif   untuk   tumbuh   kembang   dan

partisipasi Anak;
e.     berperan alstif dalalli penguatan pelembagaan perlindungan Anak;
f.     turut  serta  dalam  pemantauan  dan  pengawasan  dalam  pemberian

layanan terhadap Anak;

9.    memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau

h.    membantu  menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan
dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

BAB VI

PENDANEN

Pasal 33
Pendanaan pelaksanaan  Peraturan Daerah ini bersumber dari:
a.   anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b.   sumber  lain  yang  sah  dan  tidak  mengikat  sesuai  dengan  ketentuan

p eraturan perundang-undangan.
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BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahulnya,  memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalaln Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan

pada tanggal   2  Mei  2025
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

REhun -MAsuD

Diundan9kan di Balikpapan

pada tanggal  2  Mei  2025
SEKRE'IARIS DAERAII KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

MUHAIMIN

LEMBARAN DAERAII KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 NOMOR   2

NOREG PERATURAN DAERAII KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMAI\ITAN

TIMUR: (64.71/ 19/2/2025);

Salinan sesuai dengan aslinya

-;`.`-;.```:..                         ,
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PENJEIASAN
ATAS

PERATURAN DAERAII KOTA BALIKPAPAN

NOMOR     2    TAHUN2025

TENTANG

PENYELENGCIARAAN KOTA IAYAK ANAK

Anak   adalah   bagian   yang   tidak   dapat   terpisahkan   dari
keberlangsungan   hidup   manusia   dan   keberlangsungan   sebuah
bangsa  dan  negara.  Agar  kelak  mampu  bertanggung jawab  dalam
keberlangsungan  bangsa  dan  negara,  setiap  Anak perlu  mendapat
kesempatan yang seluas - 1uasnya untuk tumbuh dan berkembang
secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

Negara   menjunjung   tinggi   hak   asasi   manusia,   telmasuk
didalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan  adanya jaminan

pedindungan  dan  pemenuhan  Hak  Anak  sebagaimana  termaktub
dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Repub]ik  Indonesia  Tahun
1945   dan   beberapa   ketentuan   peraturan   perundang-undangan
lainnya balk yang bersifat nasional riaupun intemasional.

Pada   pembukaan   Undang-Undang   Dasar   Negara   Republik
Indonesia Tahun  1945,  menjamin  perlindungan  dan  kesejahteraan
segenap bangsa Indonesia. Selain itu Pasal 28 8 ayat (2) menyatakan
"Setiap   anak   berhak   atas   kelangsungan   hidup,   tumbuh   dan

berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  darn  kekerasan  dan
diskriminasi". Amanat konstitusi tersebut mengindikasikan besamya

perhatian pemerintah dan negara Indonesia akan perlindungan dan
kesejahteraan pada warga Indonesia, termasuk terhadap Anak.

Landasan Konstitusional tersebut dijabarkan lebih lal]jut dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang   Perlindungan  Anak,   dan   perturan   perundang-undangan
terkait    lainnya,     serta    beberapa    Peraturan    Menteri    Negara
Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak,  dan  Peraturan
Daerah Fhovinsi serta Kabupaten/ Kota.

Untuk membangun inisiatif Pemerintah Daerah yang mengarah

pada  upaya  transformasi  Konvensi  Hak  Anak  (Co7iLJe7rfuon  o7t  t7te
7z.g7its  o/ C7tzzdi  dalaln  kerangka  hukum  pada  definisi,  strategi  dan
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intervensi   pembangunan,    maka   diperlukan   kehadiran   adanya
kebijakan yang berbasis Hak Anak, pada tata aturan kelembagaan,

program    dan    kegiatan    pembangunan   yang    ditujukan   untuk
pemenuhan Hak Anak di Daerah.

Guna  kebutuhan  memfasilitasi  pemenuhan   Hak  Anak  dan
Perlindungan   Khusus   Anak   diperlukan   kebijakan   dan   regulasi
Pemerintah Daerah sebagai dasar dalam  perlindungan terhadap Hak
Anak  dengan  menempatkan  Hak  Anak  pada  berbagai  kebijakan

pembangunan Pemerintah Daerah yang berperspektif Ramah Anak.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang

Perlindungan  Anak,   sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-
Undang  Nomor  35  Tahuri  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun

yang terlnasuk dalam Konvensi Hak Anak, maka Hak Anak tersebut
dapat dikelempokan dalam lima klaster Hak Anak antara lain:
a.  hak sipil dan kebebasan;
b.  hak lin8]mngari Keluarga dan pengasuhan altematif;
c.  hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d.  hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

dan
e.  hak Perlindungan Khusus.

Pengejawantahan   lima   master   Hak   Anak   ini   memerlukari
regulasi  yang jelas  berupa  Peraturan  Daerah  sebagai  acuan  bagi
komponen   atau   sfafee7tozczers  yang   bertanggung  jawab   terhadap

pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
Pihak   atau   komponen   yang   bertanggung  jawab   terhadap

pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak
se-sual dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang  Perlindungan  Anak,  yaitu  negara,  pemerintah,  Pemerintah
Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali.

Bahwa   kerangka   landasan   mewujudkan   Kota   Balikpapan
sebagai  Kota  Layak  Anak  diperlukan  berbagal  materi  dasar  yang
dimuat dalam sebuah Rancangan Peraturari Daerah.
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11.  PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cufupjelas.

Pasal 3
Cukup].elas.

Pasal 4
Huruf a

Yang  dimaksud  dengan  "tata  pemerintahan  yang  baikr

yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan
informasi, dan supremasi hukum.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik untuk anak"

yaitu mejadikan hal yang paling baik bagi anak sebagal
pertimbangali  utama  dalam  setiap  kebijakan,  program,
dan kegiatan.

Huruf c
Yang dimaksud "hak untuk hidup,  kelangsungan hidup,
dan  perkembangan  anak"  yaitu  menjamin  hak  untuk
hidup,   kelangsungan  hidup,   dan  perkembangan  anak
semaksimal mungkin.

Huruf d
Yang  dinaksud  dengan  "non-diskriminatif'  yaitu  tidak
membedakan  suku,  ras,  agama, jenis  kelalnin,  bahasa,
fahaln politik,  asal kebangsaan,  status  ekonomi,  kondisi
fisik maupun psikis anak atau sosial lairmya.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pendapat
anak? yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak

yang    memililri    kemampuan    untuk    menyampaikan
p endapatnya,          dib erikan         kes empatan         untuk
mengekspresikan  pandangallnya  secara  bebas  terhadap
segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 5
Huruf a

Yang  dimaksud  dengan  "pengarusutamaan  hak  anal€

yaitu   upaya   mengintegrasikan   hak-hak   anak   dalam
kebijakan, program, kegiatan dan anggaran Daerah mulai



-27-

tahap    perencanaan,    pelaksanaan,    pemantauan    dan
evaluasi.

Huruf b
Curfupjelas.

Huruf c
Curfupjelas.

Pasal 6
Cukupjelas.

Pasal 7
Huruf a

Cukupjelas.
Hutb

Cukup j elas.
Hurut c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukupjelas.
Huruf e

Yalig dimaksud dengan "pelayanan kesehatan ramah ana]f

yaitu  upaya  atau  pelayanan  di  fasilitas  kesehatan  yang
dilakukan   berdasarkan   pemenuhan,   perlindungan   dan

penghargaan   atas   Hak  Anak   sesuai   4   (empat)   prinsip
perlindungan   Anak,   yaitu   nondiskriminasi,   kepentingan
terbaik bagi Anak,  hak untuk hidup,  kelangsungan hidup
dan perkembangan,  serta pen8hargaan terhadap pendapat
Anak.

Hutf
Cufup j elas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 8
Cufup j elas.

Pasal 9
Aya-t (1)

Cufup jelas.



Ayat (2)

Huruf a

Huruf b

Huruf c

Huruf d

Huruf e

Huruf f
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Memastikan  seluruh anak tercatat dan memiliki
kutipan akta kelahiran sesegera mungkin sebagai

pemenuhan  tanggung jawab  negara  atas  nana
dan   kewarganegaraan       anak   dan   menjamin
penyelenggaraan pembuatan akta kelairan secara
gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga
tingkat kelurahan/ desa.

Memastikan  sistem  untuk  pencegahan  berbagal
tindak     kejahatan     terhadap     anak     seperti

perdagangan   orang,   adopsi   illegal,   manipulasi
usia,  manipulasi  nana,  ata.u  penggelapan  asal
usul   serta   pemulihan   identitas   anak   sesuai
dengan  keadaan  sebenarnya  sebelum  teljadinya
kejahatan    terhadap    anak    dan    memberikan
jaminan  hak  prioritas  anak  untuk  dibesarkan
oleh orang tuanya sendiri.

Jalninan   atas   hak   untuk   berpendapat   dan
penyediaan    ruang    bagi    anak    untuk    dapa.t
berekspresi  dan  mengeluarkan  pendapat  secara
merdeka sesuai dengan keinginannya.

Jaminan  bahwa  anak  diberikan  ruang  untuk
menjalankan  keyakinannya   secara  damai   dan
mengakui   hak   orang   tua   dalam   memberikan

pembinaan.

Jaminan  bahwa  anak  dapat  berkumpul  secara
damai  dan  membentuk  organisasi  yang  sesuai
dengan mereka.

Jaminan   bahwa   setiap   anak   tidak   diganggu
kehidupan  pribadinya  atau  diekspose  ke  priblik
tanpa  ijin  dari  anak  tersebut  atau  yang  akan
mengganggu tumbuh kembangnya.



-29-

Huruf g
Janinan  bahwa  penyedia  informasi  memafuhi
ketentuan  tentang  kriteria  kelayakan  infomasi
ba9i   anak,   penyediaan   fasilitas   dan   saranan
dalam  jumlah   memadai   yang   memungkinkan
anak mengakses layanan informasi secara gratis,
serta    ketersediaan     lembaga    perijinan     dan

pengawasan.
Huruf h

Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara
manusiawi tanpa adannya kekerasan sedikitpun,
termasuk    ketika    anak    berhadapan    dengan
hukum.

Ayat (3)

Huruf a
Memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang
tuanya.   01eh  karena  itu  dilakukan  penguatan
kapasitas orang tua unutk memenuhi tanggung
jawabnya   dalaln   pengasuhan    anak   meliputi
penyediaan   fasilitas,   informasi,   dan   pelatihan
yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi
orang tua, misalnya: Bina Keluarga Balita (BKB).

Huruf b
Memastikan  anak  tidak  dipisahkan  dari  orang
tuanya    kecuali    pemisahan    tersebut    untuk
kepentingan terbaik anak.

Hurut c
Mempertemukan   anak   dengan   orang   tuanya
setelah beapisah.

Humf d
Pemindahan  anak dengan  orang  tuanya  setelah
beapisah.

H-fe
Memastikan  ariak tetap  dalam kondisi  sejahtera
meski keluarganya tidak mampu.

Huruf f
Memastikan anak yang diasingkan dari lingkungan
keluarga  mendapatkan  pengasuhan  alternatif atas
tanggungan Negara.
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Huruf 8
Memastikan    pengan8katan    atau    adopsi    anak
dijalankan     sesuai     peraturan,     dipantau     dan
dievaluasi  tumbuh  kembangnya  agar  kepentingan
terbaik anak tetap terpenuhi.

Humfh
Memastikan    anak    yang    berada    di    Lembaga
Kesejahteraan    Sosial   Anak    (LKSA)    ata.u    panti
terpenuhi      hak      tumbuh      kembangnya      dan
mendapatkan perlindungan.

Huruf i
Memastikan bahwa anak terpenuhi hak nya,  tidak
ten.adi kekerasan terhadap anak dan penelantaran
anak.

Ayat (4)

Huruf a
Hak   ba9i   anak   disabilitas   untuk   mendapatkan

pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan.
Huruf b

Hak bagi setiap anak untuk mendapatkan layanan
dan jaminan kesehatan  sesuai  dengan  kebutuhan
anak  dari  Pemerintah  melalui  berbagai  layanan
kesehatan  disiapkan  unutk  memberikan  layanan
optimal kepada anak.

Huruf c
Cufupjelas.

Huruf d
Cufup jelas.

Ayat (5)

Huruf a
Hak  anak untuk mendapatkan  pendidikan  secara
gratis minimal pada jenjang Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dan
tanpa diskriminasi.

Huruf b
Hak  anak  untuk  mendapatkan  pendidikan  sesual
dengan  pengembangan   diri  anak  sesuai   dengan
tingkat kecerdasan anak dan minat bakatnya.
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Huruf c
Semua jenis kegiatan anak harus diarahkan unfuk
menunjang daya pikir dan kreativitas anak sesuai
dengan pertumbuhan anak.

Ayat (6)

Huruf a
Anak  pengungsi,   anak  korban  kerusuhan,   anak
korban  bencana  alam,  anak  dalaln  situasi konflik
bersenjata.

Huruf b
Anak yang  menghadapi  seluruh  ran8kaian  proses

peradilan.
Huruf c

Apabila linglrmigan terdekat anak qseluarga) justm
berpotensi melakukan eksploitasi terhadap anak.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Anak     yang     mendapatkan     trauma     terhadap
kekerasan seks yang bersumber dari Inedia gambar,
video, fflm, komputer maupun media lainnya.

Humff
Cufup jelas.

Huruf g
Cukupjelas.

Huruf h
Cufupjelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Hurufj
Cufup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf 1
Cukup jelas.

Huruf in
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.
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Humf o
Cukupjelas.

Pasal 10
Ayat (1)

Pihak    lain    manapun    yang    bertanggung   jawab    atas

pengasuhan  anak,  misalnya:  panti  asuhan,  negara,  dinas
sosial.  Setiap  anak  selama  dalam  pengasuhan  orang  tua,
wali, atau pihak lain nana pun yang bertanggung jawab atas
pengasuhan, berhak mendapat perlindungandari perlakuan:
a.  perlakuan  yang  membeda-bedakan  suku,  agama,  ras,

golongan, jenis  kelamin,  etnik,  budaya,  bahasa,  status
hukuln anak,  urutan kelahiran anak dan kondisi fisik
dan/ atau mental;

b.  eksploitasi yaitu tindakan  ata.u  perbuatan memperalat,
memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh
keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Eksploitasi
Seksual  Anak  adalah  penggunaan  anak  untuk  tujuan
seksual  dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain
antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan
pihak     lain    yang     memperoleh     keuntungan     dari
perdagangan seksualitas anak tersebut. Ada tiga bentuk
yalfu prostitusi anak, pomografi anak dan perdagangan
anak untuk tujuan seksual;

c.  suatu  tindakan yang menimbulkan  tidak terpenuhinya
kebutuhan   anak   secara   wajar   baik   fisik,    mental,
spiritual, maupun sosial;

d.  perlakuan  penganiayaan  berupa  mencederai  anak  dan
tidak  semata-mata  fisik  teta.pi juga  mental  dan  sosial;
dan

e.  ketidakadilan adalah sebuah tindakan yang menciderai
hak anak atau memperlakukanl]ya secara diskriminatif.

Ayat (2)

Cufupjelas.
Pasal 1 1

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Huruf a
Cukup jelas.
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Huruf b
Fasilitas  informasi  layak  anak  dapat  berupa  pojok  baca,
talnan    cerdas,    perpustakaan,    dll,    yang   menyediakan
informasi sesuai kebutuhan dan usia anak.

Huruf c
Cukupjelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16

Curfup jelas.
Pasal 17

Cukup j elas.
Pasal 18

Cutup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukupjelas.
Pasal 2 1

Curfup jelas.
Pasal 22

Cufupjelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukupjelas.
Pasal 25

Cufupjelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cufup jelas.
Pasal 28

Cutup jelas.
Pasal 29

Cufup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.



Pasal 28
Cufupjelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 3 1
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cufupjelas.

- 34 -.

TAMBAIIAN LEMBARAN DAERAII KOTA BALIKPAPAN NOMOR 77
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LAMPIRAN

PERATURAN DAERAII KOTA BAIIKPAPAN

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

RENCANA AKSI DAERAH KOTA BiELIKPAPAN LAYAK ANAK 2022-2026

I.  PENDAHULUAN

1.1     LatarBelakang

a.  Gambaran Umum
Perlindungan Anak sudah merupakan komitmen bersama semua

negara,   terutama  negara-negara  yang  meratifikasi  konvensi  hak
anak.  Perlindungan  Anak  merupakan  upaya  semua  elemen  balk

pemerintah, 1embaga swasta dan masyarakat dalam memenuhi hak
anak  dan  pehindungan  ELusus  anak.   Perlindungan  merupakan
bagian integral dari Tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs)
sampai dengan tahun 2030, yang terkait dengan: Tujuan  1,   Tidak
Ada Anak Yang Harus Hidup Dalam Kemiskinan;   Tujuan 2, Tidak
Ada Anak Yang Kekurangan Gizi; Tujuan 3, Tidak Ada Ibu Atau Anak
Yang  Meninggal  Karena  Penyebab  Yang  Dapat  Dicegah;  Tujuan  4,
Setiap    Anak    Harus    Memperoleh    Manfaat    Dari    Lingkungan
Pembelajaran Yang Efektif Dan Inklusif; Tujuan 5, Setiap Anak Harus
Memiliki Akses Yang Sama Untuk Mendapat Kesempatan,  Terlepas
Dari  Kesenjangan  Gender;  Tujuan  6,  Setiap  Anak  Berhak  Untuk
Mendapatkan Akses Terhadap Air Bersih Dan  Sanitasi;  Tujuan  13,
Tidak Ada Anak Yang Harus Menderita Karena Efek Perubahari IIdim
Dan Degradasi  Lingkungan;  dan Tujuan  16,  Tidak Ada Anak Yang
Hidup Dalam Ketakutan.

Dalam konteks pembangunan, perlindungan anak (PA) , begitu erat
kaltannya  dengan  perbaikan  kualitas  SDM.  Hal  ini  sesual  dengan
salah  satu  arahan  presiden  dalam  rencana  pembangunan jangka
menengah nasional (RPJMN)  2020-2024, bahwa pembangunan SDM
diantaranya  melahi  peningkatan  kuafitas  Anak,  Perempuan  dan
Pemuda.

Perkembangan  perlindungan  anak  di  Indonesia  menunjukkan
kemajuan   yang   signifikan,    dengan    adanya   tren    peningkatan
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pemenuhan hak anak dan   semakin baiknya perlindungan khusus
anak. Upaya keberhasilan Perlindungan Anak diukur dengan Indeks
Perlindungan     Anak     (IPA).     Data     Kementerian     PPPA     (2020)
menunjukkan  adanya  peningkatan  IPA  dari  62,72   (tahun  2018)
menjadi 66,26 pada tahun 2019.   Namun demikiari nilai IPA masih

jauh   dari    100,    artinya   meskipun   Perlindungan   Anak   sudah
menunjukkan  adanya  peningkatan,  namun  belum  optimal,  masih
hanis terus dipeljuangkan.

Berdasarkan  data  Unicef  menunjukkan  :   1)  masih  adanya  13

persen anak hidup dalam kemiskinan,  2)  11  persen kelahirari anak
tidak ditangani petugas kesehatan,  3)  300/o Anak Tidak Memperoleh
Manfaat Pendidikan Usia Dini, 4)  1dari 5 anak perempuan Menikah
Sebelum Berumur  18 Tahun;  5)  1dari 8  anak tidak memiliki akses

pada sumber air minum yang aman; dan 6) 21 persen Anak Berumur
13-17  Tahun  Melaporkan  Bahwa  Mereka  Mengalami  lntimidasi  Di
Sekolah, serta 27 persen kelahiran anak berusia 0-4 tidak dicatatkan.

Secara umum kondisi pemenuhan hak anak di Kota Balikpapan
sudah lebih baik dari rata-rata nasional. Hal ini terlihat dari beberapa
capaian pemenuhan hak anak pada setiap klaster hak anak.   Pada
Klaster  Hak  Sipil  dan  Kebebasan,  berdasarkan  data  Disdukcapil
menunjukkan  kepemilikan  akta  kelahirari  meningkat  setiap  tahun

yaitu  dari  92,32  %  pada tahun  2019  menjadi  92,87%  pada tahun
2020. Kondisi ini lebih baik dibanding rata-rata nasional kepemilikan
akta kelahiran tahun 2020 yaitu 88,11°/o. Pada   Klaster Lingkungan
Keluarga  dan  Pengasuhan  Altematif,  terlihat  Perkawinan  Anak  di
Kota Bali]apapan Tahun 2019  adalah sebesar  1,590/o,  dan menurun
menjadi 4,060/o   pada Tahun 2020, dan persentasenya jauh dibawah
rata-rata persentase perkawinan anak nasional yaitu:  11,210/o.   Pada
Klaster Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan, terlihat an8ka rata-rata

persalinan   di   fasilitas   kesehatan   Kota   Balikpapan   Tahun   2019
sebesar 96,230/o meningkat menjadi 93,220/o pada Tahun 2020,  dan

jauh berada diatas rata-rata nasional sebesar 88,750/o.   Pada Klaster
Pendidikan   Dan   Pemanfaatan   Waktu   Luang,   berdasarkan   data
Kemendikbud   2020-2021,   APK   SD,   SMP,   SMA  Kota  Balikyapan

{106,1;   106,22;   96,69)   sudah   diatas   rata-rata   nasional   (102,62;
101,83;  95,53).  Demikian juga APM SD,  SMP,  SMA Kota Balikpapan

(97,14;  78,98;  69,42)  sudah  diatas  rata-rata  nasional  (92,57;  75,6;
68,68).  Namun  demikian,  capaian  ini  belum  optimal,  masih  add
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beberapa capaian yang masih harus ditingkatkan seperti Keterlibatan
forum  anak  pada  musrenbang,   Lembaga  Konsultasi  Keluarga,   ,
RBRA,   Puskesas   Ramah  Abak,   dan,   APK  PAUD.   Dan  beberapa
indicator   yang   harus   diturunkan   an8kanya   seperti   prevalensi
masalah gizi balita dan kekerasan terhadap anak.

Sesuai   dengan   Visi   Kota   Balikpapan   yaitu   "Terwujudnya
Balikpapan  Sebagai  Kota  Terkemuka     Yang  Nyanan  Dihuni,
Modern,  Dan  Sejahtera    Da]am  Bingkai  Madinatul  Imam",  maka
Pemerintah Daerah Kota Balikpapan terus berkomitmen tinggi untuk
melaksanakan Perlindungan Anak melalui upaya mewujudkari Misi
Kota Balikpapan Layak Anak,sebagai wjud implementasi Misi Kota
Balikyapan     yaitu:     1)     Mewujud]=an     Penyelenggarann     Tata
Pemerintahan Yang Balk; 2)  Mewujudkan Sumber Daya Manusia
Yang BerlmaHtas Tinggi; 3| Menyediakain Infrastrultur Kota Yang
Memadai; 4) Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan
Lingkungan; Dan 5) Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang
Kreatif.

Pada  tahun  2014  Kota  Balikpapan  mulai  menginisiasi  untuk
menjadi   Kota   Balikpapan   Layak   Anak.   Upaya   ini   memberikan
dampak    positif    pasa    kemajuan    pencapalan    peringkat    Kota
Balikpapan   Layak   Anak.    Pada   Tahun   2015   Kota   Balikpapan
mendapat predikat pratama, kemudian naik menjadi predikat Madya

pada Tahun 2017  dan meningkat kembali menjadi predikat Nindya
pada Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Hal ini menunjukkan
keseriusan      Pemerintah      Daerah      Kota      Balikpapan      dalam
mengupayakan Perlindungan Anak.

Pemerintah   Kota   Balikpapan   tidak   berpuas   diri,   dan   terus
mengupayakan  meningkatkan  Perlindungan  Anak,  dan  diharapkan
Kota  Balikpapan  mendapat  predikat utama,  bahkah  Predikat  Kota
Layak Anak.  Sehingga anak-anak di Kota Balikpapan akan merasa
aman  dari kekerasan  dan  diskriminasi,  dan terpenuhinya hak-hak
mereka.    Untuk    hal    ini,    agar    pencapaian    Kota    Balikpapan
dilaksanakan   secara   siastimatik,   strategis   dan   sinergis,   maka
Pemerintah Daerah Kota Balikpapan membuat Rencana Aksi Daerah
Penyelenggaraan   Kota  Balikpapan  Layak  Anak   selama   5   tahun
kedepan (2022-2026).
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Rencana Aksi  Daerah  (RAD)  Penyelenggaraan  Kota Layak Aanak

(RAD  KLA)   kota  Bali]apapan  adalah  rencana  kegiatan  yang  lebih
terperinci  sebagai  penjabaran  dari  Dokumen  Nasional  dan  Daerah
terkait  Kebijakan  KLA.  RAD  KLA  Kota  Balikpapan  disusun  untuk
memberikan  pedoman  bagi  semua stakeholder  (OPD,  dunia usaha,
media,  LSM,  Lembaga  Pendidikan,  Lembaga  profesi,  serta  lembaga
keagaamaan  dan  kemasyarakatan  lainnya)  dalam  penyelenggaraan
KLA.

b.  Keterkaitan dengan RPJMN/RPJMD
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Balikpapan Layak Anak

merujuk  pada  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional
2020-2024  dan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah
Kota BaELpapan.

Peraturan  Presiden   Nomor   18  Tahun   2020   tentang  Rencana
Pembangunan Nasional Jangka Menegah Nasional  2020-2024  pada
bagian Arab Kebijakan  dan  Strategi  Nomor  5  yaltu  "Menin8katkan
kualitas   anak,   perempuan,   dan   pemuda,   melalui:   Perwujudan
Indonesia Layak AnaJg.  Pencapaian strategi ini diupayakan melalui

penguatan   Sistem   Perlindungan   Anak   yang   responsif  terhadap
keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastilran anak
menikmati    haknya,    mencakup:    a)     penguatan    regulasi    dan

penegakkan hukum yang proporsional terhadap kepentingan terbaik
anak;  b)  penguatan  efektivitas  kelembagaan  melalui  peningkatan
kapasitas   SDM,   penyedia  layanan,   koordinasi,   sistem   data  dan
informasi,  serta fungsi pembinaan dan pengawasan;  c)  peningkatan

pemahaman   tentang   Perlindungan   Anak   bagi   para   pemangku
kepentingan, masyarakat, keluarga, dan anak; d) penguatari jejaring
antara pemerintah  dengan  komunitas,  media massa,  dunia usaha,
dan  lembaga  masyarakat;  e)  peningkatan  partisipasi  anak  dalam

pembangunan   sesuai   dengan   tingkat   kematangan   usianya;   i)
penguatan  upaya  pencegahan   dan  penanganan  berbagai  tindak
kekerasan, eksploitasi, termasuk isu pekeria anak, dan penelantaran

pada anak;  g)  penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan
perkawinan     anak     dengan     melibatkan     berbagai     pemangku
kepentingan; h) penguatan pengasuhan di lingkungan keluarga dan

pengasuhan  sementara  di  institusi  lainnya;  i)  peningkatan  akses
layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak
terutama. bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus,
dan  j)   peningkatan   layanan   dan   rehabilitasi   bagi   anak   yang
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membutuhkan perlindungan khusus.

Sedangkan   pada   Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah
Daerah     Kota     Balikpapan    Tahun     2016-2021     denganstrategi

peningkatan  pemberdayaan,   perlindungan  perempuan  dan  anak,
serta  kesetaraan  gender.Strategi  ini  ditempuh  dengarl  menetapkan
arah  kebijakan  "Penguatan  kelembagaan  koordinasi  dan  jaringan

penganlsutamaan  gender,  pengembangan  Kota  Layak  Analf  dan
"meningkatkan     pelayanan     perlindungan     dan     pemberdayaan

perempuan  dan  anak."  Ini  dilakukan  melalui  program  "Penguatan
Kelembagaan Pengarustamaan  Gender  dari Anak"  dengan  indikator
"Peningkatan dan Penguatan Gugus 'fugas KLA (Strata KLA) kondisi

awal (2017) kategori Pratama menjadi Madya (2021)."

1.2     Tujuan dan sasaran
1.  Tujuan Fun

'|Lujuan dari RAD KLA ini untuk:

1.  memastikan  pencapaian  setiap  indikator  sesuai  target  yang
telah ditetapkan;

2.  mengefektifkan   koordinasi   antar   perangkat   daerah   yang
bertanggung    jawab     terhadap     kelembagaan/klaster     dan
indikator   dengan   mitra   peran8kat   daerah   lain,   1embaga
masyarakat, dunia usaha, media, dan perwakilan anak; dan

3.  meningkatkan kategori dari Nindya menjadi Utama dan/atau
KLA.

2.  Sasaran Pengguna
Sasaran BAD KLA ini adalah:
1.  Wali kota;

2.  Ketua Gugus Tugas KLA dan perangkat organisasinya;
3.  Pimpinan Lembaga Masyarakat dan tokoh masyarakat;
4.  Pimpinan Dunia Usaha;
5.  Pimpinan Media dan Jaringan Wartawan Kawan Anak; dan
6.  Forum Anak.

1.3     RuangLingkup
Substansi yang dimuat dalam dokumen BAD KLA
1.  Kelembagaan;

2.  Klaster Hak Sipil dan Kebebasan;
3.  Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Altematif;
4.  Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
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5.  Klaster Pendidikan, Pemanfaatan  Waktu Luang, dan Kegiatan
Budaya; dan

6.  Klaster Perlindungan Khusus.

1.4     Landasan Hukum
1.  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
chak;

2.  Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan
Kabupaten/ Kota Layak Anak;

3.  Peraturan Daerah Kota Bali]apapan Nomor  1 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

4.  Peraturan Daerah Kota Balikyapan Nomor 6 Tahun 2020 terkalt

perubahan perda Nomor  1  tahun 2015  tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Anak.
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11. KEBIJAKAN PENCAPAIAN KLA

2.1      Prinsip

RAD KLA ini berdasarkan pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:
1.  Non-diskriminasi,  yaitu  tidak  membedakan  suku,  ras,  agama,

jenis  kelamin,  bahasa,  paham  politik,  asal  kebangsaan,  status
ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau fcktor lainnya;

2.  kepentingan  terbaik  bagi Anak,  yaitu  menjadikan  Anak  sebagai

pertimbangan utama  dalam  setiap  pengambilan  kebijakan  serta
pengembangan program dari kegiatan;

3.  hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak,

yaltu  menjamin  hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup,   dan
perkembangan Anak semaksimal mungkin;

4.  penghargaan  terhadap  pandangan  Anak,  yaitu  mengakui  dan
memastikan  bahwa  setiap  Anak  diberikan  kesempatan  untuk
mengekspresikan  pandangannya  secara bebas,  independen,  dan
santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya,
diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;
dan

5.  tata pemerintahan yang baik,  yaitu  transparansi,  akuntabilitas,
partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

2.2     Arah Kebijakan

Arah   kebijakan   dalam   penyusunan   Rencana  Aksi   Daerah   Kota
Balikpapan Layak Anak, yaitu:
1.  mengoptimalkan potensi dalarn penguatan kelembagaan KLA;
2.  mewujudkan pememihan hak sipil dan kebebasan;
3.  menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan altema.tif;
4.  memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan

Anak;
5.  mengutamakan    pemenuhan     hak    Anak    atas    pendidikan,

pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
6.  memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan

khusus.
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Rencana  Aksi  Daerah  Kota  Balikpapan  Layak  Anak  dilaksanakan
berdasarkan 3 (tiga) strategi utarna, yaitu:
1.  penin9katan   sumber   daya   manusia   dari   penguatan   peran

kelembagaan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dalam

pencegahan dan penyediaan layanan.
2.  penin9katan peran:

a.  orang perseorangan;
b.  1embaga Perlindurigan Anak;
c.  1embaga kesejahteraan sosial;
d.  organisasi kemasyarakatan;
e.1embaga pendidikan;
f.   media massa;

9.  dunia usaha; dan
h.  Anak'
melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

3.  peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan
hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

2.4     Situasi pemenuhan Hak Anak dan perlindungan Khusus Anak

Jumlah penduduk Kota Balilapapan meningkat sebesar 6.969 jiwa

pada Tahun 2021, yaitu dari 688318 jiwa pada Tahun 2020 menjadi
695287 jiwa  pada Tahun  2021,  atau  naik  sebesar  adalah  sebesar
1,01%.  Jika  dipilah  berdasarkan  kelompok  usia,pada Tahun  2021
terlihat sebanyak 234.157 jiwa (33,7°/o) penduduk adalah anak yaitu
berusia   0-18    tahun,    sementara   461.130   jiwa   (66,3°/o)    adalah

penduduk dewasa (Gambar 1).  Proporsi anak meningkat dari 33,1 %
pada Tahun 2020 menjadi 33,7 0/o pada Tahun 2021.
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Bila  Penduduk  anak  dilihat  berdasarkan  wilayah  kecamatan,
maka dari  6  kecamatan yang ada di  Kota Balikpapan Tahun  2020
dan  2021,  Kecamatan  dengan  penduduk  anak  terbanyak  ada  di
Kecamatan  Bali]apapan  Utara  yaitu  sebesar  masing-masing  56.885

jiwa  dan  59.477 jiwa.  Sedan9kan  Kecamatan  dengan jumlah  anak
terkecil berada di Kecamatan Balikpapan Kota yaitu masing-masing
sebesar 26.043 jiwa dan 25.861 jiwa (Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah Arrak Kota Batik Papcm Tahun. 2020-2021
Kecamatan 2020 2021

L P Total L P Total

BalikpapanTimur 16.172 15.085 31.257 17.379 16.156 33.535

BalikpapanBarat 16.572 15.281 31.853 16.538 15.277 31.815

BalikpapanUtara 29.479 27.410 56.885 30.774 28.703 59.477

BalikpapanTengah 17.189 15.962 33.151 17.059 15.843 32.902

BalikpapanSelatan 25.310 23.675 48.985 26.104 24.463 50.567

BalikpapanKota 13.417 12.626 26.043 13.321 12.540 25.861

Kota Balikyapan 118.135 Ilo.039 228.174 121.175 112.982 234.157

Sumber Laporan KLA 2022
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2.4.1  Hak Sipil dan Kebebasan

a.  Akta Kelahiran
Akta kelahiran merupakan salah satu bentuk identitas bagi

anak  yang   merupakan   hak   dasar   bagi   anak  yang  wajib
dipenuhi sejak kelahirannya,  sebagaimana tertulis pada pasal
27    ayat    (1)    Undang-undang    Perlindungan    Anak    yang
menyebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan
sejak kelahirannya.  Kemudian ditegaskan kembali pada pasal

yang  sama  di  ayat  (2)  yang  menyebutkan  bahwa  identitas
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta
kelahiran.

Kepemilikan akta kelahiran  di Kota Balikpapan meningkat
tajam  sebesar  5,28  0/o,  yaitu  dari 93,11  0/o  pada Tahun  2020,
menjadi    98,39    %    pada   Tahun    2021.    Bahkan    capaian
kepemilikan  akta  kelahiran  anak  di  Kota  Balikyapan  sudah
diatas target rata-rata nasional pada Tahun 2021 yaitu sebesar
95%.     Persentase  kepemilikan  akta  kelahiran  anak  disetiap
kecamatan sudah diatas target rata-rata nasional.  Kecamatan
dengan   capaian   persentase   akta   kelahiran   anak   tertinggi
berada di  Kecamatan Balikpapan barat yaitu  sebesar 98,69%

(Ganbar 2).

Gambar 2. Perseutase keperrdiha:n ak±a kelahircm rnerourut kecamatan
di Kofa Bcdi:Iapapcm Ta:hun. 2020 dan 2021
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Sumber Laporan KIA 2022

b.  Informasi Layak Anak (ILA)
Informasi layak anak adalah informasi yang sesual dengan

tingkat kecerdasan dan usia anak, informasi yang melindungi
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anak,  tidak mengandung muatan  pomografii,  kekerasan,  dan
sadisme, tidak menggunakan anak sebagai bahan eksploitasi,
bemuansa  positif  dan  memberikan  manfaat  bagi  tumbuh
kembang anak.

Terdapat  berbagai  pusat  informasi  layak  anak  di  Kota
Balikyapan  yaitu  berupa  pojok  baca,  pelpustakaan,  fasilitas
wifi,  dan Instagram Forum anak.  Dari Tabel 2  terlihat bahwa
Pojok  baca  ada  disetiap  kecamatan  96  kecamatan)  maupun
kelurahan   (34   kelurahan).   Pusat   informasi   lainriya   yang

jumlahnya    banyak    adalah    pelpustakaan    yang    tersebar
diberbagai    tempat,    baik    sebagai    perpustakaan    daerah,

perpustakaan   sekolah   (SD,   SMP,    SMA,    SLB),   atau   juga
perpustakaan  sebagai  taan  baca,  taman  cerdas  atau  rumah
pintar.

Untuk menin8katkan akses terhadap informasi, Pemda Kota
Bali]apapan  melalui  diskominfo  memfasilitasi  wifi  gratis  yang

pemanfaatannya  terutama  saat  pertemuan  sekolah  daring.
Namun  saat  ini  masih  dapat  digunakan  oleh  anak  untuk
kepentingan mencari referensi.  Bentuk pusat informasi layak
anak  lainnya  adalah  Instagram  forum  anak,  yang  berisikan
sosialisasi    kegiatan,    materi,    maupun    informasi-informasi
lainnya  yang  bermanfaat  bagi  peningkatan  kapasitas  anak.
Jumlah   pusat   infomiasi   layak   anak   di   Kota   Balikpapan
meningkat dari 403 pusat informasi menjadi 418. Penambahan
ini teljadi pada peningkatan fasilitas wifi.  Jumlah anak yang
mengakses ILA di Kota Balikyapan pada Tahun 2019 sebanyak
1.451   orang,   meningkat  menjadi   1.712   orang  pada  Tahun
2020.

Tabel 2. Pusat i:nf orTrLasi Zayak cur,k di Koha Bal:ikpapcm Ta:lan, 2020

No Uraian Tahun
2020 2021

1. Pojok Baca Kecamatan 6 6

2. Pojok Baca Kelurahan 34 34
3. Perpustakaan

a.  Pelpustakaan Daerah 1 1

b.  Pelpustakaan Taman 2 2
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Baca
c.  Pelpustakaan SD/MI 192 192

d.  Perpustakaan 83 83

SMP/MTS

e.  Perpustakaan 65 65

SRA/SMK|MAL

f.   Pelpustakaan SLB 1 1

Ne8en

g.  Peapustakaan SLB 3 3

Swasta
h.  Taman Cerdas 2 2

i.   Rumah pintar 3 3

4. Fasilitas Wifi yang tersedia 3 18

gratis dari diskominfo
5. Instagraln Forum Anak 8 8

403 418

c.  Partisipasi Anak
Partisipasi  anak  merupakan bagian  dari  proses  tumbuh

kembang  anak.  Anak yang  aktif tumbuh  kembang  fisik  dan
mentalnya akan lebih baik. Anak yang a]ctif memerlukan ruang
kesempatan  dan  kondisi  lfngkungan,  sarana,  dan  prasarana

yang    mendukung.    01eh    karena    itu,    pemerintah    perlu
memenuhi hak partisipasi anak dengan mengembangkan dan
meningkatkan wadah partisipasi anak melalui Forum Anak.

Forum   Anak adalah   organisasi   anak   yang   dibina   oleh
Pemerintah Daerah melalui Dinas   Pemberdayaan   Perempuan
dan Perlindungan Anak, untuk menjembatani komunikasi dan
interaksi   antara  pemerintah   daerah   dengan   anak-anak  di
daerah  tersebut  dalam  rangka  pemenuhan  hak  partisipasi
anak.    Forum    ini    dikembangkan    pada    setiap    jenjang
administrasi pemerintahan seperti kelurahan/ desa, kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional.

Di Kota Balikpapan sudah terbentuk 39  forum anak yang
mewahili Kota Balikpapan (1 forum anak), Kecamatan (6 forum
anak), dan kelurahan (32 forum anak). Capaian pembentukali
forum  anak  barn  95°/o,  karena masih  ada  dua kelurahan  di
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Kecamatan Balikpapan Timur belum membentuk forum anak

(Tabel 3).Namun demikian Jumlah FA di Kota Balikyapan ini
telah  meningkat  dari  tahun  2019  yang  hanya  25  FA  yang
mewakili satu FA tingkat Kota, 6 FA tingkat kecamatan dan 18
FA   tin9kat   kelurahan.   Nalnun   partisipasi   FA   ini   harus
ditingkatkan, karena dari 39 FA yang sudah terbentuk, belum
semua Forum Anak difibatkan dalam Musrenbang Kelurahan.

Tabel 3. Rehapttwlasi PembeITfu:ham Foru;in Arvak (FA) in Kofa

Bal:tlcpapcm TaharL 2020-2022

No Nana FA Jumlah Jumlah FA %

wilayah terbentuk
1 Foruni Anak kota 1 1 loo

Balikpapan
2 Forum Anak Kecataman 6 6 loo

3 Forum Anak Kalurahan 7 7 100

(Di Kecamatan
Balikpapan Selatan)

4 Foruln Anak Kalurahan 6 6 loo

(Di Kecamatan
Balikpapan Utara)

5 Forum Anak Kalurahan 4 2 50

(Di Kecamatan
Balikpapan Timur)

6 Forum Anak Kalurahan 6 6 loo

(Di Kecana.tan
Balikpapan Barat)

7 Forurn Anak Kalurahan 6 6 loo

(Di Kecamatan
Balikpapan Tengah)

8 Forum Anak Kalurahari 5 5 100

q)i Kecanatan
Balikpapan Kota)
umlah 41 39 95

2.4.2  Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
a.  Perkawinan Anak

Perkawinan  anak  merupakan  pemikahan  yang  dilakukan
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secara formal atan inforlnal oleh pasangan atau salah satu dari

pasangan yang berusia dibawah  18  tahun.  Perkawinan  anak
merupakan    pelanggaran    mendasar    terhadap    hak    asasi
manusia, salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak.
Anak  yang  dipaksa  menikah  a.tau  karena  kondisi  tertentu
harus  menikah  di  bawah  usia  18  tahun  dan  akan  memiliki
kerentanan  yang  lebih  besar  baik  secara  akses  pendidikan,
kualitas  kesehatan,  brpotensi  mengalami  tindak  kekerasan,
serta hidup dalam kemiskinan. Dampak perkawinan anak tidak
hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan,  namun juga
akan berdampak pada anak yang dilahirkan  serta berpotensi
memunculkan kemisldnan antar generasi (Kemen PPA, 2020).

Rata-rata persentase perkawinan anak pada level nasional
menunjukkan   penurunan   dari   10,820/o   pada  Tahun   2019
menjadi  10,19 0/o pada Tahun 2020. Demikian juga persentase

perkawinan   anak   pada   level   Provinsi   Kalimantan   Timur
menunjukkan   penurunan   dari   12,360/o   pada  Tahun   2019
menjadi  11,79  %  pada  Tahun  2020.  Persentase  perkawinan
anak  di  Kalimantan  Timur  berada  diatas  rata-rata  nasional.
Dari Gambar 3 terlihat, bahwa persentase perkawinan anak di
Kota  Balikyapan  ja.uh  dibawah  rata-rata  nasional  maupun
Provinsi Kalimantan Timur, hanya tren nya teljadi peningkatan

yaitu dari 1,59% pada Tahun 2019 menjadi 4,06% pada Tahun
2020. Ada kelemahan lain, yaltu data perkawinan anak di Kota
Balikpapan,  yaitu  data perkawinan  anak  di  Kota Balikpapan

yang tercatat hanya data perkawinan anak dari KUA dan hanya
untuk yang beragama Islam,  sehingga  data yang  ada belum
mencerlninkan kondisi perkawinan anak secara keseluruhan di
Kota Balikpapan.
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Gambar 3. Tren persentase perkawinan anak menurut wilayah Tahun
2019-2020

Chart Title

2019 2020

•Hp.Iii-Nasionel       -Ka{imalitaii Timur       a-nth.i-Kota Balikpapan

b.  Lembaga Konsultasi bagi Orangtua/Keluarga
Lembaga  Konsultasi  bagi  Orangtua/Keluarga  yang  ada  di

Kota  Balikpapan  dalam  wadah  Pusat  Pembelajaran  Keluarga

(Puspaga) ,       yang       merupakari       unit       layanan       bagi
keluarga. Layanan puspAGA berfungsi        sebagai orie        Stay
Se".ce/Layanan    Satu    Pintu    Keluarga    Holistik    Integratif
Berbasis  Hak  Anak.  Dua  jenis  layanan  yarig  wajib  dimiliki
PUSPAGA  adalah  layanan  konseling/konsultasi  dan  layanan
informasi.

Puspaga   di   Kota   Bali]apapan   disahkan   dengan   Surat
Keputusan   Walikota    Balikpapan    Nomor    188.43-150/2017

tentang     Layanan     Pusat     Pembelajaran     Keluarga     Kota
Balikpapan.      Melaksanakan     fungsi2     1ayanan     konseling

pembelajaran  keluarga.  Sebagai  tempat  penghubung  rujukan
sebagai  solusi  bagi  permasalahan  anak  dan  keluarga.  Untuk
efektive   dan   efisien   layanan   konseling,   PUSPAGA   di   Kota
Balikpapan   membuat  jejaring   pada   level   kecamatan   dan
kelurahan.

c.  Lembaga Pengasuhan Altematif
I,embaga Pengasuhan Altematif adalah suatu lembaga yang

didirikan  oleh  masyarakat  dalam  mengasuh  anak-anak yang
terpisahkan   dari   orang   tuanya,   dan   anak-anak   terlantar.
Merupakan   pengasuhan   berbasis   keluarga   pengganti   atau
berbasis      Lembaga      Kesej.ahteraan      Sosial     Anak     yang
dilaksanakan   oleh  pihak-pihak  di   luar   keluarga  inti   atau
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kerabat anak.

Di  Kota  Balikpa.pan  terdapat   dua  lembaga  pengasuhan
alternative yang sudah terakreditasi kemensos, yaitu Lembaga
Kesejahteraan  Sosial chak  (LKSA)  TAMARISKA DAN  LKSA AL

MUKMIN.      LKSA      merupakan      suatu      lembaga      usaha
kesejahteraan  sosial  anak  yang  mempunyai  tanggung jawab
untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak
terlantar dengari melaksanakan penyantunan dan pengentasan
anak   terlantar,    memberikan   pelayanan   pengganti   orang
tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik,  mental dali
sosial  kepada  anak  asuh  sehingga  memperoleh  kesempatan

yang    luas,     tepat    dan    memadai    bagi    pengembangan
kepribadianya sesual dengan yang diharapkan sebagai bagian
dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insari yang
akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.

d.  Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)

PAUD  HI  adalah  singkatan  dari Pengembangan  Anak Usia
Dini  Holistik  Integratif.  PAUD  holistik  integratif  merupakan
solusi pembelajaran yang efektif agar pengembangan anak usia
dini bisa berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan  SK Walikota Balilapapan no  188.45-133/2021

tentang  gugus  tugas  pengembangan  anak  usia  dini  Holistik
Integratif.  Ada   loo  PAUD  yang  sdh  melaksanakan  metode
Holistik Integratif dan sdh terakreditasi. Sebanyak 16 PAUD HI
sudah  terakreditasi   dengan   kategori  A,   dan   84   PAUD   HI
teraJffeditasi  8.   PAUD  HI  yang  sudah  teraJffeditasi  balk  A
maupun 8 baliyak terdapat di Kecamatan Balikpapan Selatan,
menyusul  di  Kecamatan  Balikpapan  Barat  dan  Balikpapan
Utara (Tabel 4) .

Tabct 4. Sebcun;n PAIJD HI teraknd;j±crsi A d,an 8 menurut wi:1ayah
keca;rna;to;n di Kcta Baltkpa;pcm Ta:ham 2021

No Kecanatan JumlahPAUDHI Akreditasi
A 8

Balikyapan Timur 9 1 8
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Balikpapan Barat 19 1 18

Balikyapan Utara 15 1 14

Balikpapan Tengah 11 2 9

Balikpapan Selatan 35 9 26

Bafikpapan Kota 11 2 9

Kota Balikpapan 100 16 84

e.  Infrastruktur Ralnah Anak
Salah  satu  hak  anak  menurut  Konvensi  Hak Anak  (KHA)

yaitu  mengisi waktu  lauang  dengan  bermain  dan  kreatifitas,
diantaranya   dengan   memberikan   ruang   bagi   anak  untuk
bermain dan berkreatifitas dengan aman.  Meski ruang berlnaln
di   berbagai   daerah   telah   banyak   tersedia,    sarana   dan

prasarananya masih banyak yang belum ramah anak. Kondisi
ini  dapat  menyebabkan  anak  menjadi.  korban.   Sering  kali
kejadian  atau  kasus  kekerasan  pada  anak  ten.adi  di  ruang
bermain.

Ruang  Bermain  Ralnah  Anak  (RBRA)  adalah  ruang  yang
dinyatakan     sebagai     tempat     dan     atau     wadah     yang
mengakomodasi  kegiatan  anak  bermaln  dengan  aman  dan
nyaman,  terlindungi  dari  kekerasan  dan  hal-hal  lain  yang
membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif.
Menciptakan ruang publik dan infrastruktur yang ramah anak
adalah    upaya    menjamin    pemenuhan    hak    anak    dali
menciptakan kawasan  atau wilayah yang mendukung proses
tumbuh  kembang  anak.  Prinsip  utama  pengembangan  dari
RBRA  adalah  dapat  diakses  oleh  semua  anak  dari  semua

golongan   ekonomi,   non   diskriminatif,   kepentingan   terbaik
untuk  anak,  partisipasi  anak,  aman  dan  selamat,  nyaman,
krea.tif dan inovatif, serta sehat.

Di   Kota   Balikpapan   sampai   dengan   tahun   2021   telah
terdapat   35    RBRA   yang   tersebar   di   enam   kecamatan.
Berdasarkab    Tabel    5,    terlihat    bahwa    kecamatan   yang
mempunyai    sarana   RBRA   terbanyak   adalah    Kecamatan
Balikpapan     Selatan     (10     RBRA),     menyusul    Kecamatan
Balilapapan  Kota  (8  RBRA),  Kecamatan  Balikpapan  Timur  (7
RBRA),   Kecamatan   Balikpapan   Utara   (5RBRA),   Kecamatan
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Balikpapan tengah (3 RBRA),  dan terakhir yang paling sedikit
keberadaannya  di  Kecamatan  Balikpapan  Barat   (2   RBRA).
Semua kondisi RBRA di semua kecamatan dalam kondisi balk.
Pengelola  RBRA  bukan  hanya  pemerintah  kecamatan,  tetapi

juga OPD dan dunia. usaha.

Tabct 5. SebevrarL dcm Jwmlah RBRA r"enum± Keccmatan di Kofa
Balikpapan, 2021

No Kecamatan JundahRBRA Kondisi Pengelola

1 Balikpapan 7 Balk DLH, Kec. Balikpapan Timur,

Timur Kel. Manggar, Kel. Teritip, Hotel

Grand Senyiur gabung Sumber
Mas Group, Disperkim, UPTD
Dispora

2 Balikyapan 2 Baik Ke.1 Barn Tengah, Pusk. Baru

Barat Tengah
3 Balikyapan 5 Baik DLH, Disperkim, Kel. Gunung

Utara Sanarinda Baru, Kel. Graha
Indah'

4 BalikpapanTengah 3 Balk Disperkim, Kel. Sumber Rejo,

5 Balikpapan 10 Baik Disperhim, Dinas PU, PI`

Selatan Pertamina,  PI` Angkasa Pura,
Living Plaza, Disdukcapil,
DPMFT'

6 Balikyapan 8 Balk Kodim, Disperhim, Pusk. APK

Kota Damai, Kec. Balilapapan Kota,
Dinas Peapustakaan dan Arsip
Kota Balikpapan, Kel. Damal
Baru'

7 KotaBalikyapan 35 Balk

2.4.3  Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Data masih dalam proses
analisis)

a.  Persalinan di Faskes
Persalinan    harus    dilaksanakan    secara    amari    untuk

mengurangi  risiko  kematian  ibu  dan  bayi.  Persalinan  yang
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aman harus didukung oleh penolong persalinan yang memiliki

pengetahuan,   keterampilan,   dan   alat   untuk   memberikan
pertolongan yang aman dan bersih (FTawirohardjo, 2006).

Semua wanita harus memiliki akses ke perawatan terampil
selama  kehamilan  dan  saat  melahirkan  untuk  memastikan
deteksi  dan  manajemen  komplikasi.  Setiap  wanita,  bajk  dari
keluarga  kaya  atau  miskin,  memiliki  risiko  15  persen  untuk
komplikasi di sekitar waktu persalinan, tetapi hampir tidak ada
kematian ibu yang terjadi di negara maju. Kurangriya kemajuan
dalaln  menurunkan  angka  kematian  ibu  di  banyak  negara
seringkali mencerminkan rendahnya nilai yang diberikan pada
kehidupan  perempuan  dan  terbatasnya  peran  mereka  dalam
menetapkan  prioritas  publik.   Banyak  kehidupan  wanita  di
negara   berkembang   dapat   diselamatkan   dengan   inteIvensi
kehadiran  tenaga  kesehatan  yang  terampil  saat  melahirkan

quHO, 2020).

Pertolongan persa]inan oleh tenaga kesehatan penting agar
komplikasi   persalinan   dapat   diketahui   lebih   cepat   dan
ditangani  dengan baik.  Pada  daerah  perdesaan  dan  telpencil
tak jarang ditemui penolong persalinan selain dokter dan bidan

yaitu   dukun   beranak   atau   paraji.   Gambaran   Persentase
Persalinan di F`asilitas Kesehatan menurut Kecamatan di Kota
Balilapapan Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 4.

Berdasarkan    Gambar    4    terlihat,    bahwa    Persentase
Persalinan di Fasilitas Kesehatan menurut Kecamatan di Kota
Balikpapan  Tahun  2021  sudah  sangat  balk  mencapai  99,9

persen,   bahkan   pada   Kecamatan   Bali]apapan   Selatari   dan
Balikpa.pan Barat sudah mencapai  loo persen. Artinya semua
ibu melahirkan sudah dilakukan di dasilitas kesehatan.
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Ga:mbar 4. Perseutase Persalinan di Fcrsilt±as Kesehatan mervurut
Keca:malan di Kofa Baltkpapcm Tahan 2021

LJ;aiikpapan  Kota

i)``ijikp&paii  Selaraf`,

Balikpapan Tenga)i

ti,iif kp3pdn  utt?ia

i`,.ilikpapart8iirtit

rA}>i!ikpapan  TimlJJ

i`toi`iBa!ikpapLm

iilj                            r:}fL                          /  u`+`)   i                         i,i'` D,   /                           r,H  ), h

Sumber: Dinas Kesehatan 2021

b.  Status Gizi
salah  satu  masalah  kesehatan  yang  berpengamh  terhadap
kelangsungan   dan   peningkatan   kualitas   hidup   masyarakat
adalah masalah gizi. Pada saat ini, Indonesia mengalami beban

gizi   ganda,   dimana   masyarakat   yang   kurang   gizi   terus
meningkat dan belum tertangani secara tuntas sementara itu,
masyarakat dengan gizi lebih mulai meningkat.

Status  gizi  adalah  keadaan  tubuh  dari  keseimbangan  antara
konsumsi makanan dan utilisasi zat gizi dalam tubuh hingga
mencapal gizi optimal  (Almatsier,  2008).  Status gizi anak juga
merupakan ukuran keberhasilan dalam pemenuhan gizi untuk
anak  yang  diindikasikan  oleh  berat  badan  dan  tinggi  badan
anak. Gizi merupakan bagian dari proses kehidupan dan proses
tumbuh kembang seseorang,  sehingga pemenuhan kebutuhan

gizi   secara   adekuat   turut   menentukan   kualitas   tumbuh
kembang     sebagai     sumber     manusia     di     masa     dating.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI  Nomor 2  Tahuri
2020 tentang Standar Antropometri Anak, status gizi bahita dan
tren  pertumbuhan  anak  didasarkan  pada  parameter  berat
badan  dan  panjang/tinggi  badan,  yang  terdiri  dari  4  indeks,

yaitu:  1. Berat badan menurut umur (BB/U); 2. Panjang/Tinggi
Badan  menurut  Umur  (PB/U  atau  TB/U);   3.   Berat  badan
menurut  Panjang/tinggi  badan  (BB/PB  atau  BB/TB);  dan  4.
Indeks Massa Tubuh menurut umur (IMT/U).
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b.1 Prevalensi Gizi Kurang (BB/U)

Indika.tor status gizi kurang (BB/U) dapat menjadi deteksi dini
masalah  pertumbuhan  anak,  sebelum  melakukan  penilaian
lebih lanjut dan intervensi.  Berat badan anak sangat mudah
berubah tergantung pada asupan dan kondisi kesehatan anak,
sehingga  BB/U  dapat digunakan untuk mengidentifikasi gizi
anak  dalam  I.an8ka  pendek.  Gizi  kurang  adalah  gangguan
kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi

yang  diperlukan  untuk  pertumbuhan,  aktivitas  berfikir  dan
semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Kekurangan
zat  gizi  adaptif  bersifat  ringan  sampai  dengan  berat.   Gizi
kurang banyak teljadi pada  anak usia kurang dari  5  tahun

thalita).  Akibat  status  gizi  kurang  pada  nasa  balita  dapat
menyebabkan      teinambatnya      pertumbuhan,menyebabkan
balita  menjadi   malas   melakukan   aktivitas   terkait   dengan

produksi tena.ga, terganggunya sistem imunitas balita sehingga
mudah terserang penyakit infeksi, terhambatnya pertumbuhan
otak yang optimal, serta perubahan perilalm yarig ditunjukkan
balita  seperti  tidak  tenang,  mudah  menangis  dan  dampak
berkelanjutannya     adalah     perilaku     apatis           (Suryani
2017).

Berdasarkan data proffl Kesehatan Indonesia 2021  premenkes
2022), prevalensi ststus gizi kurang balita di Indonesia sebesar
7,3 persen (Gambar 5). Berdasarkan Gambar 5 terlihat, bahwa
FTevalensi  status  gizi  kurang  balita  di  Provinsi  Kalimantan
Timur lebih tinggi darn prevalensi nasional yaitu sebesar  11,4

persen.    Demikian   juga    prevalensi    status    gizi    di    Kota
Bali]apapan  lebih  tinggi  dari  prevalensi  nasional  yaitu  9,6

persen, namun lebih rendah dari prevalensi ststus gizi kurang
balita di Provinsi Kalimantan Timur.

Bila  dilihat  berdasarkan  kecamatan,  maka  prevalensi  status

gizi kurang balita di Kota Balikpapan berkisar antara 6,15-13,4
persen. Kecamatan dengan prevalensi status gizi lnirang balita.
terendah   berada   di   Kecamatan   Balikpapan   Kota   (6,15%),
sedangkan    prevalensi    tertinggi    berada    di    Kecamatana
Balikpapan Barat ( 13,40/o).
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Intervensi  dalam  upaya  menurunkan  prevalensi  status  gizi
furang balita, dapat dilakukan melalui dampak langsung dan
tidak  langsung.   Intervensi  secara  langsung  adalah  dengan
memberikan pemberian makanan tambahan (PMT) , sedangkan
secara tidak langsung adalah  melalui peningkatan peran ibu
dalam  pengasuhan  gizi   (Dorado  2015).   Upaya  pengentasan
masalah gizi tidak hanya difokuskan pada suplementasi untuk
anak-anak  yang   mengalami   kekurangan   gizi   namun  juga
melakukan penyuluhan dan pendidikan gizi untuk anak dan
orang tua.  Hal  tersebut  ditujukan  agar  anak  dan  orang tua
memiliki pengetahuan yang cukup terkait gizi yang tepat baBi
anak.

Ga;mbar 5. Pteuale:usi Gth lou:ra:ng balita Tnerurrut kecamahan di Kota
Baltkpapcm Ta:hen 2021

Balikpapar`  Barat

Balikpapan lJtara

Balikpapan Tim`ir

Kalimantan Timur

BalikpapatiTengah

Kota Ba!ikpapan

Balikpapan Selatan

lndoi`esia

Bdljkpapai` Kotd

7,3

^zqibeitigffiH    6,15

0              2              4              6             8             10           12            14

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Balikpapan 2021
Profil Kesehatan Indonesia 2021 (Kemenkes 2022)

b.2 Prevalensi Balita Kurus/Wasting (BB/TB)

Gizi  kurus/wasting diukur berdasarkan berat badan menurut

panjang badan  (BB/PB),  atau berat   badan   menurut   tinggi
badan   (BB/TB). Gizi kurus    merupakan   masalah   gizi  yang
sifatnya   akut,   sebagai   akibat   dari   peristiwa  yang   teljadi
dalam  waktu  yang  tidak  lama  seperti  kekurangan  asupan
makanan.  Gizi  kurang  pada  anak  dapat    membuat    anak
menjadi  kurus  dan  pertumbuhan  menjadi  terhambat.Indeks
Berat Badan  menurut Tinggi  Badan  menggambarkan  kondisi

gizi anak baik yang berlangsung lama (kronis) atau yang baru
saja  teljadi  (akut),  serta menunjukkan  proporsi  tubuh  anak.
Keberadaan  parameter  tinggi  badan  yang  relatif  stabil  dan
tidak   fluktuatif  cocok   untuk   mengukur   status   gizi   masa
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lampau,  sedangkan  parameter berat  badan  dapat  digunakan
untuk mengidentifikasi masalah gizi saat ini.

Berdasarkan   Profil   Kesehatan   Indonesia   2021    (Kemenkes
2022),  balita  dengan  status  gizi  kurus  ada  disemua  wilayah
Indonesia.   Prevalensi  gizi  kurus  balita  tahun  2021   secara
nasional    di    Indonesia    sebesar    4,0    persen    (Gambar    5).
Berdasarkan  Gambar  5  terlihat  bahwa  prevalensi  gizi  kurus
balita  baik  di  provinsi  Kalimantan  Timur  maupun  di  Kota
Balikpapan  berada  diatas  prevalensi  nasional,  yaitu  masing2
sebesar 6,2 persen dan 7,2 persen.

Bila  dilihat  berdasarkan  kecamatan,  maka  prevalensi  status

gizi  kurus  balita  di  Kota  Balikpapan  berkisar  antara  3,3-9,9
persen.  Kecamatan dengan prevalensi status gizi kurus balita
terendah   berada   di   Kecamatan   Balikpapan   Kota   (3,3%),
sedangkan    prevalensi    tertinggi    berada    di    Kecamatana
Balikpapan Timur (9,9%).

Ga;mbar 6. Preuale:nsi balita ku:rus mervuru:1 keccmatan di Kcta
Bait:Iapapan Tahun 2021
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Penyebab   balita kurus   secara   langsung   adalah   konsumsi
makanan   tidak   seimbang   dan   penyakit   infeksi.  Penyebab
tidak  langsung  masalah  balita  kurus,  dipengaruhi  oleh  pola
asuh, ketersediaan pangan, faktor sosial ekonomi, budaya dan

politik (Mustapaet al.  2013).  0leh karena itu intervensi untuk
menurunkan  prevalensi  status  gizi  kurus  pada  balita,  selain
suplementasi  juga   dilakukan   pemberdayaan   ekonomi   dan
sosial keluarga.
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b.3 Prevalensi Balita Pendek

Status gizi Tinggi Badan menurut Umur a.tau Panjang Badan
menurut Umur dapat menggambarkan situasi kurang gizi yang
kronis  atau  jan8ka  panjang.  Indeks  ini  men8klasifikasikan
status gizi anak-anak berdasarkan Tinggi Badan/Usia menjadi
stunted  (Z-score<-3,O),  severely  stunted  (-3,OS  Z-score<-2,0),

dan  normal  (Z-score2-2,O).  Balita  pendek  atau  tinggi  badan
haang merupakan kondisi yang diakibatkan oleh kurang gizi
kronis selama kehamilan dan/atau setelah kehamilan.  Selaln
kekurangan  gizi,  balita  pendek juga  dapat  diakibatkan  oleh
derajat kesehatan yang buruk akibat penyakit yang di derita
ibu  selama  kehamilan  ata.u  diderita  anak  saat  nasa-nasa
pertumbuhan    awal.     Kondisi    anak    yang    sahit    da.pat
menyebabkan terganggunya utilisasi zat gizi sehingga zat gizi
tidak  diserap  dan  dimanfaatkan  secara  optimal  oleh  tubuh.
Balita pendek lebih sulit ditangani karena merupakan akibat
dari   rentetan   masalah   yang   berlangsung   dalaln   jan8ka

panjan8.

Status gizi balita pendek memiliki manifestasi jangka panjang.
Anak yang mengalami tinggi badan pendek cenderung memilife
kemampuan    kogriitif   dan    akademis   yang   rendah   yang
berakibat pada rendahnya produktifitas dan rendahnya tingkat

pendapatan saat dewasa. Anak dengan status gizi pendek juga
memiliki  risiko  lebih  tinggi  terhadap  penyakit  gizi  lebih  saat
dewasa. Gambaran prevalensi valita pendek di Kota Balilapapan
dapat diliha.t pada Gambar 7.
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Gambar 7. Pteuale:usi bal;ita pendek rnermrut kecanatan di Kcta
Bdi:lq?apan Ta:hart 2021

Balikpapai`  Bardt

Balikpapan Utara

Balikpapan Timur

Kalimantan Timur

Balikpapdn  Teiigah

Kota Balikpapan

lndeiiesia

Balikpapan Se!atan

Balikpapan Kota

-6,S-3,9
0,0                       5,a                      10,0                    15.0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Balikpapan 2021
Profil Kesehatan Indonesia 2021 (Kemenkes 2022)

20,0

Berdasarkan   Gambar   7,   terlihat   bahwa   prevalensi   balita

pendek tahun  2021  secara nasional di  Indonesia sebesar 9,5
persen  (Gambar  5).  Prevalensi  balita  pendek  balk  di  provinsi
Kalimantan Timur maupun di Kota Balikpapan berada diatas

prevalensi  nasional,  yaitu  masing2  sebesar  14,3  persen  dan
10,8 persen.

Bila  dilihat  berdasarkan  kecamatan,  maka  prevalensi  status
balita  pendek  di  Kota  Balikpapan  berkisar  antara  3,9-16,6

persen.  Kecamatan  dengan  prevalensi  status  balita  pendek
terendah   berada   di   Kecamatan   Balikpapan   Kota   (3,9°/o),
sedangkan    prevalensi    tertinggi    berada    di    Kecamatana
Balikpapan Barat ( 16,60/o) .

b.4 Prevalensi Balita Gizi Lebih dan Obes

Menurut   Almatsier   (2008),   "peningkatan   pendapatan   pada
kelompok    masyarakat    tertentu,    terutama    di    perkotaan
menyebabkan  perubahan   dalaln   gaya  hidup".   Pola  makan
tradisional  yang  tinggi  karbohidrat,  tinggi  serat  kasar  dan
rendah  lemak  berubah  ke  pola  makan  baru  yang  rendah
karbohidrat,  rendah  serat  kasar  dan  tinggi  lemak,  sehingga
menggeser mutu makanan ke arah tidak seimbang. Perubahan

pola   makan   dan   aktivitas   fisik   berakibat   pada   semakin
banyaknya penduduk golongan itu mengalami gizi lebih berupa
kegemukan dan obesitas.  F`aktor yang berpengaruhi terhadap

gizi lebih (overweight dan obesitas)  pada orang dewasa antara
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lain   umur,   jenis   kelalnin,   pendidikan,   pengetahuan   gizi,

pendapatan,   aktifitas   fisik,   dan   pola   konsumsi   makanan
(Hruby et al 20).

Penyebab  gizi  lebih  pada  anak  ada  bermacam-macam.  Pada
umumnya  dapat  disebabkan  karena  energi  makanan  yang
berlebih  atau  karena  pengeluaran  energi  yang  kurang  atau
keduanya,  sebagainana  sering  ditemukan  pada  anak-anak
dalam keluarga dengan sosial ekonomi baik, serta gaya hidup

yang santai  (sedentary life  style).  Gizi lebih berkaitan  dengan
pengaruh berbagai macam fa]stor antara lain,  daya bdi yang
cukup  atau  berlebih,  ketersediaan  makanan  berenergi  tinggi
dan  rendah  serat  seperti pada beberapa jenis  fast-food yang
sekarang menjamur di kota-kota besar, defisiensi aktifitas fisik
karena   ketersediaan   berbagai   jenis   hiburan   yang   tidak
memerluan banyak energi, pengetahuan nilai gizi yang kurang,
disamping    itu    pula    ada    falstor    genetik    yang    perlu
dipertimbangkan. Gemuk sejak nasa kanak-kanak lebih sulit
diatasi  dari pada gemuk sejak urnur dewasa.  Dalam  sebuah

penelitian didapatkan bahwa dari 269 anak sekolah yang obes,
sebanyak 44% diantaranya sudah obes sejak masa bayinya.

Masalah gizi lebih pada anak merupakan suatu hal yang dapat
memperburuk   kualitas   sumber   daya   manusia,   mengingat
status   gizi   lebih   dalam   bentuk   gemuk   dan   obes,   ketika
mencapai  dewasa  beresiko  lebih  besar  terhadap  penyakit,
seperti     hipertensi,jantung,diabetes,     dan     kanker,     yang
selanjutya   dapat   berdampak  pada   semakin   menin8katnya
angka kematian akibat penyakit-penyakit tersebut (Hruby et al
2016). Gambaran prevalensi status gizi balita gemuk dan obese
di Kota Balikyapan dapat dilihat pada Gambar 8.
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Gcmbar 8. Prei)cdeasi bal:ita gemuk dcm obese menurut keca:rna;twL
di Koto Bait:lapapa;n Tahun, 2021
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Berdasarkan Gambar 8, terlihat bahwa prevalensi balita gemuk
dan obese tahun 2021 secara nasional di Indonesia sebesar 3,2

persen.  Prevalensi  balita  gemuk  dan  obese  baik  di  provinsi
Kalimantan Timur maupun di Kota Balikpapan berada diatas

prevalensi nasional, yaitu masing2 sebesar 5,7 persen dan 17,0
Persen.

Bila  dilihat  berdasarkan  kecamatan,  maka  prevalensi  status
balita  pendek  dan  obese  di  Kota  Balikpapan  berkisar  antara
7,7-19,5  persen.  Kecamatan  dengan  prevalensi  status  balita

pendek dan obese terendah berada di Kecamatan Balikpapan
Timur    (7,7%),    sedangkan    prevalensi    tertinggi    berada   di
Kecamatana Bali]apapan Barat ( 19,5°/o).

c.  Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)

Salah  satu  kebijakan  nasional  dalam  upaya  perbaikan  gizi
masyarakat tertuang dalam  Undang-Undang Nomor  36  tahun
2009,     bahwa    upaya    perbaikan    gizi    ditujukan    untuk

peningkatan     mutu     gizi     perorangan     dan     masyarakat.
Selanjutnya    dalam     rangka    percepatan     perbaikan    gizi,

pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 42
Tahun  2013  tentang  Gerakan  Nasional  Percepatan  Perbaikan
Gizi  yang  fofus  pada   1000  Hari  Pertama  Kehidupan  (1000
HPK).   Gerakan  ini  bertujuan  meningkatkan   efektiritas   dan
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inisiatif  yang  telah  ada,  diantaranya  dengan  meningkatkan
koordinasi  serta  dufungan  teknis,  advokasi  kemitraan  yang
inovatif dan  partisipatif dalarn  meningkatkan  status  gizi  dan
kesehatan  masyarakat  di  Indonesia,   dengan  prioritas  pada
1000 HPK.

Periode 1000 HPK yang dimulai sejak 270 hari nasa kehamilan
sampai  dengan   730   hari   (2   tahun)   setelah   seorang  anak
dilahirkan merupakan nasa kritis sekaligus masa emas dalam

pertumbuhan   dan   perkembangan   anak.   01eh   karena   itu,
kebutuhan  gizi  dan  kesehatan  pada  periode  tersebut  harus
terpenuhi dengan optimal.

Untuk  mencapai  tumbuh  kembang  anak  yang  optimal  dan
mencegah kekurangan gizi, maka Kementerian Kesehatan telah
menetapkan   Strategi   Pemberian   Makanan   Bayi   dan   Anak

{PMBA)   sesuai  Global  Strategy  for  Infant  and  Young  Child
Feeding  (WHO/UNICEF,   2003)   dengan  rekomendasi  standar
emas  PMBA yaitu:  Inisiasi  menyusu  Dini  (IMD),  memberikan
ASI   Eksklusif  sejak   bayi   lahir   sampai   berusia   6   bulan,
memberikan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI) mulai
usia  6  bulan,  dan  melanjutkan  pemberian  ASI  salnpai  anak
berusia 2 tahun atau lebih.

c. 1 Inisiasi Menyusu Dini
*

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) merupakan proses menyusu yang
dimulai segera setelah lahir dengan cara kontak kulit ke lmlit
antara bayi dengan ibunya dan berlangsung minimal  1  (satu)

jam.  Beberapa manfaat IMD  di antaranya,  mengurangi angka
kematian bayi, membantu pemafasan dan detak jantung bayi
lebih  stabil,  bayi mendapatkan zat kekebalan tubuh  dan zat

penting lainnya, dan merangsang pengaliran ASI dari payudara.
Inisiasi  Menyusu  Dini  juga  akan  §angat  membantu  dalam
keberlangsungan pemberian ASI eksklusif (ASI saja)  dan lama
menyusui.  Gambaran  Cakupan  Bayi  Ban  Lahir  Mendapat
Inisiasi   Menyusu   Dini   (IMD)   menurut   kecamatan   di   Kota
Balikpapan Tahun 2021, dapat dilihat pada Gambar 9.
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Cidmbar 9. Ca:kepan Bayi Ba;ra La:her Mendapat inisias± Merayusu
mwi (IMD) rnermrut kecamatan di Koto Bcdikpapan Ta:hun
2021
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Berdasarkan  Gambar  9  terlihat,  bahwa  Cakupan  Bayi  Ban
Lahir Mendapat lnisiasi Menyusu Dini (IMD) di Kota Balikpapan
Tahun   2021   sebesar   88,0   persen,   sudah   lebih   tinggi   dari
nasional  (82,7  %)  dan  Kalimantan Timur  (74,1  0/o).  Kecamatan
dengan cakupan tertinggi bayi baru lahir mendapat IMD adalah
Balikpapan    Barat    (98,9%)    sedangkan    Kecamatan    dengan

persentase  terendah adalah  Balikpapan Utara  (81,4  %).  Target
nasional   IMD   tahun   2021   sebesar   58%,   sehingga   seluruh
kecamatan di Kota Balikpapan telah melewati target.

c. Pemberian ASI Eksklusif

Berdasarkan   Peraturan   Pemerintah   Nomor   33   Tahun   2012
tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, ASI Ekslusif adalah
ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam
bulan,   tanpa   menambahkan   dan/atau   mengganti   dengan
makanan   atau   minuman   lain   (kecuali   obat,   vitamin,   dan
mineral).

ASI (Air Susu Ibu) adalah sumber asupan nutrisi bagi bayi baru
lahir, yang nana ASI ini bersifat eksklusif sebab pemberiannya
berlaku pada bayi berusia 0 bulan sampai 6 bulan. Dalam fase
ini harus diperhatikan dengan benar mengenai pemberian dan
kualitas ASI,  supaya tak mengganggu  tahap  perkembangan  si
kecil selama enam bulan pertama semenjak hari pertama lahir
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(HPL),  mengingat  periode  tersebut  merupakan  masa  periode
emas  perkembangan  anak  sampai  menginjak  usia  2  tahun.
Gambaran   cakupan   bayi   mendapat   asi   eksklusif  menurut
kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2021  dapat dilihat pada
Gambar 10.

Cam:bar   10.   Ca:kupcm  Bavi  Mendcxpat  Asi  Ekskhasif  Merunrut
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Berdasarkan   Gambar   10,   terlihat   bahwa   secara   nasional,
cakupan bayi mendapat ASI eksklusif tahun 2021 yaitu sebesar
56,9 persen. Cakupan bayi mendapat ASI eksklusif tahun 2021
di Kalimantan Timur beraada dibawah rata-rata nasional yaitu
sebesar  53,6  persen,  sedangkan  di Kota Bali]apapan  angkanya
berada  diatas  rata-rata  nasional  yaitu  sebesar  66,0  persen.
Angka  tersebut  sudah  melampaui  target  program  tahun  2021

yaitu 400/o.

Bila    dilihat    berdasarkan    kecamatan,    Persentase    tertinggi
cakupan  pemberian  ASI  eksklusif  terdapat  pada  Kecamatan
Balikpapan  Selatan  (76,0°/o),   sedangkan  persentase  terendah
terdapat di Kecamatan Balikpapan Utara (36,0%). Terdapat satu
kecamatan yang belum mencapai target  program tahun  2021,

yaitu kecamatan Balikpapan Utara (36%).

d.  Faskes dengan Pelayanan Ramah Anak

F`asilitas dengan pelayanan ramah anak merupakan salah satu
indikator Kabupaten/Kota  Layak Anak  (KLA)  yang terdapat di
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klaster    3,    yaitu    kesehatan    dasar    dan    kesejahteraan.
Perwujudan  dari  indikator tersebut  adalah Pelayanan  Ramah
Anak  di   Puskesmas   (PRAP),   yang  merupakan  upaya  atau

pelayanan     yang     dilakukan     berdasarkan     pemenuhan,
perlindungan  dan  penghargaan  atas  hak-hak  anak,   sesuai
dengan 4 (empat) prinsip Perlindungan Anak: non diskriminasi,
kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan
hidup dan perkembangan, dan pen8hargaan terhadap pendapat
anak.

Pada tahun 2015, Kemen PPPA telah menyusun Panduan Model
Pengembangan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas. Panduari
ini  telah  disosialisasikan  di  beberapa  daerah  dan  beberapa
daerah  telah  menginisiasi  model  pelayanan  ralnah  anak  di

puskesmas    sesuai   panduan.    Sejak   tahun    2015    hingga
September 2020,  tercatat  1952  puskesmas  telah menginisiasi

pelayanan  ralnah  anak  di  puskesmas.  Puskesmas  tersebut
tersebar di 195 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Berdasarkan  data  Dinas  Kesehatan  Kota  Balikpapan,  pada
Tahun 2021 terdapat 15 puskesmas darn total 27 puskesmas di
Kota Balikpapan  (56°/o)  telah menjadi puskesmas ramah anak
dengan  SK Kepala Dinas Kesehatan Kota. Balikpapan tentang
Puskesmas Ramah anak no 440/801.1/Dinkes.  03 Juli 2019.
47 orang tenaga puskesmas sdh terlatih KHA. Adapun nana-
mama     puskesmas     yang      sudah     mengimplementasikan

puskesmas ramah anak dapa.t dilihat pada Tabel 6.

Tabel   6.   Sebci;ra;n   Puskesrmas   Rcmah  Andc   (PEA)   menu:rut
Kecamatcm di Kofa Baltkpapa;n Ta:ha:n 2021

No Kecamatan   I Jumlah PRA Nana PRA
1 Balikpapan 3 IAMARU ,               MANG GAR

Timur BARU, MANGGAR

2 Balikpapan 3 BARU         ULU ,         MARG O

Barat MULYO, BARU TENGAII

3 Balikyapan 2 BATU     AMPAR,      KARANG

Utara JOANG

4 BalikpapanTen8ah 1 MEFrm SARI

5 Balikpapan 2 GUNUNG                 BAHAGIA,

Selatan SEPINGGAN BARU
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e.  Air minum dari Sanitasi

Sanitasi dan air minum merupakan hak dasar yang harus
dipenuhi oleh pemerintah agar masyarakat bisa menikmati
hidup yang lebih baik. Perbaikan kesehatan mampu
meningkatkan kesej ahteraan dan pendidikan masyarakat.

Data UNICEP (2017) menunjukkan bahwa hampir 25 juta orang
di Indonesia tidak menggunakan toilet. Mereka buang air besar
di  ladang,   semak,  hutan,  parit,  jalan,   sungai  atau  ruang
terbuka lainnya.  Buang air besar sembarangan bukan hanya
merendahkan  martabat  manusia,  tetapi  juga  berisiko  besar
terhadap  kesehatan  anak  dan  masyarakat.  Buang  air  besar
sembarangan   dan   air   limbah   yang   tidak   diolah   dapat
mencemari pasokan air dan mendukung penyebaran penyakit
diare  seperti  kolera.  Seperempat  dari  semua  anak  di  bawah
usia  5  tahun  di  Indonesia menderita diare,  yang merupakan

penyebab utama kematian anak di negara ini. Kualitas air yang
buruk tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi. Sebuah survei
air  minum   2017   di  Yogyakarta,   sebuah   pusat  kota  yang
makmur  di Jawa,  menemukan  bahwa  89  persen  sumber  air
dan  67  persen air minum rumah tangga terkontaminasi oleh
bakteri   tinja.   01eh   karena   itu   membangun  jamban,   dan
mengelola kotoran tinja dengan alnan - serta mencuci tangan -
adalah  kunci  untuk  menjaga  anak-anak  dan  keluarga  agar
tetap sehat.

Sanitasi  yang  dikelola  dengan  aman  diakui  sebagai  prioritas
utama dalam menin9katkan kesehatan, gizi, dan produktivitas
masyarakat,     dari     merupakan     target     eksplisit     Tujuan
Pembangunan  Berkelanjutan  (SDG)  keenam.  01eh karena itu,
mencapal SDG 6 memerlukan strategi yang lebih deka.t untuk
menjangkau  anak-anak  dan  keluarga  Indonesia  yang  paling
miskin  dengan  menyediakan  akses yang  lebih  mudah  untuk
memperoleh pasokan air, sanitasi dan kebersihan yang dikelola
dengan aman.  Secara nasional di tahun 2020, Indonesia telah
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mencapai akses air minum dan sanitasi  layak sebesar 87,8%,
terlnasuk 6,70/o akses aman (Nawasis 2020).

Target RPJMN sampai dengan tahun 2024, Indonesia memiliki
target nasional pencapaian sektor air minum, targetnya adalah
akses  air  minum  layak  sebesar  100°/o  (termasuk  15%  akses
aman).Sementara itu untuk akses sanitasi terbagi menjadi dua:

1)  Akses  air  limbah  domestik  layak  ditargetkan  mencapal  900/o

{termasuk  150/o akses aman)  di tahun 2024.  Saat ini, baseline
akses  layak  adalah  74,60/o  (termasuk  7,42%  akses  aman);2)
Akses    persalnpahan    ditargetkan    mencapai    80%    untuk

penanganan  dan  20°/o  untuk  pengurangan.Saat  ini,  baseline
capalan penanganan adalah 59,45% dan capaian pengurangan
adalah 1,190/o.

Capaian   akses   aman   dan   akses   layak   air   minum   Kota
Balikpapan telah dilakukan perhitungan sejak tahun 2020 dan
mengalami  peningkatan  pada tahun  berikutnya.  Akses  aman
menin8kat dari 81,59% tahun 2020 menjadi 97,98 persen pada
tahun 2021.   Demikina juga akses layak meningkat darn 81,76

persen  pada  tahun  2020  menjadi  98,21  persen  pada  tahun
2021 (Tabel 7).

Tabek 7. Capalan A;:kses Amen d.an A:kses In;gce Air Minum Ta:him.
2020-2021

Kategori 2020 2021

es Aman 81,59% 97,98o/o

es Layak 81,76% 98,21%

Sumber: DPU Kota Balikpapan, 2021

Selanjutnya   untuk   pengelolaan   air   limbah,    sarana   dan

prasarana  air  limbah  di  Kota  Balikpapan  terbagi  menjadi
beberapa  sistem  yaltu  sistem  terpusat  dan  sistem  setempat.
Fasilitas  pengelolaan  air  limbah  terpusat  yang  ada  di  Kota
Balikyapan adalah IPAL skala kawasan di Kelurahan Margasari

yang   melayani   2.076    Sambungan   Rumah    (SR).    Hal   ini
mengaland peningkatan dari 1.308 Sambungan Rumah setelah
dilaksanakan  pengembangan  jaringan  yang  bersumber  dari

pendanaan Hibah Air Limbah SAIIG pada tahun 2016-2018.
Selain   IPAL   Kawasan,   pengelolaan   limbah   terpusat   juga
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dilakukan  melalui sistem  IPAL Komunal  dengan jumlah yang
telah   terbangun   sejak   tahun   2006   sampal   dengan   2020
seba]iyak  53  unit  ata.u  2.603  Sambungan  Rumah  (SR)  dan
sumber   pendanaan   berasal   dari   Program   Sanimas,   SLBM
maupun  DAK   Sanitasi  yang  dilakukan  pengelolaan   secara
swadaya oleh masyarakat-.  Sedangkan untuk sistem setempat,
Pemerintah  Kota  Balikpapan  telah  membangun  tangki  septik
individu sebanyak 450 unit pada tahun 2018 dengan sumber

pendanaan berasal dari Hibah Air Limbah Setempat (Sanitasi)
APBN TA 2018 dan DAK serta 42 unit pada tahun 2020 melalui
APBD Kota Balikpapan (Tabel 8).

Tabed 8. Scl;rana Prasara;na Pengeloha;n Air Irimbah in Koto
BaltkpapaltTa:hii:n2016-2020

un bungan  ,Rumah ana Prasarana Pengelolaan Air Ijimbah

Komu
bungan    Rumah gki Septik

(SR)  IPAL (SR)                    IPAL yang
Terpusat nal(Unit) Komunal (SR) sesuaidenganSNI

16 500 2 loo -

17 - 5 250 -

18 - 10 500 450

19 - 7 350 -

0 - - - 42

Sumber: Disperkim dan PDAM Kota Balikpapan Tahun 2021
Keterangan : (-) Tidak dilakukan pemasangan

f.  Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Iklan Promosi dan Sponsor

(Ips) Rokok

Kawasan Tanpa  Rokok  (KTR)  adalah  ruangan  atau  area yang
dinyatakan  dilarang  untuk  kegiatan  merokok  atau  kegiatan
mempro duksi,        menj ual,        mengiklankan,        dan       atau
mempromosikan   produk  tembakau.   Kawasan  Tanpa   Rokok
ditetapkan   sebagai   upaya   perlindungan   untuk   masyarakat
terhadap    risiko     ancaman    gangguan    kesehatan    karena
lingkungan tercemar asap rokok. Tujuan penetapan KTR adalah
untuk:   1)   Menurunkali  an9ha  kesakitan  dan/   atau  an9ka
kematian akibat asap  rokok dengan cara mengubah perilalni
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masyarakgit untuk hidup sehat; 2)  Meningkatkan produktivitas
kelja yang optimal;  3)  Mewujudkan kualitas udara yang sehat
dari  bersih,  bebas  dari  asap  rokok.;  4)  Menurunkan  angka

perokok  dan  mencegah  perokok  pemula;  dan  5)  Mewujudkan
generasi muda yang sehat.

Dasar huha penetapan KTR di Kota Balikpapan adalah:
1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan pasal  113  sampai  dengan  116.  Tentang
Kawasan Tanpa Rokok.

2.  Peraturan  Daerah  Kota  Bali]apapan  Nomor  3  Tahun  2018
Tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok

3.  Instruksi   waljkota   no   2   tahun   2014   ttg   Penghentian
Sementara Penyelenggaraan lzin Reklalne Rokok

Kawasan    Tanpa    Rokok    sudah    diimplementasikan    di    Kota
Balikpapan,    khususnya    ditempat    tempat    publik    seperti

perkantorari, Rumahsakit, puskesmas, dan sekolah.

2.4.4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Budaya (Data
masih dalaln proses analisis)

a. Wajar 12 Th
Peningkatan  pemerataan  akses  layanan  pendidikan  di  semua

jenjang  dan  percepatan  pelaksanaan  Wajib  Belajar  12  Tahun
merupakan kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024,
mencakup:  a)  pemberian  bantuan  pendidikan  memadai  bagi
anak keluarga kurang mampu, dari daerah afiirmasi, dan anak
berprestasi,    termasuk   bantuan    bagi    lulusan    pendidikan
menengah yang melanjutkan ke Pendidikan Tinggi dari keluarga
tidak  malnpu   melalui  Program   KIP   Kuliah;   b)   pemerataan
layanan  pendidikan  antarwilayah;  c)  pemerataan  memperoleh

pendidikan tinggi berfualitas melalui perluasan daya tampung
terutama   untuk   bidang-bidang  yang   menunjang   kemajuan
ekonomi dan penguasaan  sains  dan te]mologi;  d)  Penanganan
ATS   untuk   kembali   bersekolah,   dengan   pendataan   tepat,

penjangkauan  dan  pendampingan  efelctif,  revitalisasi  gerakan
kembali bersekolah, dan model pembelajaran tepat untuk anak
berkebutuhan khusus, anak yang bekelja, berhadapan dengan
hukum,    terlantar,   jalanan,    dan   di   daerah   bencana;    e)
peningkatan pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat
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mengenai pentingnya pendidikan; dan D peningkatan layanan 1
tahun pra-sekolah.

Penyediaan   pelayanan   dalam   bidang   pendidikan   d   Kota
Balikpapan   diupayaham.   untuk   seluruh   masyaraka.t,   juga
khusus    pada    masyarakat    yang    kurang    malnpu.    Pada

penyediaan  maupun   peningkatan   layanan  pendidikan  yang
nana dihara.pkan dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia
(SDM) dalam pengetahuan serta keahlian yang didapatkan juga
menghasilkan     SDM     yang     berkualitas,     ataupun     dapat
mengurangi jumlah anak putus sekolah.

Akses   masyarakat   terhadap   fasilitas   pendidikan   dihitung
berdasarkan chgka Partisipasi Kasar (APK). APK menunjukkan

proporsi penduduk secara umum yang telah mengakses fasilitas
pendidikan tanpa meihat usia menurut tingkatan pendidikan,
sehingga  nilai APK bisa  melebihi  loo  persen.  Persentase  APK
melebihi  loo  persen  menandakan  bahwa  terdapat  penduduk

yang bersekolah di bawah a.tau di atas usia yang seharusnya
(EPS,  2020b).  Misalnya,  pada jenjang  SD,  APK  menunjukkan
angka lebih  besar  dari  loo  berarti jumlah  peserta  didik yang
sedang bersekolah pada jejang tersebut lebih banyak daripada

jumlah  penduduk  usia  SD  yaitu  7-12  tahun.  Capaian  Angka
Partisipasi  Kasar   (APK)   PAUD,   SD,   SMP   dan   SMA   di  Kota
Balikpapan Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 11.
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Ganbar 1 1 . Capcinn A:ngka Pardstpasi Kasar (APK) PAUD, SD,
SMP dan SMA di Koto Baltkpapan Tahan 2021

APK SMA

APK SMP

APKsO     .___i._-_._     _..   _-.    I=lllT.Il              -------------   £°i2£6;63

APK  PAUD

Ci                       20                      40                      60                      80                     100                    120

aeNAS     IKaltim       |Kota83likpap3n

Berdasarkan  Gambar   11  terlihat  bahwa  secara  keseluruhan
APK baik APK PAUD, SD, SMP maupun SMA di Kota Balikpapan

pada  Tahun  2021   sudah  melebihi  APK  Provinsi  Kalimantan
Timur dan APK nasional. APK PAUD di Kota Balikpapan sebesar

65,68  dan  nilai APK  ini jauh  diatas  APK  Provinsi  Kalimantan
Timur (33,66) dan APK Nasional (40,17). Kondisi ini teljadi balk

pad  APK  SD,  SMP  mupun  SMA.  Namun  demikian  APK  PAUD
harus terus ditingkatkan, agar anak-anak usia PAUD semuanya
mendapat layanan 1 tahun pra-sekolah, sesuai yang tercantum
dalam RPJMN 2020-2024.

Partisipasi sekolah selain  dilihat berdasarkan APK, juga dapat
dilihat  berdasakan  angka  partisipasi  murni  (APM).    Keduanya
menunjukkan proporsi anak umur sekolah yang sedang sekolah
dan   menggambarkan   pemerataan   pembangunan   pendidikan
disemua wilayah. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi
dari  penduduk  kelompok umur  sekolah  tertentu yang  sedang
bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai
antara umur penduduk dengan ketentuan umur bersekolah di

jenjang tersebut)  terhadap  penduduk  kelompok  umur  sekolah
yang bersesuaian.

Kegunaan  APM  adalah  untuk  menunjukkan  seberapa  besar

penduduk  yang  bersekolah  tepat  waktu,  atau  menunjukkan
seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang
sesuai  dengan  ketentuan  kelompok  umur  sekolah  di jenjang
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pendidikan  yang  sedang  ditempuh.  Semakin  tinggi  nilai  APM
menunjukan  semakin  banyak  penduduk  umur  sekolah  yang
bersekolah sesuai dengan ketentuan kelompok umur di jenjang

pendidikan   yang   sedang   ditempuh.    Namun   karena   APM
memberikan  penekanan  pada  ketepatan  umur  sekolah  pada
setiap jenjang pendidikan, maka APM akan memberikan angka

yang  tidak  melebihi   loo   persen,   seperti  ditunjukkan  pada
Gambar 12.

Gcmbar 12. Capalan Angka Pa;rdsipasi Muwi (APM)  SD, SMP dan
SMA di Kota Bait:Iapapcm Ta:hun. 2021

APM SMA

APM SMP

Cl                        20                      40                      60                      80

tiNAS     IKaltlm      |KotaBalikpapan

Berdasarkan    Gambar    12    terlihat    capaian   APM    di    Kota
Balikpapan   melebihi   APM   Provinsi   Kalimantan   Timur   dan
Nasional.  APM  SD  Kota  Balikpapan  sebesar  98,59,  sedangkan
capaian  APM   SD   Provinsi   Kalimantan  Timur   dan   Nasional
berada dibawahnya yaitu masing-masing 97,14 dan 92,57. APM
SMP Kota  Balikyapan  sebesar  82,65,  sedangkan  capaian APM
SMP    Provinsi    Kalimantan    Timur    dan    Nasional    berada
dibawahnya  yaitu  masing-masing  78,98  dan  75,6.  Demikian

juga  APM   SMA  Kota  Balikpapan   sebesar  75,53,   sedangkan
capaian  APM  SMA  Provinsi  Kalimantan  Timur  dan  Nasional
berada dibawahnya yaitu masing-masing 69,42 dan 68,68.

Dari   Gambar    12    terlihat   bahwa   APM   menurun   dengan
meningkatnya pendidikan.  Hal ini menun].ukkan bahawa akses

pada pendidikan yang lebih tinggi semakin menurun. Kondisi ini
harus  menjadi  perhatian  pemerintah,  agar  hak  semua  anak
untuk wajib belajar 12 tahun dapat terpenuhi.
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b. SRA

Sekolah Ramah Jinak  (SRA)  adalah satuan pendidikan formal,
non formal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan
hak dan perlindungan khusus bagi anak terlnasuk mekanisme
pengaduan  untuk  penanganan  kasus  di  satuan  pendidikan.
Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak bertujuan untuk memenuhi
hak anak termasck Perlindungan Anak selama disekolah, serta
menciptakan kondisi  sekolah yang alnan dan nyaman,  ramah
dan  menyenangkan  untuk  anak  dan  warga  sekolah  lainnya.
Sekolah Ramah Anak juga merupakan salah satu solusi untuk
mengurangi tingginya angka kekerasan yang terjadi di sekolah.

Sekolah  Ramah  Anak  (SRA)  adalah  lahir  dari  dua  hal  besar

yaitu adanya amanat yang harus diselenggarakan Negara untuk
memenuhi hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi
Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia pada Tahun  1990,

juga  adanya  tuntutan  dari  Undang-undang  Nomor  23  Tahun
2003  tentang  Per]indungan Anak  dan  Undang-Undang  Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23  Tahun  2003  tentang  Perlindungan  Anak  yang jelas  pada

pasal 54 yang berbunyri : " (1) Anak di dalaln dan di lingkungan
satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak
kekerasan   fisik,   psikis,   kejahatan   seksual,   dan   kejahatan
lainnya  yang  dilakckan  oleh  pendidik,  tenaga  kependidikan,
sesama  peserta  didik,   dan/atau   pihak  lain".   Di   ayat  dua
dinyatakan   sebagai   berikut   :"(2)   Perlindungan   sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (1)   dilakukan   oleh   pendidik,   tenaga
kependidikan, aparat pemerintah, dan/ atau masyarakat".

Secara  nasional,  perkembangan  Sekolah  Ralnah  Anak  yang
dflakukan  oleh  pemerintah  daerah  dari  tahun  2015  sampai
dengan   tahun   2020   mengalami   penin8katan   yang   cukup
signifikan.   Saat  ini,   kebijakan   Sekolah  Ramah  Anak  telah
tersebar di 34 provinsi dan 308 Kabupaten/Kota.

Realisasi  penerapan  program  Sekolah  Ramah  Anak  (SRA)  di
Kota Balikpapan hingga tahun 2021 tercatat baru mencapai 40

persen  (Tabel  9).  Persentase  sekolah yang  sudah  SRA  adalah
SD/sederajat    yaitu     82,3     persen.     Menyusul    persentase
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SMP/sederajat  sebesar  47,0  persen,  diikuti  oleh  sekolah  SRA

jenjang  pendidikan  SMA/sederajat  sebesar  34,4  persen.  Yang
paling harus mendapat perhatian adalah PAUD dalam kategori
ramah anak masih sangat sedikit yaitu 0,2 persen.

Tabe1 9. Dctia Seho1,ah Rcmah Andc Tinghal Seholch Menengch
Alas Kcita Balikpapan Ta:ha;n 2021

No Jenjan8 Total Jundah Jumlah Persentase

Pendidikan SatuanPendidikan SRA NonSRA

1 PAUD/sederajat 480 1 479 0,2

2 SD/sederajat 192 158 34 82,3

3 SMP/sederajat 83 39 44 47,0

4 SMA/sederajat 69 21 48 30,4

Total 824 219 605 40,0

Sebagai  upaya  meningkatkan  julnlah  sekolah  ramah  anak,
Pemerintah   Kota   Balikpapan   tengah   menyiapkan   sejumlah
sekolah   ramah   aJiak   dari   berbagai  jenjang   sesual   dengan
kondisi sarana prasarana yang ada di sekolah, juga melakukan

pelatihan-pelatihan KHA pada semua jenjang pendidikan (Tabel
10). Dari Tabel 10 terlihat total persentase Pendidik dan Tenaga
Pendidik  Yang  terlatih  KIIA  Tahun  2021  sebesar  11  persen,
dengan     persentase     terbesar     pada    jenjang     pendidikan
SD/sederajat.

Tabel 10. Persen±ase Peed:idik dcm Te:raga Peed:idlk Ycmg tend;ith
KIIA TaharL 2021

No Jenjan8 Total Jumlah Terlatih Persentase
Pendidikan SDM KHA

1 PAUD/sederajat 410 23 6

2 SD/sederajat 2683 397 15

3 SMP/sederajat 1095 44 4

4 SMA/sederajat 1083 99 9

Total 5271 563 11
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c. Pusat Kreativitas Anak (PKA)

Pemenuhan    Hak   Anak    pada   kluster    4   yang   berbunyi
Pemenuhan  Hak  Anak  atas  Pendidikan,  Pemanfaatan  Waktu
Luang, dan Budaya seringkali masih diartikan pemenuhan hak

pendidikan saja, namun pemenuhan untuk pemanfaatan waktu
luang  anak menjadi terabaikan.  Pasal  31  Konvensi  hak Anak

(KHA)  menegaskan bahwa "Negara mengakui hak anak untuk
beristirahat,  bersantai,  untuk  kegiatan  permainan  kreativitas
dan  turut  serta  dalam  kegiatan  rekreasi yang  sesuai  dengari
usia   anak,   dan   untuk   berpartisipasi   secara   bebas   dalam
kehidupan budaya dan semi".  Hak anak untuk memanfaatkan
waJctu luang  dan kegiatan  budaya memberikan  dampak yang
signifikan   antara  lain  belpengamh  pada  kualitas,   tahapan
perkembangan, dan resiliensi (daya tahan) anak, pembentukan
karakter,   sert:a   memberi   ruang   bagi   anak   untuk   kreatif,
menin9katkan motivasi,  perkembangan fisik,  ketrampilan,  dan
memperkaya kehidupan budaya.

Dengan adanya hal-hal yang membahayakan bagi anak mulai
dari penggunaan gadget oleh anak, serta belum adanya wahana
bagi  anak  untuk  dapat  memanfaatkan  waktu  luang  mereka
kearah  yang  positif,   inovatif  dan  kreatif  secara  alnan  dan
nyaman, maka pemerintah perlu hadir untuk membentuk dan
mengemban9kan   Pusat   RTeativitas   Anak   (PKA)   yang   akan
menjadi  tempat  berlmmpul  anak-anak  setelah  jam  sekolah
untuk  memanfaatkan  waktu  luang  dengan  mengemban9kan
kreativitas semi dan budaya.

Pusat   Kreativitas   Anak   adalah   tempat   atau   wadah   yang
disediakan      agar      anak      dapat      melakukan      kegiatan
mengemban9kan kreativitasnya melalui pendekatan bersenang-
senang,  bersantal,   berkreasi,   dan  berekreasi  sesuai  dengali
minat,  bakat,  dan tin8kat kecerdasannya demi pengemballgan
diri.  Prinsip  dari  pengembangan  Pusat  Kreativitas  Anak  ini
adalah bukan membangun wahana baru namuri memanfaatl=an
wahana  yang  sudah  ada  dengan  melakukan  perbaikan  dan
melengka.pi    apa    saja    yang    menjadi    persyaratan    dalam

pembentukan dan pengembangan Pusat Kreativitas Anak. Saat
ini,  PKA  di  Kota Bali]apapan  ada yang khusus  seperti Taman
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Cerdas   di   Kec   Balikpapan   timur,   dan  juga   adanya  Pusat
kreatifitas  anak  di  Kec  Balikyapan  selatan.  Namun juga  PKA

juga  dilakukan  di  sanggar-anggar  semi  yang  ada  tersebar  di
semua kecamatan, seperti terlihat pada Tabel 11.

Tabel 1 1. Seba;ram, sanggar send Tnen:u:riit kiecanatcLn di Kcita

Balikpapa;n

No Kecamatan Jumlah sanggarsemi

1 Balikpapan Barat 25

2 Bafikpapan Kota 11

3 Balikyapan Selatan 48

4 Balikpapan Tengah 30

5 Balikpapan Utara 41

2.4.5  Perlindungan Khusus

PP  78   tahun  2021   tentang  Perlindungan  Khusus  bagi  Anak
merupakan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan
Pasal   71C   Undang-Undang   Nomor   35   Tahun   2014   tentang
Perubahan atas  Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2002  tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  4235)  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
atas  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun   2016   tentang  Perubahan   Kedua  atas   Undang-Undang
Nomor   23   Tahun   2002   tentang  Perlindungan  Anak   menjadi
Undang-  Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5946).

Pengertian Perlindungan Khusus dalaln PP 78 tahun 202 1 tentang
Perlindungan    Khusus    bagi    Anak    adalah    suatu    bentuk
perlindungan yang diterima oleh Anak dalaln situasi dan kondisi
tertentu   untuk   mendapatkan  jaminan   rasa   aman   terhadap
a]icaman  yalig  membahayakan   diri  dan  jiwa  dalaln  tumbuh
kembangnya.   Terdapat   15   kategori  anak  yang  membutuhkan

perlindungan khusus yaitu:
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1.  Anak dalam Situasi Darurat adalah Anak yang berada dalam
situasi    lin9kungan    yang    mengancam    dan    mengganggu
kehidupan dan pen8hidupan Anak yang disebabkan, balk oleh
falstor alam, nonalam, dan/ atau sosial.

2.  Anak  yalig  Berhadapan  dengan  Hukum  adalah  Anak  yang
berkonflik dengan hukum,  Anak yang menjadi korban tindak

pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3.  Jinak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah Anak yang

tertinggal,  terdepan,  terluar  dalam  lingkungan  yang  berbeda
budaya,tradisi, suku, ras, agama dengan anak-anak lain yang
jumlahnya jauh lebih sedikit dari Anak golongan lain.

4.  Anak  yang  Dieksploitasi  secara  Ekonomi  adalah  Anak  yang
menjadi korban dari tindakan pelacuran, kerja atau pelayanan

paksa,    perbudakan    atau    praktik    serupa    perbudakan,
penindasan,   pemerasan,   pemanfaatan  ri;ik,   seksual,   organ
reproduksi,  atau secara melawan hulam memindahkan atau
mentransplantasi    orgari    dari/atau   jaringan    tubuh    atau
memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain
atau    tindahan    lain    yang    sejenis    untuk    mendapatkan
keuntungan materiil.

5.  Anak  yang  Dieksploitasi  secara  Seksual  adalah  Anak  yang
dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan melalui organ
tubuh  seksual  atau  organ  tubuh  lain  dari  Anak,  termasuk
tetapi  tidak  terbatas  pada  semua  kegiatan  pelacuran  dan

pencabulan.
6.  Anak    yang    Menjadi    Korban    Penyalahgunaan    Narkotika,

Alkohol,  Psikotropika,  dan  Zat  Adiktif  Lainnya  adalah  Anak

yang  dibujuk,  diperdaya,  ditipu,  dipaksa,  dan/atau  diancam
untuk menggunakan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat
adiktif lairmya.

7.  Anak  yang   Menjadi   Korban   Pomografi   adalah  Anak  yang
mengalami  trauma  atau  penderitaan  sebagai  akibat  tindak

pidana pomografl.
8.  Anak dengan  HIV  dan AIDS  adalah Anak yang terinfeksi HIV

dan/atau AIDS baik tertular dari orangtua ataupun dari faktor
risiko lainnya

9.  Anak Korban Penculikan adalah Anak yang dibawa seseorang
secara melawan hukum dengan maksud untuk menempatkan
Anak tersebut di bawah kekuasaanrrya atau ke]ouasaari orang
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lain  atau  untuk  menempatkan  Anak  dalam  keadaan  tidak
berdaya.

10. Anak Korban Penjualan adalah Anak yang dipindahtangankan
oleh  seseorang atau kelompok orang ke pihak lainnya untuk
suatu imbalan ata.u alasan lainnya.

11. Anak   Korban   Perdagangan   adalah   Anak   yang   mengalalni

penderitaan psikis,  mental,  fisik,  seksual,  ekonomi,  dan/atau
sosial yang  diakibatkan  tindakan  perekrutan,  pengan9kutan,

penampungan,   pengiriman,   pemindahan,   atau   penerimaan
dengan     ancaman     kekerasan,     penggunaan     kekerasan,

p encuHkan ,          p enyekapan ,          pemalsuan ,          p enipuan,
penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,   penjeratan
utang    atau    memberi    bayaran    atau    manfaat,    sehingga
memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali
atas orang lain tersebut, balk yang dilakukan di dalam negara
maupuri    antar    negara,    untuk    tujuan    eksploitasi    atau
mengakibatkan Anak tereksploitasi.

12. Anak  Korban  Kekerasari  F`isik  adalah  Anak  yang  mengalami
kekerasan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sahit, atau luka
berat.

13. Anak  Korban  Kekerasan  Psikis  adalah Anak yang mengalami
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan
untuk  bertindak,  rasa  tidak  berdaya,  dan/atau  penderitaan
psikis berat.

14. Anak Korban Kejahatan Seksual adalah Anak yang mengalami

pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual
dengan   cara   tidak   wajar   dan/atau   tidak   disukai,    dan

pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan
komersial dan/ atau tujuan tertentu.

15. Anak Korban Jaringan Terorisme adalah Anak yang mengalami

penderitaari  fisik,  mental,  dan/atau  kerugian  ekonomi  yang
disebabkan  oleh  tindak  pidana  terorisme  balk  sebagai  Anak
korban, Anak pelaku, Anak dari pelaku, dan Anak saksi.

16. Anak  Penyandang  Disabilitas  adalah  Anak  yang  mengalalni
keterbatasan   fisik,   intelektual,   mental,   dan/atau   sensorik
dalam jan8ka  walchi  lama  yang  dalaln  berinteraksi  dengan
lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untut
berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan
hak.
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17. Anak  Korban  Perlakuan  Salah  adalah  Anak  yang  terancaln
secara    fisik    dan    nonfisik    karena    tindak    kekerasan,
diperlafukan  salah  ata.u  tidak  semestinya  dalam  lin8kungan
keluarga  atau  lingkungan  sosial  terdekatnya,  sehingga  tidak
terpenuhi   kebutuhan   dasarnya  dengan  wajar  balk   secara

jasmani, rohani, maupun sosial.
18.Anak    Korban    Penelantaran    adalah    Anak    yang    tidak

mendapatkan  pemenuhan  kebutuhan  seperti  namun  tidak
terbatas    pada    kebutuhan    kesehatan,    keamanan,    dan
kesejahteraan  dari  orang  tua  atau  orang  lain yang  memiliki
tanggung jawab secara hukum untuk mengasuh Anak tersebut
sehingga   mengakibatkan   kerugian   dalam   proses   tumbuh
kembang Anak.

19. Anak  dengan  Perila]fl]  Sosial  Menyimpang  adalah  Anak yang
bersikap   dan   berperilaku   yang   tidak   mempertimbangkan

penilaian   dan   keberadaan   orang   lain   secara   umum   di
sekitamya,  menunjukkan sikap tidak bertanggungjawab serta
kurangnya  penyesalan  mengenai  kesalahannya,  dan  sering
melakckan  pelanggaran  hak  dan  norma  yang  hidup  dalam
masyarakat.

20. Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait
dengan  Kondisi  Orang  Tuanya  adalah  Anak  yang  diberikan
label sosial negatif didasarkan pada prasangka dan bertujuan
untuk   memisahkan,   membedakan,   mendiskreditkan,    dan
mengucflkan  Anak  dengan  cap  atau  pandangan  buruk  dari

pelabelan terkait dengari kondisi orang tuanya.
Sebagai generasi muda penerus peljuangan bangsa, Anak memiliki

peran  strategis  serta  mempunyai  ciri  dan  sifat  khusus  yang
menjamin  kelangsungan  eksistensi  bangsa  dan  negara  di  nasa
depan.     Ciri    dan    sifat    khusus    Anak    tersebut    memiliki
konsefuensilogis bagi sia.papun untuk men8hormati, melindungi,
dan    memenuhi    hak-hak    Anak    dalaln    rangka    menjamin
pertumbuhan dan perkembangan fisik,  mental,  dan  sosial Anak
secara utuh.
Akan tetapi tidak semua Anak memiliki jaminan atas rasa aman

yang  sama,  masih  terdapat Anak Indonesia yang berada  dalam
situasi  dan  kondisi  tertentu yang membahayakan  diri  dan jiwa
dalam  tumbuh  kembangnya.   01eh  karena  itu,   dalam  rangka
menjalnin  efektivitas  pelaksanaan  pencegahan  dan  penanganan
Anak   yang   memerlukan   Perlindungan   Khusus,   serta   untuk
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melaksanakan  ketentuan  Pasal  71C  Undang-Undang  Nomor  35
Tahun 2014  tentang Perubahan atas  Undang-Undang Nomor 23
Tahun   2002   tentang   Perlindungan   maka   disusun   Peraturan
Pemerintah Nomor 78 tahun 2021  tentang Perlindungan Khusus
Bagi Anak.
Pemerintah   Kota   Balikpapan   melakukan   upaya   perlindungan
khusus    anak   dengan   melakukan   perubahan    Perda,   yaitu
disusunnya Peraturan  Daerali  Kota Balilapapan  Nomor  6  Tahun
2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor  1 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.  Dalam Perda
tersebut   ada   perubahan   pada   pasal    14    dart    15    tentang

perlindungan khusus.
Perda  ini  merupakan  affirmative  action  yang  bertujuan  untuk
menjamin rasa aman melalui pemberian layanan yang dibutuhkan
bagi   Anak   yang   memerlukan   Perlindungan   Khusus,   dengan
harapan  akan  meminimalisasi  jumlah  Anak  yang  memerlukan
Perlindungan    Khusus.    Selanjutnya,    Perda    ini    mempeljelas
kewenangan Pemerintah Daerah, dan OPD dan masyarakat dalam

pencegahan dan penanganan terhadap  15 (lima belas) jenis Anak
yang memerlukan Perlindungan Khusus.
Implementasi   Perda   Kota   Balikpapan   Nomor   6   Tahun   2020
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor  1 Tahun 2015
Tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan  Anak,  didukung  dengan
kelembagaan Gugus Tugas Perwujudan Kota  Balikpapan Menuju
Kota Layak Anak, yang dibentuk melalui SK Wali Kota Balikpapan
Nomor  188.45-329/2021  Tentang Gugus Tugas Perwujudan Kota
Balikpapan Menuju Kota Layak Anak.

a. Korban Kekerasan & Eksploitasi

Dalalli menangani kasus terkait anak, UPI`D PPA sudah membuat
26 SOP, dengan jumlah petugas layanan sebanyak 5 (lima) orang.
Empat     orang     diantaranya     sudan     memiliki     kemampuan

penanaganan   pengaduan.    Semua   petugas   sudan   mengikuti
pelatihan  Konvensi  Hak  Anak.  Namun  demikian  masih  harus
diupayakan  pelatihan  terhadap  petugas  layanan  tersebut,  agar
terlatih dalam rehabilitasi social.

Pada Tahuri 2021 berdasarkan data dari UFTD PPA terdapat 106

pengaduan balk pengaduan kekerasan  (72  aduan)  maupun non
kekerasan  (34 aduan).  Dari sejumlah aduan tersebut,  semuanya
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mendapatkan pendampingan (psikologi, hukum), ada yang dilanjut

pendampingan    medis,    penampungan    sementara    di    Rumah
perlindungan (Rulin)  dan bantuan mediasi (Tabel  12). Pengadran
ke  UPTD  PPA  dapat  dilakukan  melalui  aplikasi  ``LAGU  ASIK"

(Layanan   Pengaduan   Masalah   Sosial   Anak)®agu.asik   berupa
hotline  dank  anal  gratis  yang  bisa  diakses  oleh  #sobatsosial
apabila   mengetahui   kasus/permasalahan   tentang   anak   yang
berada di sekitar #sobatsosial. Aplikasi ini dikeuarkan oleh Dinas
sosial.

Tabel 12. Data Kasus UFTD PPA Kota Balikpapan per Maret 2021

JenisKasus Pelayanan yang diberikan

Penan8 Pendamp Pendamp Penjan8k Penampu Medi

anan ingan in8an auan n8an asi

Pengad (Psik0108' Medis Klien sementar

uan Hufum) adiRulin

ekeraSam 72 72 27 15 13 11

NonekeraSac 34 34 2 2 2

Jundah 106 106 27 17 15

Dalam   menangani   kasus   anak   dan   perempuan,   UPTD   PPA
bekeljasalna     dengan     OPD     lain     terkait,     seperti     Dinas
Kesehatan/PKBI,    Dinas    Pendidikan,    Dinas    sosial/    Rumah
Rehabilitasi,       Bagian      Hukum      Setda,       Kantor      Wilayah
Kemenhunkam/LBH (Tabel 13).

Tabel 13. Keterlibatan berbagal Lembaga/Institusi dalam

penanganan kasus Anak di Kota Balikyapan
No Layanan Lembaga/Institusi Jundah Anak
1 La.poran UPTD PPA 106

2 Penampungan UPTD PPA 15

Sementara
3 Rehabilitasi ke sehatan DinasKesehatan/PKBI 27
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4 Pendidikan termasuk Dinas Pendidikan 5

pendidikan
keterampilan (life skill)

5 Standar hidup la.yak Dinas Sosial/ 1

(risik, spiritual, mental,Rumah Rehabilitasi
moral, dan sosial
anak)

6 Bantuan Hukum Bagian Hufum -S.etda,KantorWilayahKemenfumham/LBH 72

7 Pemulangan dan Dinas Sosial 5

Reunifikasi keluarga
8 Pengasuhan Altematif Dinas Sosial 1

9 Reintegrasi Sosial Dinas Sosial 1

(1anjutan

Korban anck lainnya yang ten.aring dan ditangani adalah korban
eksploitasi pekerja  anak,  yang merupakan anak jalanan.  Dalam

penanganan anak jalanan di Kota Balikpapan,  dilakukan secara
terintegratif berbasis masyarakat (Panji Berbakat). Panji Berbakat
ini merupakan kesepakatan bersama a]1tara Dinas Tenaga Kelja
dan Dinas Sosial Kota Balikpapan dengan Satuan kelja peran8kat
daerah   (SKPD)   dan   stakeholder  terkait   (P2TP2A,   Kementerian
Agama,  Satbimas Polres,  Harian Fomm CSR, TP PKK, IJTTP SDM
UNIBA,    KOPPAJA,    IP   PSM,    Forrum   Komunikasi   Paguyuban,

coordinator Sekolah Rakyat, Nurul Ilmi, manager Sirkulasi Tribun
Kaltim,   dan  manager  Sirkulasi  Area  Balikpapan  Kaltim  Post)
melalui  Nomor  460/ 158/DISNAKERSOS.  Penyelenggaraan  Panji
Berbakat ini salah satunya berpedoman pada Keputusan Walikota
Balikpapan      Nomor       188.45-299/2020      tentang      Pedoman
Penyelenggaraan Penertiban  Gelandangan,  Pengemis  dan PekeH.a
Deks  Komersial  berbasis  Kemiraan  di  Kota Balikpapan.  Adapun
aktifitasnya      a.dalah:      a.      Mencegah      dan      mengantisipasi
meningkatnya   jumlah    Anjal;    b.    Mengentaskan    Anjal    dari
kehidupan di jalan; c. Memenuhi hak-hak dasar agar Anjal dapat
hidup  sesuai  harkat  dan  martabat  sebagai  warga  Negara;   d.
Memberikan      perlindungan      dari      diskriminasi,      kekerasan
fisik/mental     terlnasuk     kekerasan     seksual,     penelantaran,



-49-

eksploitasi   dan   perlakuan   buruk;   e.   Memeuhara   ketertiban,
ketentraman,   dan   kehidupan   bersama   yang   bermartabat;   f.
Memberdayakan  Anjal  dari  orang  tuanya  sehingga  dapat  hidup
mandiri secara ekonomi dan sosial; g. Meningkatkan peran serta
masyarakat  dan  dunia  usaha  dalam  ran9ka  Penanganan  Anjal;
dan    h.     Mengentaskan    Anjal    dari     Penyandang    Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Di  Kota  Balikpapan  ada  sebanyak  23  orang  anak  yang  masuk
PMKS  anak jalarian  terdiri  dari  10  anak  laki-1aki  dan  13  anak

perempuan,  dan  tersebar  dalarn  jenis  kegiatan  jalanan  seperti
pengamen,  penjual  tissue,  penjual  kerupuk,  penjual  ongo-ongo,
pemulung dan anak badut (Tabel 14).

Tabel 14. Sebaram Amck Jalanan berdasa;rfean jenis keidmin dan
lcegiata;n di Kcta Baltkpapa:n

Jenis PMSK Anak Jalanan Laki-1aki Perempuan Jumlah
Penganen 1 0 1

Penjual Tissue 3 6 9

Penjual Kerupuk 2 5 7

Penjual Onggol-onggol 2 1 3

Pemulung 1 1 2

jinak badut 1 0 1

Jumlah 10 13 23,

Maraknya kekerasan  seksual  terhadap  anak,  maka Pemda kota
Balikpapan   mengemban8kan   layanan   lapor   /   aduan   berupa
aplikasi yang dapat diunduh di plastore yang dapat diakses anak
dengan   mudah   dan   disosialisasikan   dalaln   baliho   "DIRIMU
DILINDUNGI,    KAMI    BERSAMA    ANDA"    dengan    no    kontak

082152852026  (UPTD  PPA Balikpapan).  Perlindungan Anak juga
sudah  terbentuk  dilingkungan  wilayah  RT.   Berdasarkan  data
DP3AKB  kota  Balikpapan,  jumlah  RT  di  Kota  Balikpapan  yang
sudah terbentuk seksi perlindungan perempuan dan anak tahun
2021  sebanyak  465  RT yang  tersebar  di  semua  kelurahan  dan
kecamatan di Kota Balikpapan aatau sekitar 280/o dari total RT di
Kota Balikpapan.
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b. Korban Pomografi & Situasi Darurat
Situasi  darurat  yang  teljadi  di  Kota  Balikpapan  adalah  situasi
karena   kejadian   banjir.   Mengingat   wilayah   Kota   Balikpapan
memiliki  kondisi  geografis,  geologis,  hidrologis,  dan  demografis
serta social budaya yang memungkinkan terjadinya bencana, baik

yang  disebabkan  oleh  factor  alam,  factor  non  alaln,  maupun
perbuatan  manusia  yang  dapat  menghambat  dan  mengganggu
kehidupan    dan    penghidupan    masyarakat,    maka    Walikota
Balikpapan  mengeluarkan  Peraturan   Daerah  Kota  Balikyapan
Nomor  2  tahuri  2018  Tentang  Penyelenggaraan  Penanggulangan
Bencana    Daerah,     sehingga    uapaya    pencegahan    maupun

penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terkoordinir,
terpadu, cepat dan tepat.

c. Penyandang Disabilitas

Dalam  menyelenggarakan  layanan  bagi  penyandang  disabilitas,
maha   Walikota   Bali]apapan   mengeluarkan   keputusan   Nomor
188.45-241/2017  Tentang  Kelompok  Kelja  pendidikan  Inklusif
Tin8kat  Kota  Balikpapan.  tujuannya  adalah  memberikan  akses

pendidikan  yang   setara   tanpa   diskriminasi   bagi   penyandang
disabilitas.  Penetapan  sekolah penyelenggara pendidikan inklusif
di lingkungan dians pendidikan dan kebudayaan kota Balikpapan
ditatpaha  berdasarkan  keputusan  Kepala  Dinas  pendidika  dan
Kebudayaan      Kota      Balikpapan      Nomor      446/SKT/XI/208.
Berdasarkan SK tersebut, maka ada sebanyak 12 sekolah inklusif

yang  terdiri  dari  6  sekolah  inklusif  dalam  jenjang  pendidikan
Sekolah dasar (SD), dan 61ainnya dalam jenjang pendidikan SMP.

Selain  sekolah  inklusif,  Kota  Balikpapan juga  mengembangkan
Layanan  Pusat  Pembelajaran  Keluarga  Kota  Balikpapan  yang
disahkan Walikota Balikpa.pan Nomor  188.45-150/2017. Layanan
keluarga  ini  merupakan  "one  stop  service"  holistic  integrative
berbasis hak anak,  gratis,  diberikan kepada orangtua,  keluarga,
masyarakat, tokoh masyarakat yang memiliki permasalahan dalam
hal pola  asuh  anak dan remaja dan  ataupun  diberikan  kepada
anak remaja yang sedang menghadapi permaasalahan pribadi atau
dalarn hal konsultasi pengembangan minat/ bakat anak remaj.j a.
Bukan  hanya  dibidang  pendidikan,  pelayanan  bagi  penyandang
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disabilitas juga dilakukan  di  bidang lainnya  (asrama disabilitas,
toilet, jalan,  parker,  kursi  prioritas),  1ayanan  kesehatan  dengan
mengemban9kan  puskesmas Anak Berkebutuhan Khusus  (ABK).
Di puskesmas ini, terdapat sekitar 51 anak yang mengikuti terapi.
Mulal  dari usia  6  bulari hingga usia  12  tahun.  Di  sini  terdapat
total   14   ruang   terapi.   Pemberian   terapi   kepada   anak   ABK
sangatlah  penting  agar  anak  dapat  mengerjakan  berbagai  hal
sendiri dan mandiri.

Upaya   kemandirian   penyandang   disabilitas   diantaranya  juga
dengari  mengikutsertakan  mereka  pada  pameran  intemasional
handicraft di Jakarta (GO INTERNASIONAL) .

d. ABH, Terorisme, Stigma

Undang-Undang   Nomor   35   Tahun   2014   menyatakan   bahwa

perlindungan khusus salah satunya ditujukan untuk anak yang
berhadapan   dengan   hukum.   Anak  yang   berhadapan   dengan
hufum adalah anak yang berusia  12-18 tahun yang melakukan
tindak  pidana.  Konvensi  Hak-Hak Anak  telah  mengatur  prinsip

perlindungan hukum terhadap  anak agar tetap  menjaga harkat
martabat    anak    dengan    memberikan    perlindungan    khusus
terhadap   anak   yang   berhadapan   dengan   hukum.   Menurut
Undang-Undang Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana   Anak   (UU   SPPA)   penyelesaian   masalah   anak   yang
berhadapan  dengan  hukum  dilaksanakan  dengan  menerapkan
keadilan   restoratif   (restorative  justice)   berupa   sistem   diversi.
Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses

peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi antara
lain bertujuan untuk:
1.  Mencapai  perdamaian  anak  di  luar  proses  peradilan  antara

korban dan anak;
2.  Menyelesalkan perkara anak di luar proses peradilan;
3.  Men9hindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4.  Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5.  Menanamkari rasa tanggung jawab kepada anak.

Kota  Balikpapan  sudah  mengupayakan  penyelesaian  peradilan
melalui  diversi.   Jenis  kasus  ABH  di  kota  Balikpapan  adalah

pencurian,  kecelakaan lalulintas,  pengeroyokan dan pelanggaran
UU  ITE.  Dalam  kasus  ini  semua  ABH  sejumlah  16  anak  telah
berhasil dilakukan diversi ditin8kat penyidik dan anak kembali ke
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orangtua (Tabel 15).

Tabel 15. Juulah ABH yang berhasil proses Diversi di tingkat
penyidikan

Jenis Kasus Jumlah Anak Jundah Anak Rujukan hasil

sebelum setelah diversi

Diversi Diversi

Pencurian 6 6 Anak kembalikeorangtua

Kecelakaan 5 5 Anak kembali

lalulintas ke orangtua

Pengeroyokan 3 3 Anak kembalikeorangtua

PelanggaranUUITE 2 2 Anak kembalikeorangtua

Secara keseluruhan ABH yang mendapat bantuan hukum berupa

pendampingan dan Litmas ada sebanyak 41  anak, baik bantuan
hukum ditingkat penyidik, penuntut maupun ditingkat pengadilan

(Tabel  16).  Dari Tabel  16 terllihat bahwa jenis kasus ABH adalah
pencurian  sebanyak  15  anak,  kemudian  Perlindungan  Anak  11
anak  dan  pornografi  seta  laka  lantas  masing-masing  5  orang.
Kasus yang paling sedikit adalah penggunaan narkoba sebanyak 2
0rang.

Table 16 Jenis Kasus dan bantuan hukum

Jenis Kasus Jenis Bantuan Hukum
Jumlah Anak

Mendapat Bantuan
Hukum

Pencunan
Pendampingan dan 15 Anak (6 diversi dan

Litmas 9 Pengadilan)

Narkotika
Pendanpingan dan

2 anak ( pengadilan )
Litmas

Perlindungan Pendampingan dan
1 1 orang (2 Anak

berkonflik Hukum dan
Anak Litmas

9  Anak korban

Laka Lantas
Pendampingan dan

5 orang (diversi)
Litmas

Pomografi
Pendampingan dan 5 orang ( 2 diversi  dan

Litmas 3 Anak korban )

Pengeroyokan Pendampingan dan 3 orang ( diversi )
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Bagi anak yang berlnasalah dengan hukum dan perlu dilakukan
rehabilitasi,  maka  pemerintah  kota  Balikpapan  menyediakan  2

(dua) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dan Rumah
Per]indungan  Sosial  (LPKS)  Sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.  LPKS di Kota Balikpapan
bertempat  di Yayasan  Psikologi  Clarinta  (YPC),  dan Yayasan  AI-
Barokah,   yang   ditetapkan   oleh   Kepala   Dinas    Sosial   Kota
Balikpapan  tahun  2018.  Layanan  berbasis  masyarakat  lainnya
adalah:   TP.   PKK,   Seksi   PPA   RT,   LPKS   Tunas   Borneo,   dan
Perlindungan Perempuan dan Anak terpadu Berbasis masyarakat

(PPATBM).    Semua   layanan   berbasis   masyarakat   ini   sudah
berbadan hukum ITabel 17).

Layanan terhadap ABH tidak hanya di LPKS berbasis masyarakat,
tetapi juga beberapa lembaga pemerintah daerah Kota Balikpapan

yaitu: Puspaga.,  UPID PPA,  UPPA Polresta, Renakta Polda Kaltim,
Ppr  Ktpa  RSUD  Balikpapan,  Bapas,  dan  Dinas  social.  Bentuk
layanan  dan  surat keputusan  penetapannya  dapat  difflat pada
Tabel 17.

Table 17. Bentuk layanan pada ABH dari lembaga pemerintah dan
Lembaga Masyarakat di Kota Balikpapan

Lembaga
Bentuk layanan

Legafitas/Berbadan
Layanan Hukum
Lembaga Penerintah

UFTD PPA

Penanganan Perwali Nomor 2
Pengaduan,Pendampingan, Tahun 2019
Penjan9kauan,    Konseling
Psikologi,               Kons Cling

Hukum ,                   M ediasi,
Manajemen     Kasus     dan
Penampungan Sementara

PUSPAGA
Konseling Bagi Perempuan

SK Kepala DP3AKB

tentang Pembentukan
dan Anak PUSPAGA IIARAPAN

BaHkpapan
UPPA

Penanganan Kasus
UU Nomor Tahun

Polresta 2002 tentang
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Lembaga
Bentuk layanan

Legalitas/Berbadan
Layanan Hukum
Balikpapan Kepolisian Negara

Renak±aPoldaKaltim
Penanganan Kasus

UU Nomor Tahun
2002 tentang
Kepolisian Negara

PPT        KtpA

Penanganan Medis
Perwali Nomor 36

RSUDBalikpapan Tahun 2015

BAPAS Pendampingan ABH

SK Menteri
Kehakiman RI Nomor
M.02-PR.07.03 Tahun
1987

Dinas Sosial
Psikososial dan Reintegrasi Perwali  Nomor 46
Sosial Tahun 2016

Lembaga Masyarakat

TP. PKK

Sosialisasi     di     Poky.a     1 Berbadan Hukum
terkait kekerasan terhadap
anak dan perempuan

Seksi PPA RT Fasilitasi Pengaduan Berbadan Hukum

LPKS            AI

Pondo k              Rehabilitasi Berbadan Hukum
Narkoba    /    Pengasuhan

Barokah Alternatif                     Anak
Berhadapan Berhukum

LPKSYayasan
Pengasuhan        Altematif,

Berbadan Hukum

PsikologiClarintaquc pemuELan mental

LPKS   TunasBorneo
Pengasuhan Altematif

Berbadan Hukum

PPATBM Fasilitasi Pengaduan Berbadan Hukum

Sarana  prasarana  yang  ada.  di  kota  Balikpapan  dalam  upaya
Perlindungan     Anak     berupa     rumah     perlindungan,     mobil

perlindungan,  motor perlindungan,  telpon hotline UPI`D  PPA,  HP
Android  LAPOR  PAK,   Ruangan  Khusus   Puspaga  dan  Hotline
fuspa8a.
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Ill.       PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

RAD   tidak berhenti  hanya  sampai  pada  tersusunnya  arah  kebijakan,
indikator  Kota  Balikpapan  Layak  Anak,    dan    rencana    prograln    aksi

/kegiatan,  tetapi  juga  perlu menjaga bagaimana  target  pencapaian  Kota
Baljkpapan  Layak  Anak    terwujud.     Untuk     itu  diperlukan     kegiatan

pemantauan    dan    evaluasi    yang    menjadi    tahapan    penting    dari
keseluruhan    rangkaian    kegiatan    rencana    aksi    pelaksanaan    Kota
Balikpapan Layak Anak 2022-2026.  Kegiatan pemantauan   dan   evaluasi

program/kegiatan  perlu dilaksanakan   oleh   para   pelaksana   balk   dari
unsur    pemerintah    maupun    non pemerintah sesuai ketentuan. Khusus
untuk  unsur  pemerintah,  kegiatan  pemanta.uan,  evaluasi  dari  pelaporan
waj.jib  mengacu  pada  Peraturan  PemerintahNomor39  Tahun  2006  tentang
Tata   Cara      Pengendaliali      dan      Evaluasi      Pelaksanaan      Rencana
Pembangunan.     Sedangkan  bagi    organisasi    nonpemerintah,    kegiatan

pemantauan,       evaluasi       dan       pelaporannya   dilaksanakan   dengan
menggunakan mekanisme tersendiri.

3.1 Tujuan  Pemantauan dan  Evaluasi.

Tujuan      pemaritauan      adalah      mengalnati   perkembangari

pencapaian      Kota  Balikpapan  Layak  Anak  dari    waktu  ke  waktu;
mengukur  kemajuan    pencapaian    target    dengan    menggunakan
indikator       yang       telah       ditetapkan;    mengidentifikasi       serta
mengantisipasi  permasalahan  yang  timbul  dan  akan  timbul, agar
dapat  diambil  tindakan   sedini  mungkin.   Tujuan   evaluasi   adalah
memberikan galnbaran    atas   capaian    Kota Balikpapan Layak Anak
dan     menganalisis        permasalahan     dan       faktor  penyebabnya,
sehingga   hasil   evaluasi   menjadi   umpan   balik   bagi   perbaikan

perencanaan   kebijakan,   program   dan   kegiatan   khususnya   yang
terkait  dengan Kota Balikpapan Layak Anak.

3.2 Lingkup Pemantauan dan Evaluasi.

Secara   nasional,    Kota/kabupaten    Layak   Anak   mencakup
24indikator yang tersebar dalaln kelembagaan,  4 klaster pemenuhan
hak  anak  (Hak  sipil  dan  kebebasan;  Hak Lingkungan keluarga dan

pengasuhan alternative; Hak Kesehatan dan kesejahteraan dasar; dan
Hak   pendidikan   dan   pemanfaatan   waktu   luang),   serta   klaster
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perlindungan   khusus   anak.    Sebagian       besar   indikator   sudah
tercantum  dalam  dokumen  perencanaan  (RPJMD,  RENSTRA,  RKPD,
RENJA  dan  Dofumen/Laporan  Teknis  lainnya)  sekalipun  ada  pula

yang  belum tercantum.

3.3 Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan

Alur          pemantauan        dan  evaluasi,   serta  pelaporan  RAD
dilakukan    dengan    mengikuti    alur    pembagian kewenangan  dan
tugas   yang   telah    dinyatakan    dalan    Surat  Keputusan Walikota
Balikpapan  No  188.45-329/2021  tentang  Gugus  Tugas  Perwujudan
Kota Balikpapan menuju Layak Anak. Mekanisme     pemantauan dan
evaluasi    pelaksanaan       RAD  Kota  Nalikpapan  Irayak  Anak  diatur
mengikuti Ganbar 3 . 1 .

Cidmbar 3.1 Mekwisrne   peTrbaritouan dan eucrfuasi peid:ksanaan   RAD
Kcita Naltkpapcm Layak Anck

-  Pelaporan
"1+  Arahan/

Penugasan

<H>   Koordinasi

rT
Sekertariat

<.>

Pengarahrval i Kota

in
Penanggung Jawab/

Sekda

`-.-      t

Ketua Pelaksana/ Ketua
Bappeda

Kelompok Kerja

''''''"''''''''''+ .t-
<.>

-` +  +  +

+
1,.111

OPD

Pemantauan   diperlukan   untuk   memberikan   masukan   bagi

proses  pelaksanaan untuk mencapai hasil yang lebih balk atas  RAD
KLA. Pemantauan ini dilakukan melalui:
1.  pelaporan hasil pemantauan;
2.  pertemuan; dan/atau
3.  kunjungan lapangan.

Evaluasi   RAD   KLA   dilakukan   untuk   mengetahui   capalan
indikator target dalarn satu periode tertentu, misalnya semester atau
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tahunan   atau   sewaktu-waktu   bila   diperlukan.    Evaluasi   dapat
dilakukan  melalui  mekanisme  forum  koordinasi  Gugus  Tugas  KLA

yang  mendasarkan  pada  dokumen  perencanaan  -  RPJMD  dan  RAD
KLA.  Evaluasi ini juga dapat dilakukan oleh pihak ekstemal,  seperti

perguruan tinggi. Evaluasi dilaksanakan setiap akhir tahun.

Laporan   pelaksanaan   RAD   KLA   perlu   disalnpaikan   kepada

jenjang  yang  lebih  tinggi  untuk  mengetahui  hasil  kegiatan   dan
menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan
BAD KIA disampaikan oleh wali kota kepada gubernur.

3.4 Waktu pelaksanaan

Jadwal   waktu   pemantaua]|   dan   evaluasi   sesuai   amanat
Peraturan  PresidenNomor59  Tahun  2017  pasal  20  dan  ketentuan

periode         penyalnpalan         pelaporan,    pemantauan                  dan
evaluasimengikuti       ketentuan          pusat,          yakni:  Pemantauan
dilaksanakan   setiap   3    (tiga)   bulan   sekali   atau   sewaktu-waktu
apabiladiperlukan.       Evaluasi       dilaks anakan        1        (s atu) tahun
sekaliatausewaktu-waktu   apabila   diperlukan.Laporan   pemantauan
disampaikan     15    hari    setelahperiode    pemantauanper    triwulan
beljalan:(1)  triwulan  pertama  (bulan  Januari  sampai  dengari  bulan
Maret);  {2) Triwulan kedua (bulan April   sampal dengan    bulan Juni);

(3)  triwulan ketiga (bulan Juli sampai dengan bulan September);  dan
(4) Triwulan keempat (bulan Oktober sampai dengan  bulan Desember).
Terakhir, Laporan    evaluasi pelaksanaan pencapaian Kota Balikpapan
Ica:yak   Anak   disampaikan    satu   bulan       setelah   tahunbeq.alan.
Pelaporan pelaksanaan BAD  KLA dilakukan setiap  1  (satu)  kali pada
akhir tahun disampaikan oleh Ketua pelaksana (Ketua Bappeda) pada
Walikota, dan selanjutnya disalnpaikan ke Gubemur.
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IV.       PENUTUP

Rencana   Aksi   Daerah   (RAD)   Kota Balikpapan Layak Anak disusun
untuk mengefektifkan koordinasi antar perangkat  daerah yang bertanggung

jawab terhadap  kelembagaan/klaster dan  indikator dengan  mitra peran8kat
daerah lain, 1embaga masyarakat, dunia usaha, media, dan perwakjlan anak,
dalam  memastikan  pencapaian  setiap  indikator  sesuai  target  yang  telah
ditetapkan.   Dalam   pelaksanaannya   RAD   didasarkan   pada   prinsip:   Non-
diskriminasi; kepentingan terbalk bagi Anak; hak untuk hidup, kelangsungan
hidup,  dan  perkembangan  Anak;  penghargaan  terhadap  pandangan  Anak;
serta tata pemerintahan yang baik.
Dalam     melaksanakan     RAD     Kota Balikpapan Layak Anak     diperlukali

penguatan        sarana  dan  prasarana  pelaksanaan     yang     meliputi:     {1)
penin8katan kapasitas/penguatan pemahaman SDM tentang pemenuhan hak
anak dali perlindungan khusus anak; (2) pengua.tan teknologi sistim informasi;

(3)pengembangan   inovasi;      (4)      penguatari     kerja  sama  multipihak;   (5)
penguatan koordinasi;  (6)  pemberian penghargaan     kepada     para     pihak;
serta     (7)     penguatan     pelaksanaan     strategi komunikasi.  Pemanfaatan
sistim informasi   menjadi   dasar   untuk   mendukung   pengembangan   data
dasar,  pemantauan,  evaluasi dan  pelaporan  pelaksanaan  pencapaiari  target
KLA.

.Pelaksanaan  pencapaian  Kota  Balikpapan  Layak Anak  mencakup  berbagal
macam    aspek,    yaitu  kerangka    hukum,  kelembagaan,    serta    substansi

prograln    dan  pendanaan.  Keempat    aspek    tersebut    merupakan    satu
kesatuan    yang    koheren    dan  saling    melengkapi    untuk    pelaksanaan

pencapaian  Kota Balikyapan Layak anak, sehingga diperlukan koordinasi dan
sinergi yang kuat.
Dokumen   RAD   Kota Balikpapan Layak Anak    merupakan   dokumen yang
menjadi  pegangan  dan  arah  kelja  multi  pihak  dalaln  mewujudkan  Kota
Balikpapan  Layak  Anak,   dan  secara  terus  menerus  dapat  dikaji  secara
bersama antara pihak pemerintah dan nonpemerintah.
Semoga dengan tersusunnya RAD Kota Balilapapan Layak Anak,  pemenuhan
hak  anak  dan  perlindungan  khusus  anak  dapat  ben.alan  dengan  optimal,
sehingga anak-anak terlindungi, menurunnya angka kekerasan, meningkatnya
kualitas  hidup  dan  kesejahteraan  anak  serta  dapat  berpartisipasi  dalam
pembangunan  dan  siap  menjadi  generasi  emas  sebagai  calon  pemimpin
ban8sa.
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MATRIKS RENCANA AKSI DAERAII PENYELENGGARAAN KOTA BALIKPAPAN LAYAK ANAK TAHUN 2022-2026

NO INDIRATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENENGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

I KELEMBAGEN
1 Peraturan Fasilitasi Jundah Peraturan/ 1 1 1 1 1 1 Dp3akb Program

Daerah penyusunan peraturan kebijakan Pemenuhan

(Perda)tentang KLA Perda KLA daerah,peraturanbupati/walikota,keputusanstuntingbupati/ walikota,instruksibupati/walikota,suratedaranbupati/ Hak Anak
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NO INDIRATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENENGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

wall kota
2 Penguatan Fasilitasi .Jundah Bimbingan 2 2 2 2 2 2 Dp3akb Program

kelembagaa penguatan kegiatan teknis Pemenuhan
nKLA kapasitasGugusThgas(GT)KLA kapasitaspenanggungjawabindikator;kelembagaandanklasterGTKLA Hak Anak

PenyusunanRencanaAksiDaerah(Fun)KLA RE KLA yangterintegrasidengandokunenperencanaanpembangunandaerah Dokumen 1 1 1 1 1 1 Dp3akb ProgramPemenuhanHakAnak
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGF"
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Pembafi-anProfflKIA Profil KLA dandiperbaharuisecaraberkala Dokunen 0 0 1 1 1 1 Dp3akb ProgramPemenuhanHakAnak

Pembentuka Jumlah Kecamatan 10 15 20 25 30 35 DP3AKB Program

n Fasilitator KLA Desa/Kelura 6 12 17 22 27 32 Pemenuhan

danpenguatanFasilitatorKLA han 30 34 39 44 49 54 Hak Anak

PenyusunanmateriKomunikasi,Informasi,danEdukasi(KIE)KLA Jundah materiKIEKIA Paket 2 3 4 5 6 7
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

PenguatanIndikatorKLA Jumlahkegiatan Indikator 3 7 10 15 20 24

Fasilitasi Jumlah desa Desa/Kelura 3 6 12 16 20 24 DP3AKB Pemberdaya

Pemberdaya yang han    Ramah an

anAnak          diDesa(DesaRanahAnak) melaksanakanfasilitasipemberdayaanAnakdiKelurahan(KelurahanRanahAnak) Anak masyarakatdesaProoranPemenuhanHakAnak

PelatihanbagiSDMPATBMtentang Jumlah SDMPPATBMyangterlatihPerlindungan Orang 136 204 306 408 510 612 DP3AKBProgramPerlindunganKhususAnak
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NO INDIRATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

PerhadunganAnak,termasukeksploitasiseksualanakmelaluimediaonline Anak

3 Peran1embagamasyarakat,mediamassa,dandunia PembentukanAsosiasiPerusahaanSahabatAnakIndonesia APSAI akff Asosiasi 1 1 1 1 1 1 DP3AKB ProgramPemenuhanHakAnak
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGF"
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

usahadalampemenuhanhakAnak (APSAI)Kabupaten/Kota
ProgramPemenuhanHakAnak

Penguatan Jumlah SDM SDM 53 74(IDI) 95 116 137 158 DP3AKB

dan pelembagaan dan lembaga Lembaga dan  Proram

perlindunga PUHA bagi profesi yang Pengelolaan

n forum mendapat (Himps (Perad Sistem Data

khusus 1embaga penguatan 1, i) Gender  dan
Anak profesi pelembagaanPUGdanPUHA PGRI'181) Anak

Penguatan Jundah Dokumen 1 1 1 1 1 1 DP3AKBPK Prooram
Peran PKKmelalui10ProgramPokokPK(Penghayata Program/Panduan 10ProgramPokokPKKuntukDiimplementasikanmenjadi Laporan PemenuhanHakAnakdanProgram10ProgramPokokPKK
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGF"
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

ndanPenganalanPancasila,GotongRoyong,Pan8an,Sandang,PerumahandanTataLaksanaRumahTan88a,PendidikandanKeterampila program Desa/KelurahanLayakchak mendukungDesa/KelurahanLayakAnak
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NO INDIKATOR
RENCENAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

n,Kesehatan,PengembanganKehidupanBerkoperasi,KelestarianLingkunganHidupsertaPerencanaanSehat)

PembentukandanpenguatankapasitasJarin8an Jaringan MediaPeduliAnakaktif Jaringan 0 1 1 1 1 1 Diskominfo PengelolaanInformasidanKomunikasiPublik
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NO INDIRATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGEN
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

MediaPeduli Anak(JMPA)

PenguatanpelembagaanPUHAbagimedia Jundah mediacetakyangmendapatpenguatanpelembagaanPUHA SDM 00 340 340 3410 3420 3425 DiskominfoDisputakar PengelolaanInformasidanKomunikasiPubHkProgrampembinaaperpustakaan
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

PenguatanpelembagaanPengarusutarna-anHakAnak(PUHA)bagiorganisasikeaganaan Jundah SunberDayaManusia(SDM)organisasikeagamaanyangmendapatpengua.tanpelembagaanPUHA SDM 0 0 3 4 5 6 Dp3akb ProgramPemberdayaandanpeningkatankeluagasejahtera

Junalah1embagakeagamaan Lembaga 0 0 3 (NU,Muha-ad,dewanGereja 4 5 6 Dp3akb ProoramPemberdayaandanpenin8katankeluagasejahtera
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

PenguatanpelembagaanPengarusutarna-anHakAnak(PUHA)bagiorganisasikemasyarakat-an Jundah SunberDayaManusia(SDM)organisasikemasyarakatanyangmendapatpenguatanpelembagaanPUHA SDM 30 40 50 60 70 80 Dp3akb ProoramPemenuhanHakAnak

Junalah1embagaKemasyarakatan Lembaga 1(Forumpemerhatianak) 1 2 3 4 5 Dp3akb ProoramPemenuhanHakAnak



-71-

NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

PenguatanpelembagaanPUHAbagiakademisidan1embagariset Jundah SDMakademisidan1embagarisetyangmendapatpenguatanpelembagaanPUHA SDM 0 0 2 4 6 8 Dp3akbDP3AKB ProgramPemenuhanHakAnakPendidikan,Pelatihan,Penelitian,Pengemban8an,DiseinasidanPenerapanIlmuPengetahuandanTeknologi

Jundahperguruantinggidan1embagariset Lembaga 0 0 2 3 4 5
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NO INDIRATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGF"
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

PembentukanTimPelaksanaLayananKesejahteraanAnakInteoratif Jumlah TimPelaksanaLayananKesejahteraanAnakIntegratifataunanalaindiLuarPantiSosial Lembaga 2 2 2 2 2 2 Dinas Sosial RehabilitasiSosialAnakTerlantardiLuarPanti1.LPKSALBarokah2.LPKSThasBorneo
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

atau     nanalaindiluarPantiSosial

11 KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

4 Anak yang Peningkatan Persentase % 98,39 98,50 98,75 99,00 99'25 99,50 Disdukcapil Penataan

meniiliki cafupan caJmpan tata    kelola

Kutipan kepemilikan kepemilikan kependuduk

Akta akta akta kelahian an,

Kelahiran kelahiranbagipenduduk0-17tahun pada penduduk0-17tahun PelaksanaanPencatatanSipilProgramFasilitasi

Target RA % 48 50 60 70 80 90

Pelayanan Jumlah Kecamatan 6 6 6 6 6 6

KatuIdentitas KIA Desa/Kelurahan 34 34 34 34 34 34
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NO INDIKATOR
RENCAINAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGEN
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Anak (KIA) TerkaitPendaftaranPendudukProoramPenataanTataKelolaKependuduken

Sosialisasi lJumlah Kecamatan 6 6 6 6 6 6 Disdukcapil Prooran
dan Kecamatan/ Desa/Kelura 34 34 34 34 34 34 Penataan
advokasikebijakanpemenuhanhaksipilAnakmelalui desa/kelurahantersosialisasikankebijakanpemenuhan han TataKelolaKependudukan
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGEN
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

kebemilikanaktakelahiran hakAnak untukmemperolehAktaKelahiransecaragratis

5 Ketersediaa Penyelenggar Persentase % 100 loo loo 100 100 100 Diskominfo Pengelolaan

n a-an sistem Konten internet Informasi

Fasilitas elektronik bermuatan dan
Informasi yang negatifyang Komuhikasi
Layak Anak(ILA) aman,handal,danbertanggungjawab ditangani Publik

Penyebaran Junalah Konten Eksemplar 5 10 15 20 25 30 DP3AKB Program
Infomasi Informasi Layak (Produk Pemenuhan
Layak Anak Anak yang Konten Hak Anak
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

tersebar melaluiForumAnak cetak,digital)
Disputakar PembinaanPerpustakaa

Junalah daerah Kecanatan 6 6 6 6 6 6

yang terpaparinformasiLayakAnakmelaluimediacibot/ethetimedanthrouqhthetine Kelurahan 34 34 34 34 34 34 n

JunalahsosialisasiinformasilayakAnakmelaluirmediabelowtheZ1'ne Kegiatan 1 2 3 4 5 6

Fasilitasi Jumlah daerah Kecamatan 6 6 6 6 6 6 DP3AKB Program

pemenuhan yang Desa/ 34 34 34 34 34 34 Pemenuhan
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NO INDIKATOR
RENCAVAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

hak       AnakatasILA tersosialisasikanhakAnakatasILA Kelurahan

DP3AKB

Hak AnakPembinaan

LJundah Pusat Kabupgiten/ 10 10 11 12 12 13

Informasi Kota Bappeda Perpustakaa

Sahabat Anak Kecamatan Disputakar n

(PISA) (GSU) (+TanancerdasSelatan) (+TamancerdasTimur) Kecamatan

Jumlahpeapustakaanyangdikembangkandandibina PeapustakaanKota/Perpustkaankelifro8 126 136 136 136 136 136 Disputakar PembinaanPerpustakaanPerpustakaa
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

(kabupaten/kotamerniliki1ayananPexpustakaananakdanekstensifikasi1ayananmelaluimobilperpustakaankeliling) KecamatanKelurahan
34 34 34 34 34 34

n      KelilingdanRumahBelajarPojokBacaDigital

Jundahkegiatanpembudayaankegemaranmembacadan1iterasi Kegiatan 2 2 2 2 2 2

Tingkat % 1 1'25 1,5 1,75 2 2,25
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRA
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

kunjunganpeapustakaanolehanak

Layananperpustakaanberbasisinklusisosial Perpustaka-anKabupaten/Kota/KecamatanKelurahan 100 100 101 101 101 101

Jumlah PojokBacaDigitalareapublikdiKabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/ Pojok BacaDigital 0 3(disdukcapil,RSUDberiman, 3 3 3 3
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRA
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Kelurahan Mallpelayananpublik

6 Pelembagaa Fasilitasi Jumlah Kecamatan 6 6 6 6 6 6 DP3AKB Prooram

n dan kecanatan  dan Desa/ 32 34 34 34 34 34 Pemenuhan
PartisipasiAnak penguatankapasitasForumAnak(FA) desa/kelurahanyangmemilikiFAaktif Kelurahan Hak Anak

Pelatihan Jumlah     anak FA         Kab. / 18 18 18 18 18 18

bagi anggota Kota 30 30 30 30 30 30

FA sebagaiPelopordanPelapor(2P) FA sebagai 2P FAKecamatanFALDen;a IKelurahan 250 250 250 250 250 250

Pelatihan Jundah FA Kota 1 1 1 1 1 1
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

PartisipasiAnakdalamPerencanaanPembangunan(PAPP)ba8iFA menerapkanPartisipasiAnakdalamPerencanaanPembangunan(PAI}P) KecamatanKelurahan
634 634 634 634 634 634

Penguatan Jumlah Kab./ Kota 4 4 4 4 4 4

kapasitas Fasilitator Kecamatan 0 0 6 6 6 6

FasilitatorForumAnak Forum Anakterlatih Desa/Kelurahan 0 0 17 20 25 34

Fasilitasi Jundah daerah Kabupaten 1 1 1 1 1 1 DP3AKB Program

penguatanperanForumAnaksebagaiPelopordan yang terlibatdalampertemuanForumAnakNasional lTboitfl PemenuhanHakAnak
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Pelapor (2P)

Ill KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

7 Pencegahan Pencegahan Persentase % 0,018 0'17 0'016 0'15 0,014 0,13 DP3AKB Program

Perkawhan Perkawhan perempuan Kesetaraan

Anak Anak berusia 20-24tahunyangmenikahsebelumberusia18tahun GenderPerlindunganPerempuandanPerlindunganAmak(KGPPA)

Pencegahan Jumlah   remaja Oran8 goo goo 1000 1000 1000 1000 Kementerian Peningkatan

PerkawinanAnak usia       s ekolahyangmendapatbimbingancegahkawh Agama kualitaspelayanannikah
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

anak  dan  sekspranikah

Jundah Kecamatan/ 6 6 6 6 6 6 DP3AKB Prooram

Kecamatan/Desa/KelurahanyangdifasilitasidalampencegahanperkawinanAnak Kelurahan 34 34 34 34 34 34 KesetarainGenderPerhidunganPerempuandanPerlindunganAnak(KGPPA)

8 Penguatan Pembinaan Jundah Keluarga 30 30 30 30 30 30 Kementerian Keluarga

Kapasitas dan/atau keluarga yang A8ama Sakinah
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

LembagaKonsultasiPenyediaLayananPengasuhanAnakbagiOrangTualKeluarga bimbinganbagikeluarga menerimabimbingan   dan1ayananpusakaSafroah/kristiani/bahagia/sukinah/hitasukhaya

DP3AKB

TerbimbingKerulrmanUmatdan1ayananUmatBeragana.ProgramPemenuhanHakAnak

Jumlah     calonpengantinyangmemperolehkursusprarrikah Oran8 1000 1120 1200 1200 1200 1200

JumlahKecanatanyangdifasilitasidalam Kecamatan 6 6 6 6 6 6
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NO INDIKATOR
RENCENAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGEN
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

penguatan danpengembanganpusatpembelajarankeluarga(PUSPAGA)

JundahLembagaPenyediaLayananPeningkatanKualitasHidupAnakdibina Lembaga 258 14 21 25 30 30

Fasilitasipembinaankeluarga PersentaseAnakusia0-6tahun % 57 60 62 65 67 70 DP3AKB ProgramPembangunan
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

balitadanAnak yang memilikiperkembanganyangbalk Keluarga,Kependudukan,dan,KeluargaBerencana

Jumlahkeluargayangmemilikibadutapada1okusprioritasyangmendapatkanpromosidanKIEPengasuhan1000HPKdalam Keluarga 140 150 150 150 150 150 DP3AKB ProoramPembangunanKeluarga,Kependudukan,danKeluargaBerencana
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGF"
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

PencegahanStunting
BanggaKencana(BinaKetahananBalita)

Prosentasekeluarga yangmendapatkanPelayananPUSPAGA O/o 1'10 1,15 1'20 1,25 1,30 1,35

Penyediaanlayananpendidikanyangmeratadanberkualitasjenjan8PendidikanAnakUsiaDini, Persentase SDyangmemiliki1ingkungankondusifdalampembangunankarakter % 82.3 85 87.5 90 92.5 95 Disdikbud ProoramPendidikanAnakUsiaDini,PendidikanDasar,danpendidikanmenengah

Persentase SMPyangmemilikihigkungankondusifdalan % 47 50 52.5 55 57.5 60



-88-

NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGF"
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

PendidikanDasardanPendidikanMenengah pembangunankarakter

Persentase SRAyangmemiffi1ingkungankondusifdalanpembangunankarakter % 30.4 30.7 40.0 42.5 45 47.5

Persentase SLByangmemiEL1ingkungankondusifdalampembangunankarakter % 50 70 loo loo loo loo

Penguatankarakterbagi Jundah KontenPenguatanKarakter Konten 7 7 7 7 7 7 Disdikbud ProoramPengelolaanPendidikan



-89-

NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

ekosistempendidikandankebudayaan SatuanPendidikanyangdihasilkandandisebarluaskan

Jundah KontenPenguatanKarakterKeluargayangdihasilkandandisebarluaskan Konten 7 7 7 7 7 7

Jundah KontenPenguatanKarakterMasyarakatyangdihasilkandan Konten 2 2 2 2 2 2
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGEN
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

disebarluaskan
Fasilitasi .Juulah Kecamatan/ 6 6 6 6 6 6 BNN Program

ProgramKetahananKeluargaAntiNarkoba Kecamatan/Desa/KelurahanyangmelaksanakanProgramKetahananKeluargaAntiNarkoba Kelurahan 30 32 34 34 34 34 KetahananKeluargaAntiNarkobaBerbasisSunberDayaDesa(DesaBersinar)

9 Pengemban Peningkatan Persentase % Ada 37 79 loo loo loo Disdikbud Program

g-an Anak satuan satuan PAUD loo Pengelolaan

Usia Dini PAUD yang paud Pendidikan

Holistik dan yang menyelenggarak y8 dasar     dan

Integratif menyelengga an mengi menengah

(PAUD-HI) -rakan 1ayanan Holistik mplem
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1ayananHolistikIntegratif Integratif entasikanHI21%)

PersentasesaturnPAU Dyangmenerapkanevaluasipesertadidikberkembangsesualharapan % 78 82 87 90 loo loo

PeningkatancapaianhasilbelajarsiswapadajenjangPendidikan Nilai     rata-ratatingkatpencapaianperkembanganAnak(5-6tahun) Satuan 70 72 75 77 80 100 Disdikbud ProoramGuru danTenagaKependidikan
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NO INDIRATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGF"
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Anak      UsiaDini

PembinaanperfugkatankompetensipelayananAnakusladinibagiperawat'bidan'pengasuhdanpendamping,pendidikdantenagakependidikan' TerlatihnyaPelatihanCalonPelatih(PCP)GuruPAUD Orang 21 42 63 84 105 126 Disdikbud PeningkatanKompetensiPelatihanCalonPelatih(Pop)GuruPAUD
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

kader'penyuluh,danSDMlainnya

10 Standarisas Pelaksanaan Jundah     LKSA Lembaga 2 2 4 6 8 10 Dinsos Program

1 Standar yang (almuk Rehabilitasi

LembagaPengasuhanAlternatif NasionalPengasuhanAnak(SNPA)diLembagaKesejahteraan terakreditasi mindanTamarlska) Sosial anak
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Sosial Anak(LKSA)

Pelaksanaan Junalah        TAS Lembaga 1 1 1 1 1 1 Dinsos Program
Standar yang (Labiba Rehabilitasi
NasionalPengasuhanAnak(SNPA)diTananAnakSejahtera(TAS) terakreditasi h) Sosial anak

PelaksanaanstandarisasidaycareramahAnak JundahDaycare  ramahAnak Lembaga 0 1 1 2 3 4 DP3AKB ProoranKesetaraanGenderPerlindunganPerempuan
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

pROGFun
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

danPerlindunganAnak(KGPPA)

Penguatan Junalah Pesantren 0 0 2 3 3 3 DP3AKB Program
Kapasitas pesantren .yang Ramah (hiday (+Muj Kesetaraan
Pesantren telah difasilitasi Anak atullo ahidin Gender
dalam pembentukan h' ) Perlindunga
memberikanPengasuhanAltematif pesantrenranahAnak asyifa) nPerempuandan

Jundah    model Model 0 0 0 0 0 1

bagiSantri/wati pesantrenramah[inak Pesantren PerlindunganAnak(KGPPA)

Junllahpengasuhpesantren  yangdilatih PengasuhPesantren 0 0 30 60 90 120
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

pROGFrm
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

pengasuhanAnakberbasisHakAnak

11 Ketersediaa Pembanguna Jumlah   Ruang RBA 35 35 35 40 42 50 DP3AKB Program
nInfrastrukturRamahAnakdiRuangPublik n         Ruan8BermamRamahAnak Bermain Anak DLH pemenuhanhakanak

Standardisas1Ruan8BermanRamahAnak Jumlah   RuangBermainRamahAnakterstandarisasi RBRA 0 0 1 2 3 4

Fasilitasipengembangantransportasiangkutanumun Jundahpemberian bussekolahbantuan Unit 2 2 2 3 3 3 Dishub ProgramInfrastruturKonektivitas
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

massalramah Anak

PembangunanZonaAmanSelamatSekolah(ZOSS) Jumlah      Zo SSyangterbentuk 1okasi 12 12 13 14 15 16

IV KLASTER .KESEHATAN DASAR DAN RESEJAHTERAAN

12 Persalinan Peningkatan Persentase % 99'9 loo loo loo 100 100 Dinkes Program
di kesehatan persalinan di Pemenuhan
Fasilitas ibu fasilitas Upaya
Kesehatan dan Anak pelayanankesehatan KesehatanPerorangandanUpaya

Persentase    Ibu Orang 100 100 loo loo loo 100
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Hamil         yangmendapatkan1ayanankesehatan Masyarakat

Persentase   IbuBersalinyangmendapatkan1ayanankesehatan Orang loo loo loo loo loo loo

Persentase  BayiBaruLahiryangmendapatkanlayanankesehatan Bayi loo loo 100 100 loo loo

PersentaseBalita yangmendapatkan Anak loo loo loo loo loo 100
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKURAN

I

SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (_1o) (11) (12) (13)

1ayanankesehatan

Skriningdeteksidiniprapersalinan PersentaseorangdenganresikoterinfeksiHIVmendapatkanpelayanandeteksidiniHIVsesuaistandar 58'390/o 58,39 100 loo 100 loo loo Dinkes ProgramPemenuhanUpayaKesehatanPerorangandanUpayaMasyarakat

13 Status GraBalita Suplementas1vitainApadaBalita PersentaseBalitasUsia 6-59BulanmendapatkanvitainA % 100 100 100 100 loo 100 Dinkes ProoranPemenuhanHakAmak

Pemantauantumbuh Persentasebalitayang % 80 85 85 90 90 90
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NO INDIRATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
kembangbalita dipantaupertunbuhandanperkembangannya

sosialisasi Jundah daerah FA 1 1 1 1 1 1 DP3ARE Prooran
bagi yang menriliki Kab./Kota 6 6 6 6 6 6 Dinkes Pemenuhan
FA     sebagai2PdalamGizi FA 2P Gizi FAKecamatanFAKel. 1 2 34 34 34 34 Hak     AnakdanProoramPeningkatanKualitasKeluarga

14 PemberianMakanpadaBayidan PeningkatangiziAnakdibawahusiadua Persentase bayiusiafurangdari6bulanyangmendapat % 78,69 78,51 79 79,2. 79,5 80 Dinkes ProgramPemenuhanUpayaKesehatan
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•NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSI

PROGF"
2022 2023 2024 2025 2026

PENANGGUNGJAWAB

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Anak(PMBA)UsiadiBawah 2Tahun tahun ASI eksklusif PerorangandanUpayaMasyarakat

FasilitasipeningkatanASIEksklusif Jundahkecamatan,desa/kelurahanyangdifasilitasidalampenangananstuntingmelaluiKampungAnakSejahtera(KAS) Kelurahan 34 34 34 34 34 34 DP3AKB ProgramPemenuhanHakAnak.

15 9.        PusatKesehatan Fasilitasipelayanan Persentasefasilitas O/o 60 60 74 100 100 loo Dinkes ProgramPemberdaya
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Masyarakat ramah  Anak kesehatan an
dengan di tingkat pertama Masyarakat
1ayananranahanak fasilitaskesehatan sesuai standar BidangKesehatan

Persentase-ahsakitterakreditasi O/o loo 100 loo 100 loo loo

PelayanankesehatanAnak Presentaseimunisasi dasarlengkappadausla12-23bulan % 92,9 94,1 94'6 95 95 95 Dinkes ProoramImunisasi

PelayanandeteksidiniAnakdenganpneumonia Puskesmasmelakukan tata1aksanastandarpneumonia % 100 100 100 loo loo loo Dinkes ProgramPeningkatanKapasitasSDMKesehatan

anak      usia Persentase % loo 100 loo loo loo loo Dinkes Program
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
01-5    tahunkurang1(satu)harimemilikibukuRA anak  usia  01-5tahunkurang1(satu)hariyangmemilikibukukesehatanibudananak/RA PeningkatanKapasitasSDMKesehatan

PeningkatankesehatanAnakusiasekolahdanremaja Kecamatanyangmenyelenggarakanpelayanankesehatanusiasekolahdanremaja Kecamatan 6 6 6 6 6 6 Dinkes ProoranPeningkatanKapasitasSDMKesehatan

Peningkatanupaya Persentase SMAdansederajat % 100 100 loo 100 100 loo Dinkes programKesejahtera
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NO INDIRATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
kesehatanjiwapadaAnak yangmenyelenggarakanupayakesehatanjiwadanNapza an Rakyat

FasilitasiPelayananRanahAnakdiPuskesmas JunalahPuskesmasyangdifasilitasiDenganPelayananRamahAnak Fuskesmas 15 15 20 22 24 27 Dinkes ProgramPemberdayaanMasyarakatBidangKesehatan

PelatihanKonvensiHakAnak(KHA) Jumlah tenagakesehatan(Puskesmas)terlatihrm Oran8 47 50 100 150 ZOO 250 Dinkes ProgramPemenuhanHakAnak
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

bagitenaga-kesehatan

16

Lingkungan Peningkatan Persentase % 91.79 92.05 92.29 92.53 92.76 92.98 Dinas PUDKK Program
Sehat rumahtan88aden8anaksesAirMinumdanSanitasiyangLayaksertaTermujudnyaKabupaten/KotaSehat Rumah   TanggayangMemilikiAksesTerhadapLayananSanitasiLayak,minurmyasesualstandar PengelolaanDanPengembanganSistemAirLimbahProgram

Persentasedesa/kelurahandenganStopBuangairbesarSembarangan % 58 76.47 80 85 90 95
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGFOu
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

(SBS)

Dinas Pangan,PertaniandanPerikanan
KesejahteraanrakyatProoramPengawasanKeanananPanganProgramketahananPan8an

Presentasetempatpengelolaanpangan(TPP)yangmemenuhisyaratsesuaistandar % loo loo loo loo 100 loo

MeningkatnyaKetahananPangan Skor PolaPan8anHarapan 87 87 87 88 89 90

PromoslKesehatan Persentaseposyanduaktif % 75 76 77 78 79 80 DP3ARE Programkesehatan
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGF"
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

masyarakat
Peningkatankontribusipemenuhanaksesairinum Persentaserumahtanggayangmemilikiaksesterhadaparminum1ayak % 97.98 98.49 98.54 98.80 99.05 99.29 DPU ProgramPengelolaanDanPengembanganSistemPenyediaanAirwhum

Peningkatankontribusipemenuhanaksessanitasi Persentaserunahtanggayangmemilikiaksesterhadaplayanansanitasi1ayak % 96'79 96,95 97,1 97,25 97,39 97'53 DPU ProgramPenangananGenanganPermukimandenganSistemDrainaseLingkungan
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Permukinan

Persentase % 96,79% 96,95 97,10 97,25 97,39 97,53% DPU Program
-ahtanggayangMendapatkan1ayanansistempengelolaanairLimbah O/o % % % PengelolaanDanPengembanganSistemAirLimbah

Persentasemprastruktursektorpenyehatan1ingkungandalainkondisibaik % 97.54 97.85 97.93 98.14 98.31 98.53 DPU ProgramPenangananGenanganPermukinandenganSistemDrainaseLingkungan

PersentasePenyediaan % 97,82 97'82 97,82 98 98 98'36
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

pROGFun
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

SaranaPersampahan Permukiman

SosialisasibagiSDMFommAnaksebagai2PSanitasi Jumlah      SD MForunAnaksebagai2PSanitasi Forum Anak 20 20 20 20 20 20 DPU ProgramPenangananGenanganPermukimaLndenganSistemDrainase

sosialisasi Jumlah      SD M Forum 20 20 20 20 20 20
bagiSDM ForumKeluargasebagai2PSanitasi Forum Keluargasebagai2Psanitasi Keluarga LingkunganPermukinan

17 Ketersediaa Implementas Kecamatan, Kecamatan, 6 6 6 6 6 6 Dinkes Program
n 1 Desa/ Kelurahan 34 34 34 34 34 34 Pemenuhan
Kawasan KTR Kelurahan Upayg,
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

TanpaRokok(KTR)danLaranganIklan,PromosidanSponsor(Ips)Rokok MenerapkanKawasanTanpaRokok(KTR) DP3AKB KesehatanPerorangandanUpayaMasyarakatProgramPemenuhanHakAnak

PersentasePerkantoran,Rumahsakit,puskesmas,dansekolahmenerapkanKTR % loo 100 100 loo 100 loo DP3AKB KesehatanPerorangandanUpayaMasyarakatProoramPemenuhanHakAnak

SosialisasiBahayaRokok Jundah      SD MForumAnaksebagai2P Forum Anak 15 25 30 35 45 55 DP3AKB ProgramPemenuhanhakanak
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGlJAWAB

PROGF"
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

bagi Anaksebagai2P Hebat       TanpaRokok

V KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

18 Wajib Peningkatan APK  PAUD  (3-6 APK 28.30 29.30 29.80 30.30 30.80 31.30 DisdikbudKementerian Program
Belajar12 (dua perluasanakses tahun) PengelolaanPendidikan

Angka APK 87.30 88.70 89.40 90.10 90.80 91.50

belas) afirmasi partisipasi Agana dasar     dan
Tahun jenjangpendidikanAnakusiadini,pendidikandasardanmenengahsertapercepatan kasar / APKSD/MI/SDLB MenengahMenengah

APKSMP/MTs/ SMPLB APK 93.66 95.26 96.06 96.86 97.66 98.46
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

WajibBelajar12Tahun

Penyediaan1ayananpembiayaanpendidikan Jumlah  pesertadidikjenjangsekolahdasaryangmenerimaperlengkapandasarpesertadidikdariPemerintahDaerah Anak NA 12500 13000 13500 14000 14500 Disdikbud ProgramPengelolaanPendidikandasardanMenengah

Jundah  pesertadidikjenjangsekolahmenengahpertanayang Anak NA 11555 11902 12259 12626 13005
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGF"
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

menerimaperlengkapandasarpesertadidikdariPemerintahDaerah

Jumlah  pesertadidikpadajenjangsekolahdasaryangmenerima.pembebasanbiayapendidikan Anak 53780 54726 57462 60335 63352 66520

Jumlah     siswapenermaBOSpadaMadrasah Orang 6000 8120 6000 6000 6000 6000 KementerianAgana Programbantuanpendidikan
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NO INDIRATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Jurnlah     siswapenerimaBOSpadasekolahkeagamaan/PDFMuadalah Orang 25 25 28 30 30 30

PersentasesiswapenerimaPIPpadaMadrasah/sekolahkeaganaan % 10 12 15 20 25 30

PersentasesiswapenerimaPIPpadapendidikankeaganaan/PDFMuadalah 0/o 6 7 10 10 12 13
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

pROGFun
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Penyediaan1ayananpendidikanyangmeratadanberkualitaspadajenjangPendidikanAnakUsiaDini,PendidikanDasar,danMenengahPeningkatanpartisipasipesertadidik PersentasePemerataanKuantitas danKualitasPendidikdanTenagaKependidikanbagiSatuanPendidikanDasar,PAUD,danPendidikanNonformal/Kesetaraan % 70 70.35 70JO 71.05 71.40 71.75 Disdikbud ProgramPengelolaanPendidikandasardanMenengah

Tingkatpartisipasiwarganegara % 43.25 43.35 43.45 43.55 43.65 43.75
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NO INDIKATOR
RENCAVAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJ'AWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

pada satuanpendidikan usia 5-6 tahunyangbeapartisipasidalampendidikanPAUD

19 Sekolah Fasilitasi Persentase % Ada4 22 30 35 40 45 Kementerian Prooram
Ramah pelaksanaan Madrasah yang MTs A8ana Pendidikan
Anak(SRA) KebijakanSRAdisetiapjenjan8pendidikan Ramah Anak berdasarSKWalikotano188.45346/2019 DasarPondokPesantrenSekolahRanahAnak(SRA)padaSMPTK/SMTK/SMAK

Persentase % 158/ 19 85 87 89 91 93 Disdikbud
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASJue(2021) TARGET INSTANSIPENAINGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

PembelajaranSDRanahAnak 2-82.3% DP3AKB ProgramPemenuhanHakAnak

PersentasePembelajaranSMFTK/SMTK /AliyahyangRamahchak % 3,f3/8;3--47% 50 52.5 55 57.5 60 DisdikbudDP3AREKementerianA8ana

PersentaseShun/TsanawiyahyangRanahAnak % 21/48=31% 34 37 40 42.5 45 DisdikbudDP3AKBKementerianA8ama
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Jundah satuan SD 169 172 177 182 187 192 Dp3akb Program

pendidikan SMP 27 37 47 57 67 77 Disdikbud Pemenuhan

yang SMA 9 14 18 24 32 40 Kementerian Hak Anak

difasilitasi SMK 6 8 10 11 12 13 A8ama ProgramPendidikan
tentang MI 1 2 3 4 5 6

pemenuhan MTS 2 3 4 5 6 7

hak RA
'1

2 3 3 3 3 dan  Tenaga
Anck ataspendidikan(pelatihanREAdanSRA) SLB 3 3 3 3 3 3 Kependidikan

Jumlah Tenagapendidikyangdifasilitasitentan8pemenuhan Oran8 219+186-405 455 500 550 600 650
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGEN
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

hakAnak ataspendidikan(pelatihanKHAdanSRA)

KecanatanyangdifasilitasidalampengembanganfasilitaskreatitasdanbudayaAmakJumlahkecanatandifasilitasi Kecamatan 6 6 6 6 6 6
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGF"
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

dalampengembanganmodelPRAsesuaistandar

PersentasesatuanpendidikanyangmemiEL1ingkungankondusifdalampembangunankarakter PAUD.TK.RAIs)DIMI/NIHs/SRA/RA/FSMK/SLB 11%(PAUD6%'SD150/o,SMP4%,SRA9%) 15 20 25 30 35

Intervensi Tersedianya kegiatan 5 5 5 5 5 5 Dinkes Sekolah

KeamananPan8anJajananAnak kantin sehat disekolah DP3 denganPJASAmanProgram
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGEN
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Sekolah(PJAS)diSekolah PeningkatanKapasitasSDMKesehatan

IntervensiKeamananPan8an|JajananAnakSekolah(PJAS)diSekolah Jundah sekolahdenganPanganJajananAnakSekolah(PJAS)froan % 60 70 75 80 85 85

Intervensl Tersedianya Sekolah 181 212 227 242 257 257 Dinkes Pelatihan

Keamanan kantin sehat di (Total Softskill     di

pangan disekolah(SD,SMP'SMAsederajat) sekolah sekolah:SD192Smp SM P       danSMUsederajat(Desa
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRA
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

79Sma32Total303) Bersinar)

Fasilitasi .Jundah Kelurahan 3 6 9 12 15 18 BNN Pelatihan

pendidikan kecamatan Bersinar/ Softskill     di

pencegahan yang menjadi bersih     dari SM P       dan

narkobapada1embagapendidikan sasaranpelaksanaanpendidikanpencegahannarkobapada1embagapendidikan Narkoba SMUsederajat(DesaBersinar)

Pembinaandan Jumlah sekolahpedulidan Sekolah 230 250 270 290 310 330 DLH ProoramPenilaian
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

penghargaangerakanpedulidanberbudaya1ingkunganhidupdisekolah berbudayalingkunganhidup(sekolahadiwiyatanasionaldanmandiri) KinetiaMasyarakat/LembagaMasyarakat/DuniaUsaha/DuniaPendidikan/FilantropidalamPerlindungandanPengelolaanLingkunganHidup

Fasilitasi Persentasesekol %       S ekolah 100 loo loo loo loo loo BPBD Satuan
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGF"
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Satuan ah yang yang Pendidikan

Pendidikan menerapkan berpotensi Aman

AmanBencana(SPAB) SPAB bencanayangmenerapkanSPAB Bencana(SPAB)

20 Fasilitas Fasilitasi Kecamatan Kecamatan 2 2 2 3 3 3 DP3AKBDPOP Program

untuk kreativitas yang Pemenuhan

KegiatanBudaya,Kreativitas,danRekreatifyangRanahchak Anakdankegiatanbudaya difasilitasidalampengembanganfasilitaskreatitasdanbudayaAnak Hak AnakProoranPemasaranPariwisata

Jumlahkecamatanyangdifasilitasi Kecamatan SRA 2 2 3 3 3
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGF"
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

dalampengembanganmodelPRAsesualstandar

PromosiPelaksanaanKebijakanKreativitasdanBudaya(FestivalKreativitasAnak) Kegiatan 4 4 5 6 7 8

KegiatanKreatifitasdanBudaya Fasilitasikecanatanketersediaansaranakegiatanrekreatifuntuk Kecamatan 0 0 6 6 6 6 DPOP ProoramPemasaranPariwisata
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGF"
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Anak
Jumlah PojokBacaDigitalyangterbangundanterselenggaradidaerah Unit 0 3 3 3 3 3 Disputakar ProoranPerpustakaandanLiterasi

Fasilitasi Persentase Persentase 30 30 30 35 37 40 Kementerian Masjid

MasjidRanah Anak masjid/rumahibadahterfasilitasiRanahAnak Agana RanahAnak

V KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS

21 a. Fasilitasi Prevalensi % 0,028 0,027 0,026 0'025 0,024 0,023 DP3ARE Prooram

Pelayanan pencegahan kekerasan Perlindunga

bagi Anak dan terhadap anak n     Thusu s
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGFun
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

KorbanKekerasan penangananAnakkorban Anak

Persentase % 65 65 67 68 70 71.50 DP3AKB Program

dan kekerasan Penyelesaian Perlindunga

eksploitas daneksploitasiPelatihanbagi Penangananklienp adaUFTDPPA n      Khusu sAnak

Jumlah Kecamatan 6 6 6 6 6 6 DP3ARE Sosialisasi
FA     sebagai2Pdalammencegahkekerasan kecanatandesa/kelurahanyangdiadvokasitentangperlindunganAnakdarikekerasandaneksploitasi Desa/Kelurahan 34 34 34 34 34 34 KED

Jundch sekolah Sekolah 219 400 600 700 800 824 DP3ARE Pooram
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NO INDIKATOR
RENCAVAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

yangdisosialisasitentangdisiplinpositif PerlindunganKhusus

Jundah Kecamatan 0 0 6 6 6 6 DP3AKB Pencananga
kecamatandesa/kelurahanterlatihinternetananuntukAnak Kelurahan 0 0 34 34 34 34 ndesa/Kelurahantanpakekerasan

Jumlah    desa/kelurahanyangmencanangkanDesa/Kelurahan Kelurahan 34 34 34 34 34 34 DP3AKB ProoramPerlindunganKhususAnak
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGEN
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Tanpakekerasan

Jumlah Molin 1 1 1 1 1 1 DP3AKB Prooram

sartmfi|prasarana(MOLIN)  yangmemadaiuntuklayananchakkorbankekerasandanpenelantaran Torlin 2 2 2 2 2 2 PerlindunganKhususAnak

Pelatihanbagi1embaga1ayananpenanganan PersentaseLembagaPenyediaLayanan  bagiAnakyang Lembaga 3 0 10 15 20 25 DP3AKB ProgramPerlidunganKhususAmak
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

pROGFun
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Anak korbankekerasan MemerlukanPerhadunganKhususTerbina

Junulah Kecamatan 6 6 6 6 6 6 DP3AKB Program

KecanatanDesa/Kelurahan yangmemilikiFAsebagai2PdalammencegabKTA Desa/Kelurahan 32 34 34 34 34 34 PerlidunganThususAnak

Jumlah forumAnak(termasukpendamplngFA)yangterlatihdalam FA 0 0 0 41 41 41 DP3AKBDinasSosial PerlindunganKhususAnakRehabilitasiSosialAnak
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

penyusunanprofilKIAyangmemerlukanperlindungankhusus Terlantar diLuarPanti

Pelatihan Lembaga UPTD 1 1 1 1 1 1 DP3AKB Prooram

bagi 1ayanan korban (UFTD Perlindunga
lembaga1ayananpenangananAnakkorbankekerasan kekerasan daneksploitasi PPA) n      Khusu sAnak

Junalah daerahyangSDMunit1ayanantelahdilatihmanajemenkasus Kelurahan 32 34 34 34 34 34 DP3AKB ProoramperlindungankhususAnak

Sosialisasi Jumlah Kecamatan 6 6 6 6 6 6 DPOP Program
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNG.JAWAB

PROGRA
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

pembebasanAnakdarieksploitasiseksualdidestinasiwisata KecanatanyangtersosialisasiSadarWisatadanSaptaPesonadiDestinasiWisatadiDestinasiPariwisataPrioritasdanDestinasiPariwisataLairmya

DP3AKBDP3AKB

peningkatanDayaTarikDestinasiPariwisataSosialiasaiKEDProgramPemenuhanHakAnak

Jundah Kecanatan 6 6 6 6 6 6

KecamatanDesa/ Kelurahan 34 34 34 34 34 34
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGF"
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Kelurahan yangtersosialisasikanpembebasanAnakdarieksploitasi

Jumlahdestinasi wisatayangtersosialisasikanpembebasanAnakdarieksploitasi Destinasi 0 0 2 6 30 68

Jumlahkelurahan yangmencanangkan Kelurahan 0 0 2 5 7 10
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

`(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

PerdesaanWisatayangRamahAnakBebasEksploitasi

PenyusunanmateriKIEpencegahandanpenanganankorbankekerasandaneksploitasi TersedianyamateriKIEpencegahandanpenanganankorbankekerasan daneksploitasi Materi 5 6 7 8 9 10 DP3ARE SosialiasaiKED

21 b.         Anak Pencananga Anak yang Anak 0 0 0 0 0 0 Disnaker Program

yang n dicegah Penempatan
Dibebaskan zona bebas dan ditarik dari Tena8a
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NO INDIKATOR
RENCAINAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

dari PekerjaAnak(PA)danBentuk-bentukPekeljaanTerburukuntukAnak(BFTA) pekerja AnakPenanganankasuspekerjaAnak tempat kerja Kelja      danPengawasanKetenagakerjaan

Jumlah pekeljaAnakyangditarikdariBPI`A Anak 0 0 0 0 0 0 Disnaker PrograpPenempatanTenagaKeljadanPengawasanKetenagakerjaan

JundahKecanatanDesa/KelurahanyangmencanangkanzonabebaspekeriaAnak KecamatanDesa/Kelurahan 0 0 6 6 6 6

PemeriksaanPenerapan Pekerja anakyang Kasus 0 0 0 0 0 0
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NO INDIRATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGF"
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

NormaPerlindunganPekerjaAnak terlindungihak-haknyasesuaiKonvensiHakAnak

22 a.PelayananbagiAnakKorbanPomografi,NAPZA,danTerinfeksiHIV/AIDS FasilitasipelayananbagiAnakkorbanpenyalahgunaanNAPZA 0/o KorbanpenyalahgunaanNapzaAnakyangmendapatkanrehabilitasisosialpadabalairehabilitasisosial % loo 100 100 loo loo loo BNN Rehabilitasi

Jundah Anakpenyalahguna % loo loo loo 100 100 100
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

dan/ataupecandunarkobayangmendapatkanrehabilitasidifasilitasrehabilitasimilikBNN

SosialisasiInternetAmanUntutAnak(TemanAnak)didaerahdengankasus Jundah AnakyangmendapatsosialisasiInternetAmanUntukAnak(TemanAnak)didaerahdengankasus % loo loo loo loo loo loo DP3AKB SosialisasiKED
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

pornografiyangtinggi pornografi  yangtinggi

Juulah Kecamatan 6 6 6 6 6 6 DP3AKB Sosiahisasi
FasilitasiPencegahanPornografi KecanatanDesa/Kelurahanpencegahanbebaspornografi Kelurahan 34 34 34 34 34 34 KED

Fasilitasi Jundah Kecanatan Ikuti BNN Pengemban8an
Pengembang Kecamatan Desa/ kel
an Desa/ Kelurahan bersina Kapasitas
KecamatanDesa/KelurahanTan8gapAncaman Kelurahanberkategori"TanggapAncamanNarkoba" r danPengembangenMasyarakatMelalui
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGEN
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Narkoba KebijakanKotaTanggapAncananNarkobadiLingkunganPendidikan

22 b. Fasilitas LJundah Kelurahan 9 11 34 34 34 34 BPBD Kelurahan
Pelayanan penanganan Fasilitas Tan8guh
bagi AnakKorbanBencanadan korban danpengungsi penanganankorban danpengungsi Bencana

Fasilitasi Jundah Kelurahan 9 11 34 34 34 34 BPBD Kelurahan
Konflik desa/kelurahentangguhbencana ke8iatanpenanganankorban danpengunqgi TangguhBencana



- 140 -

NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

PerhadungansosialbagiAnakkorbanbencanaalan Jundahdesa/kelurahantangguhbencanayangdikembangkan Kelurahan 9 11 34 34 34 34 BPBD KelurahanTan8guhBencana

PenangananAnakkorbanbencanadankonflik PersentaseAnakkorbanbencanayangdiberikandukunganpsikososial % loo loo loo loo loo loo DP3AKB Desa/KelurahanTangguhBencana

Jumlah     orangyangdifasilitasipemberianBantuanspesifikAnak % loo 100 100 loo 100 loo DP3AKB Programbantuansosial
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

tentangPerlindunganAnakdaribencana

PeningkatanKetahananIklim Tersedianyadata daninformasikerentanandanrisikoperubahaniklimsertarekomendasistrategiadaptasiperubahaniELdaerah Dokumen 1 1 1 1 1 1 DLH Penyusunankajianresikoperubahaniklimtahun2019-2024
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNG|JAWAB

PROGF"
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Jurnlahkelurahanberketahananiklim Kelurahan 9 11 34 34 34 34 BPBD Kampun8Iklim

Fasilitasi Junilah Kecamatan 0 0 6 6 6 6 Dinsos Bidang

perlindunganAnakpenyandangdisabilitas,kelompoknrinoritasdanterisolasi Kecamatan       /KelurahanyangdiadvokasitentangpelaksanaankebijakanperlindunganAnakpenyandangdisabilitas Kelurahan 0 0 34 34 34 34 RehabilitasiSosialAnakTerlantardiLuarPanti

Jundah forumkoordinasi Forum 1 1 1 1 1 1
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

pelaksanaankebijakandisabilitas,rfuoritasdanterisolasi

23 a. Fasilitasi Jundah media Media 4 4 4 4 4 4 DP3AKBDinasSosial Pengelolaan
Pelayanan perlindunga KIE melalui Informasi
bagi Anak n media publik dan

penyandang Anak tentang Komunikasi
disabifitas,kelompokminoritasdanterisolasi penyandangdisa.bilitas,kelompokinoritasdanterisolasi perhadunganAnakberkebutuhankhusus,terutamabagiAnakpenyandangdisabilitas, Publik
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGEN
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

FasilitasiperlindunganAnakPSM

minoritas danterisolasi Dinas SosialDinasSosial
RehabilitasiSosialAnakTerlantardiLuarPantiRehabilitasiSosialAnakTerlantardiLuarPanti

Junalah1embaga1ayanan yangmendapatkanpelatihanpenanggananperlindunganAnakberkebutuhankhusus Lembaga 5 5 7 8 9 10

Jumlah Kecamatan 6 6 6 6 6 6

KecamatanDesa/Kelurahan yangdifasilitasi Desa/Kelurahan 34 34 34 34 34 34
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGF"
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

untukpendampinganbagichakberkebutuhankhusus

23 b. Fasilitasi Junllah Kecanatan 6 6 6 6 6 6 DP3AKB Perlindunga
Pelayanan perthdunga Kecamatan Desa/ 34 34 34 34 34 34 n khusus
bagi AnakdenganPerilakuSosialMenyinpan8(PSM) nAnak PSM Desa/KelurahanyangdiadvokasitentangpelaksanaanperhadunganAnakPSM Kelurahan anak
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

pROGFun
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Jundah    forumkoordinasipelaksanaankebijakanperlindunganAnakkelompokninoritasdanteritorialsertaAnakPSM Forum 1 1 1 1 1 1

DP3AKB Perlindungankhususanak

Jundah mediaKIEmelaluimediapubliktentan8PerlindunganAnakBerkebutuhanKhusus, Media 5 5 5 5 5 5
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NO INDIRATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGF"
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

terutama     bagiAnakPSM

24 a. Fasilitasi Persentase ABH % 30 33 36 39 42 45 BAPAS Pembinaan
Penyelesaia bagi yang dan
nKasus AnakyangBerhadapandenganHuha"(ABH)MelaluiDiversi(khususpelafu) ABH mendapatkanpenetapandiversiditingkatpenyidikan PenyelenggaraanPemasyarakatan

Persentase ABHyangmemperoleh1ayananhakintegrasi % 45 50 55 60 65 70 Polres PeningkatankoordinasiantarinstansiterkaitPembinaandan



- 148 -

NO INDIKATOR
RENCAINAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNG|JAWAB

pROGFun
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

PenyelenggaraanPemasyarakatan

Penyediaan1embagapenyelenggarakesejahteraansosial(LPKs)danRunahPerlindunganSosialuntukAnakberhadapan Jundah LPKSdanRPSuntukABHdiKabupaten/Kota Lembaga 2 2 2 2 2 2 Dinas Sosial RehabilitasiSosialchakTerlantardiLuarPanti1.LPKSAIBarokah2.LPKSThasBorneo

Junilahkegiatan Forumkoordinasipenanganan Kegiatan 1 1 1 1 1 1 Dinas SosialPolres Peningkatankoordinasiantarinstansi
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NO INDIKATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGF"
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

denganhukum(ABH) ABH

KementerianHukumdanKementeriianHakAs asiManusla

terkaitRehabhitasiSosialAnak

FasilitasipenangananABH PeningkatankapasitasAPH(aparatpenegakhokum) APH 30 60 90 120 150 180

Jumlah daerah Kecamatan/ 6 6 6 6 6 6

yang di fasilitasidalanPencegahanagarAmaktidakmenjadiABH Kelurahan 34 34 34 34 34 34

FasilitasipenyediaaninfrastrukturramahJinak Jumlah lokasiyangmemiliki1ayananRuangPelayanan Lokasi 2 2 2 2 2 2
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NO INDIRATOR
RENCANAAKSI

UKUEN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGRAM
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Khusus (RPK)KepolisiansesuaiStandarPelayananMinimaltr7z.totproject)

24 b.PelayananbagiAnakKorbanJaringanTerorismedanStigmatisasiAkibatdariPelabelanterkalt FasilitasipenangananAnakKorbanJaringanTeronsme .Jundahkegiatan ForumkoordinasipenangananAnakKorbanJaringanTeronsme kota 1 1 1 1 1 1 Kesbangpol
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NO INDIRATOR
RENCANAAKSI

UKURAN SATUAN

DATADASAR(2021) TARGET INSTANSIPENANGGUNGJAWAB

PROGF"
2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

den8an Jumlah daerah Kecanatan 6 6 6 6 6 6 Kesbangpol
KondisiOrangTuanya yang difasilitasidalanpencegahan,agaranaktidakmenjadikorbanjarin8anteronsme Kelurahan 34 34 34 34 34 34

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MASUD

Salinan sesuai dengan aslinya

-^'...      :-


